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Abstrak 
 Andi Moeh Akram Rusydi (B11112123), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
dengan judul skripsi “Upaya Pengembalian Keuangan Negara Melalui Pembuktian 
Terbalik Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang ( Studi Kasus Putusan Nomor : 
46/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS )”. Dibawah Bimbingan H.M. Said Karim dan 
H.Amir Ilyas 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Makassar dengan 
mewawancarai salah satu majelis hakim dalam kasus ini dan di Kejaksaan Tinggi 
Makassar. Ada pun temuan setelah penelitian penulis bahwa mengenai masalah 
keterpurukan hukum dalam hal kerugian Negara, tindak pidana pencucian uang salah 
satu yang seyogyanya dicegah dan diberantas dengan spirit - spirit yang 
mengedepankan kebenaran dan keadilan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. 
Pemidanaan bukan lagi mengedepankan mindset lama (follow the suspect) namun juga 
lebih mengarah terhadap pengembalian keuangan Negara (follow the money), yang 
dalam hal pembuktianya menggunakan pembuktian terbalik (reverse burden prove). 
 Pengembalian keuangan Negara demi menyelamatkan aset Negara atas dugaan 
penyalahgunaan kekuasaan mestinya hal yang menjadi prioritas, sebagai kejahatan 
yang non violence ( tanpa kekerasan ) dampaknya terasa bagi perekonomian dan 
makin bertambahnya kriminalitas, pembuktian terbalik seyogyanya dapat menjadi 
proses pembuktian yang tepat dikarenakan terdakwa yang wajib membuktikan asal – 
usul harta kekayaanya diperoleh dengan cara yang sah (clean money) dengan 
mengajukan alat bukti yang cukup,  jika terdakwa dapat membuktikan kebenaran 
alibinya maka penuntut umum berkewajiban dengan alat buktinya untuk membuktikan 
bahwa asal – usul harta kekayaan terdakwa diperoleh dengan cara yang tidak sah (dirty 
money). 
 Tindak Pidana Pencucian uang merupakan kejahatan yang memiliki tindak 
pidana awal (predicate crime) dan tergolong extraordinary crime ( kejahatan luar biasa ), 
pemidanaan terhadap terdakwa juga seharusnya dilakukan dengan tindakan luar biasa 
bahkan dengan pemikiran yang luar biasa juga mengingat kejahatan tersebut 
merongrong sendi – sendi perekonomian apa lagi jika dilakukan oleh pejabat publik 
suatu daerah, dalam penelitian yang dilakukan penulis terhadap kasus ini hakim 
sependapat bahwa upaya - upaya “ memiskinkan ” terdakwa yang tidak dapat 
membuktikan asal usul harta kekayaanya patut dilakukan,  mengingat selain terdakwa 
sebagai pejabat publik juga dianggap tidak sejalan dengan prinsip – prinsip 
pemerintahan yang seharusnya bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). 
 
 
ABSTRACT 
  Andi Moeh Akram Rusydi (B11112123), Law Faculty of Universitas 
Hasanuddin with thesis title “Upaya Pengembalian Keuangan Negara Melalui 
Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang ( Studi Kasus 
Putusan Nomor : 46/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS )”. Under the guidance of, H.M. 
Said Karim and H.Amir Ilyas 
 The research was held in High Court of Makassar by Interviewing one of the 
judge in this case at High Court of Makassar. As for the findings after writer’s research 
is about detoriation of state law in case of loss, criminal act of money laundering should 
be prevented and eradicated with the truth and justice by law enforcer in Indonesia. 
Criminalzation is not using old mindset (follow the suspect) but using to refund the 
state’s money (follow the money), which is the proof used reverse burden prove). 
 Refund the state’s money for saving state assets on suspicion of abuse of power 
should be a priority, as a non violence criminalization, the impact is felt by the 
economical and the increase of criminality, reverse burden prove can be a proof 
process because defendant must prove the the origin of their wealth is gotten by the 
legal way (clean money) by submitted the evidences if the defendant can prove his alibi 
then public prosecutor with the evidences must prove that the origin of defendant wealth 
is gotten by illegal way (dirty money). 
 Money Laundering Criminalization is a crime that has predicate crime and 
classified as extraordinary crime, criminalization for defendant should be done by 
extraordinary measures even with extraordinary idea also considering the crime  is 
undermining the economic fundamentals if it is done by a local public official, the 
research that writer did in this case, the judge agree that the efforts to impoverish the 
defendant who cannot prove the the origin of their wealth should be done, by 
remembering apart of the defendant is a public official also not considered to be in line 
with government principles which have to free from corruption, collusion and nepotism. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan perkembangan zaman berbagai permasalahan 
keterpurukan hukum utamanya di Indonesia sungguh menjadi ironi dan 
cambukan keras bagi para praktisi hukum, akademisi hukum dan para 
juris-juris lainya yang begitu kompleks merekat pada kehidupan 
berbangsa dan bernegara, baik praktik korupsi  kolusi dan nepotisme yang 
di lakukan oleh pejabat –pejabat negara, di ragukanya integritas dan 
independensi aparat penegak hukum sampai kepada manipulasi dalam 
proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan telah sering mendapat 
respon negatif dari khalayak umum. 
Hakim Agung Amerika Serikat (Justice Hugo Black) berkata “There 
can be no equal justice where the kind of trial a man get depends on the 
amount of money he has “Jadi tidak akan mungkin ada keadilan yang 
sama jika di dalam proses pengadilan sosok-sosok yang terlibat di 
dalamnya masih bergantung pada sejumlah uang” (Achmad Ali,2002  :15 ).  
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Hukum berfungsi dan merupakan sarana untuk mengelola 
kehidupan berbangsa dan bernegara, Satjipto Rahardjo (Suparnyo, 
2013:160)berpendapat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya 
penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang abstrak, seperti ide tentang 
keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial.Dapat di katakana pula 
bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-
ide atau keinginan-keinginan menjadi kenyataan.  
Dalam kehidupan bermasyarakat, demi tercapainya kepentingan-
kepentingan seluruh dimensi dalam suatu masyarakat di perlukan suatu 
norma-norma yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, 
karena dengan adanya ketertiban dan toleransi tersebut kepentingan-
kepentingan suatu masyarakat dapat di wujudkan lebih nyata, Cicero 
menyebutnya “Ubi Societas Ibi Ius” Di mana ada masyarakat di situ ada 
hukum”. 
Menurut Satjipto Rahardjo (2012:2) Objek yang bernama hukum itu 
menjadi begitu luas oleh karena ia bersentuhan dengan sejumlah besar 
aspek kehidupan manusia, sebut saja: manusia itu sendiri, masyarakat, 
negara, politik, sosial, ekonomi, sejarah psikologi, filsafat, budaya, 
manajemen, biologi dan religi, selanjutnya melihat dan memproyeksikan 
ilmu hukum pada latar belakang yang selalu berubah tersebut, maka kita 
bias mengatakan, bahwa garis depan (frontier) ilmu hukum juga 
senantiasa berubah. Ilmu hukum pun lalu berkualitas sebagai “ilmu yang 
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senantiasa mengalami pembentukan” (legal science is always in the 
making). 
Dengan berbagai perkembangan baik dari teknologi maupun 
kehidupan bermasyarakat, timbul gejala-gejala tindak pidana yang 
merugikan keuangan Negara, Tindak Pidana Pencucian Uang salah 
satunya yang merupakan kejahatan yang dalam terminologi hukum di 
sebut sebagai concursus realis (kriminalitas ganda) karena lahir dari 
predicate crime contohnya korupsi. 
Yudi Kristiana (2015, 8) berpendapat bahwa dari sisi pencegahan, 
pemberantasan pencucian uang tidak hanya sekedar memperberat 
pemidanaan terhadap pelaku TPK yang memanfaatkan hasilnya untuk 
kegiatan lain, yaitu selain UU TPK dan juga UU TPPU, tetapi di 
maksudkan untuk memutus mata rantai kejahatan. Pemutusan mata rantai 
kejahatan tidak hanya dilakukan dengan mengungkap kejahatan itu 
sendiri, tetapi bisa di tempuh dengan cara memutus pendanaan dari 
kejahatan itu maupun membatasi pemanfaatan dari hasil kejahatan itu 
sendiri 
Dalam Black’s Law Dictionaryi stilah money laundering di artikan 
sebagai berikut:  
Term used to describe investment or other transfer of money 
flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into 
legitimate channels so that it’s original source can not be traced. Istilah ini  
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menggambarkan bahwa pencucian uang (money laundering) adalah 
penyetoran/penanaman uang atau bentuk lain dari 
pemindahan/pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi 
narkotika dan sumber-sumber lain yang illegal melalui saluran legal, 
sehingga sumber asal uang tersebtu tidak dapat di lacak (Juni Syafrien 
Jahja, 2012: 5) 
Orientasi  para penegak hukum di Indonesia dalam kejahatan 
korupsi ataupun  kejahatan pencucian uang seyogyanya tidak lagi fokus 
untuk follow the suspect namun lebih mengarah pada follow the money 
agar dapat lebih selaras terhadap pengembalian kerugian keuangan 
Negara.  Konsep pembuktian terbalik atau reverse burdon provedalam 
Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang Pasal 77 yang berbunyi sebagai berikut : 
Untuk kepentingan pemeriksaan di siding pengadilan terdakwa 
wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaanya bukan merupakan hasil 
tindak pidana. 
Selanjutnya Pasal 78 yang berbunyi: 
1. Dalam pemeriksaan di siding pengadilan sebagaimana di 
maksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa 
agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait 
dengan perkara bukan berasal atau terkait, dengan tindak 
pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1). 
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2. Terdakwa membuktikan Harta Kekayaan yang terkait 
dengan perkara atau bukan berasal atau terkait dengan 
tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup. 
Konsep pembuktian dalam perkara pencucian uang menganut 
konsep pembuktian terbalik terbatas dan berimbang,artinya pembuktian di 
mana terdakwa juga di bebani kewajiban untuk membuktikan, namun 
demikian tetap aktif dalam membuktikan dakwaanya. Dalam hal terdakwa 
mempunya alibi dan dapat membuktikan kebenaran alibinya, maka beban 
pembuktian akan beralih kepada Jaksa Penuntut Umum untuk 
membuktikan sebaliknya. Hal tersebut mengedepankan follow the money 
demi mengembalikan harta kekayaan negara yang di duga berasal dari 
tindak pidana. 
Perubahan paradigma dalam Pencegahan dan Pemberantasan 
TIndak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang seharusnya dapat di jiwai 
dengan spirit yang sama aparat penegak hukum walaupun pada 
hakikatnya hukum tidak dapat terlepas dari ciri rules namun hukum 
hanyalah kumpulan kata-kata yang tak berdaya tanpa peran dari manusia 
itu sendiri, agar tujuan hukum tidak lagi mengedepankan kepastian hukum 
belaka, keadilan sebagai tujuan hukum yang paling tua dengan ikonya 
(Dewi Themis) dapat lebih di optimalkan seperti adagium hukum yang di 
ucapkan oleh salah satu pemikir terbesar pada zamanya (Saint Agustine) 
mengatakan “Unjust Law Is No Law at All”. 
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Berbagai lembaga Negara yang lahir seperti KPK (Komisi 
Pemberantsan Korupsi), BNN (Badan Narkotika Nasional), BNPT (Badan 
Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan lembaga-lembaga 
negara yang lahir akibat tidak dapat berfungsinya lembaga penegak 
hukum lainya secara efektif dalam hal-hal yang kejahatanya tergolong 
extraordinary crime. PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan) adalah salah satu lembaga Negara yang di dirikan pada tahun 
2002 berdasarkan UU No. 15 tahun 2002 yang bertugas mencegah dan 
memberantas tindak pidana pencucian uang dan bertanggung jawab 
langsung kepada Presiden Republik Indonesia. 
Demi memberikan fungsi yang dapat lebih menunjang pencegahan 
dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Pemerintah Indonesia  
merivitalisasi fungsi PPATK berdasarkan UU No 8 Tahun 2010 yang 
menggantikan UU TPPU lama yaitu UU No.15 Tahun 2002 sebagaimana 
di ubah dengan UU No. 25 Tahun 2003. Fungsi PPATK dalam pasal 40 
UU RI NO.8 Tahun 2010 melaksanakan tugas pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sebagai berikut: 
1. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang; 
2. Pengelolaan data dan informasi yang di peroleh PPATK; 
3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan 
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4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi 
keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang 
dan/atau tindak pidana lain. 
Tindak Pidana Pencucian Uang adalah kejahatan yang tergolong 
extraordinary crime dan suatu kejahatan ganda karena memiliki predicate 
crime,di dalam Pasal 69 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Pencucian Uang mengatur seperti berikut:  
“untuk dapat di lakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 
siding pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib di 
buktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. 
Hal ini menjadi pro-kontra para penggiat hukum karena tidak mustahil 
kejaksaan akan melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan 
kehakiman atau abuse of judiciary power. Alasan lainya Kejaksaan dalam 
penerapanya dapat secara membabi buta dan sewenang-wenang, yaitu 
tanpa bukti terlebih dahulu memiliki bukti-bukti yang dapat di gunakan 
untuk melakukan penuntutan, maka tujuan hukum yang bermaksud 
memberikan perlindungan, kesejahteraan, keadilan, ketertiban atau 
kepastian, dan kemanfaatan, akan berbalik menimbulkan kepanikan dan 
ketidakpastian. 
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Sebagaimana telah di sebutkan sebelumnya bahwa dalam rezim TPPU 
lebih berorientasi pada follow the money daripada follow the suspect, 
relevan dengan formulasi Pasal 69, maka kalau konstruksi berfikirnya 
bahwa terhadap tindak pidana asal harus di buktikan terlebih dahulu, 
berarti penyidikan, penuntutan dan persidangan TPPU hanya berfungsi 
sebagai pemberatan atas hukuman yang di jatuhkan kepada Terdakwa 
dalam perkara asalnya.Padahal maksud dari kehadiran rezim TPPU ini 
adalah bagaimana memidana pelaku TPPU dan menyelamatkan aset 
TPPU, tanpa harus terlebih dahulu menjatuhkan pemidanaan terhadap 
tindak pidana asalnya (Yudi Kristiana, 2015:157). 
Selama Indonesia turut aktif dalam rezim Anti Pencucian Uang dengan 
di terbitkanya UU RI No. 15 Tahun 2002 dan didirikanya lembaga khusus 
yang membidangi pencegahan dan pemberantasan TPPU menjadi bukti 
nyata ikrar pemerintah Indonesia walaupun UndangUndang Pencucian 
Uang tergolong baru dalam khasanah perundang-undangan di Indonesia, 
beberapa masalah timbul terkait peran jaksa dalam pembuktian terbalik 
kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang seperti di ketahui bahwa 
predicate cime merupakan bagian integral dalam kejahatan tindak pidana 
pencucian uang. 
 
 
9 
 
Apakah harus di buktikan kedua-duanya ataukah pencucian uangnya 
saja tanpa terlebih dahulu membuktikan predicate crimenya. Berdasarkan 
amanat undang-undang itu maka pemahaman yang timbul jika tindak 
pidana asal tidak terbukti dalam hal ini Tindak Pidana Pencucian Uang 
adalah independent crime yang dapat berdiri sendiri 
Pembuktian dalam perkara pidana menganut stelsel negative, artinya 
pembuktianya tidak hanya mengambil landasan pada alat bukti, keyakinan 
hakim juga sangat di perlukan dalam membuktikan terdakwa bersalah 
atau tidak, dan apabila dalam proses pembuktian terbalik di lakukan untuk 
menghukum terdakwa akan bertentangan dengan salah satu asas hukum 
pidana yaitu presumption of innocence. 
Pada sisi lain, sebagai perbandingan pada praktik peradilan dapat di 
lihat penanganan kasus penadahan yang terdapat pada Yurisprudensi 
Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 November 1972 No.126 K/Kr 1969 
dalam perkara R.Hendro dengan susunan majelis hakim: 
1. Prof.Subekti, SH 
2. Z.Asikin Kusumah Atmaja, SH 
3. Indroharto, SH 
Tentang Penada han dalam Pasal 480 KUHP yang berbunyi: 
Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya 
keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang 
tadahan yang bersangkutan (Juni Syafrien Jahja, 2012: 59). 
10 
 
Korupsi dan Pencucian uang merupakan kejahatan-kejahatan yang 
luar biasa dan harus di tindaki secara luar biasa pula,saya setuju dengan 
orang yang menyatakan bahwa(Achmad Ali,2002:15)“Coruption is 
everywhere in the world and has existed throughout history. You have it in 
America, in Japan, not just here in X. And if the people on the top are 
corrupt, if the whole system is corrupt, as they ar here, it’s hopeless” 
(Korupsi itu ada di mana-mana di dunia ini dan umurnya pun telah 
sepanjang sejarah.Anda menemukanya di Amerika, di Jepang, bukan 
hanya di negeri X ini. Dan jika orang-orang yang ada di puncak itu korup, 
jika seluruh system itu korup, seperti halnya di sini, ini berarti keadaan 
sudah tak berpengharapan). 
Baik dari segi perumusan payung hukum sampai kepada 
pengimplementasianya juga harus dilakukan tanpa memandang bulu, 
efektivitas penerapan pembuktian terbalik juga harus di barengi spirit-spirit 
positif dari aparat penegak hukumnya yang menjunjung tinggi keadilan 
dan kebenaran. 
Jika hal itu tidak dapat tercapai maka niscaya pembuktian terbalik yang 
pada filosofinya agar terdakwa di lindungi haknya dengan membuktikan 
harta kekayaanya bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi dan 
tindak pidana pencucian uang dapat terbebas dari segala tuntutan, 
apabila hal tersebut terjadi secara terbalik justru dakwaan jaksa penuntut 
umum justru akan di gunakan sebagai celah dan instrument bagi para 
mafia-mafia kasus demi melanggengkan kepentingan pribadinya, hukum 
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bukan lagi sebagai sarana pencari keadilan substansial melainkan hanya 
keadilan prosudural sajalah yang di kedepankan. 
Menurut hemat saya dalam konteks pencegahan dan pemberantasan 
korupsi dan pencucian uang, seyogyanya segala lembaga-lembaga yang 
berkutat dalam ranah hukum agar bersama-sama berikrar dan 
mengaktualisasikanya dalam penegakan hukum demi keadilan,kepastian 
dan kemanfaatan, proses pembuktian terbalik yang menjadi dasar dalam 
menjerat orang yang patut di duga harta kekayaanya merupakan hasil 
tindak pidana sesuai dengan cita-cita pembuat undang-undang, yang tidak 
hanya memberikan pidana pokok (pidana penjara dan pidana 
denda)sebagai efek jera yang merupakan mindset terdahulu (follow the 
suspect) namun juga memberikan pidana tambahan (perampasan barang-
barang tertentu) sebagai upaya pengembalian keuangan negara dan 
paradigma yang berorientasi pada (follow the money) dan sesuai dengan 
tingkat kejahatan korupsi dan pencucian uang.  
Maka melalui pembuktian terbalik sangatlah penting dalam kejahatan 
tindak pidana pencucian uang demi pengembalian aset-aset keuangan 
Negara yang di salahgunakan demi kepentingan pribadi, bukankah pameo 
latin pernah menyatakan bahwa “Equum et bonum est lex, legum”(Apa 
yang adil dan baik, adalah hukumnya hukum) . 
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Atas dasar pemikiran di atas maka menarik untuk lebih meneliti dan 
mengkaji tentang “UPAYA PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA 
MELALUI PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP TINDAK PIDANA 
PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Putusan Nomor: 
46/Pid.Sus.Kor/2013/PT.Mks)”. 
2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah efektivitas sistem pembuktian terbalik sebagai 
upaya pengembalian keuangan Negara dalam kasus  tindak pidana 
pencucian uang No.46/Pid.Sus.Kor/2013/PT.Mks? 
2. Apakah sistem pembuktian terbalik bertentangan dengan asas 
presumption of innocence? 
 
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Secara teoritis ilmiah tujuan penelitian ini untuk mengkaji, meneliti 
dan telaah konsep peran jaksa dalam proses pembuktian terbalik 
dalam kejahatan pencucian uang terhadap tindak pidana awal 
(predicate crime) korupsi tidak dapat di buktikan baik dari segi 
normatif-dogmatik dan progresif demi perbaikan penegekan supremasi 
hukum di provinsi Sulawesi Selatan. 
Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka tujuan konkrit dari 
penelitian  ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk Mengetahui Efektivitas Sistem Pembuktian Terbalik Dalam 
Tindak Pidana Pencucian Uang Demi Pengembalian Keuangan 
Negara. 
2. Agar Mengetahui  Apabila Pembuktian Terbalik Diterapkan Tidak 
Bertentangan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of 
Innocence). 
 Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut di atas, Kegunaan yang 
diharapkan dalam penelitian, meliputi 2 (dua) yaitu: 
1. Secara Teoritis:  
 Dapat menjadi bacaan pembanding bagi mereka yang 
berkecimpung dalam bidang ilmu pengetahuan guna 
pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam 
pendayagunaan fungsi hukum pidana terhadap Peran Jaksa Dalam 
Proses Pembuktian Terbalik Kejahatan Pencucian Uang Tehadap 
Tindak Pidana Awal (Predicate Crime) Korupsi Tidak Dapat 
Dibuktikan. 
2. Secara Praktis: 
Dapat memberi masukan kepada pemerintah, aparat penegak 
hukum serta pihak lainnya yang terlibat dengan masalah Tindak 
Pidana Korupsi dan Pencucian Uang secara umum dan secara 
khusus mengenai proses Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara 
Tindak Pidana Korupsi.dan Pencucian Uang. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya 
1. Pengertian Tindak Pidana  
 Tindak Pidana atau delik berasal dari bahasa Latin delicta atau 
delictum yang dikenal dengan istilah strafbar feit dan dalam KUHP (Kitab 
Undang–Undang Hukum Pidana) dengan perbuatan pidana atau peristiwa 
pidana. Kata Strafbar feit inilah yang melahirkan berbagai istilah yang 
berbeda–beda dari kalangan ahli hukum sesuai dengan sudut pandang 
yang berbeda pula. Ada yang menerjemahkan dengan perbuatan pidana, 
tindak pidana dan sebagainya. Dari pengertian secara etimologi ini 
menunjukan bahwa tindak pidana adalah perbuatan kriminal, yakni 
perbuatan yang diancam dengan hukuman. Dalam pengertian ilmu hukum, 
tindak pidana dikenal dengan istilah crime dan criminal. 
Dalam Wikepedia Indonesia, pidana atau tindak kriminal berarti 
segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan dan  
selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pidana berarti 
hukuman kejahatan tentang pembunuhan, perampokan, korupsi dan lain 
sebagainya. Pidana juga berarti hukuman. Dengan demikian, kata 
mempidana berarti menuntut berdasarkan hukum pidana, menghukum 
seseorang karena melakukan tindak pidana. Dipidana berarti dituntut 
berdasarkan hukum pidana, dihukum berdasarkan hukum pidana, 
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sehingga terpidana berarti orang yang dikenai hukuman. Segala 
peraturan-peraturan tentang pelanggaran(overtredingen), 
kejahatan(misdrijven), dan sebagainya di atur dalam hukum pidana 
(Strafrecht). 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 1 ayat (1) 
berbunyi: “ Suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali berdasarkan 
kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada (Nullum delictum 
nulla poena sine praveia lege poenali), atas amanat dari undang-undang 
itu maka setiap perbuatan, peristiwa dan pertanggung jawaban pidana 
tidak dapat di kenai hukuman tanpa ada aturan yang mengatur terlebih 
dahulu. Pengertian tindak pidana justru menjadi polemik bagi para 
penggiat hukum itu sendiri, ada yang menafsirkanya sebagai perbuatan 
melawan hukum, peristiwa pidana, pertanggung jawaban hukum dan lain 
sebagainya. 
Seiring dengan pendapat Moeljatno yang menulis bahwa asas legalitas 
itu mengandung tiga pengertian (Moeljatno, 1987:25): 
1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana 
kalau hal itu terlebih dahulu belum di nyatakan dalam suatu aturan 
undang-undangan . 
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh di 
gunakan analogi (kiyas) .  
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut 
16 
 
Suatu perbuatan melawan hukum juga merupakan tindak pidana, 
bagaimanakah penyelesaian hukum dalam hal ini. Penyelesaian hukum 
antara kedua macam hukum tersebut berbeda-beda , dengan berbagai 
konsekuensi sebagai berikut : 
1. Tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan 
sekaligus juga merupakan tindak pidana. 
2. Tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum 
dan bukan juga merupakan tindak pidana 
3. Tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum tetapi 
bukan merupakan perbuatan pidana. 
4. Tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, 
melainkan merupakan tindak pidana. 
Beberapa perbuatan pidana juga merupakan perbuatan melawan 
hukum, misalnya perbuatan pidana mengenai penyerangan orang, 
penahanan ilegal dll. Hanya saja yang membedakan antara perbuatan 
pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah sesuai 
dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, 
ada kepentingan umum yang di langgar (di samping mungkin juga 
kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum 
(perdata) maka yang di langgar hanya kepentingan pribadi saja (Munir 
Fuady, 2013:21). 
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Sementara itu Simmons (C.S.T Kansil-Christine S.T.Kansil,2007:38) 
mengintrodusi tindak pidana menjadi peristiwa pidana “Een 
Strafbaargestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande 
handeling van een toerekeningsvatbaar persoon”. Terjemahan bebasnya: 
Perbuatan salah dan melawan hukum yang di ancam pidana dan di 
lakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Perumusan 
Prof. Simmons tersebut menunjukan unsur-unsur peristiwa pidana sebagai 
berikut: 
1. Handeling : Perbuatan manusia di maksudkan tidak saja “een 
doen”(perbuatan) akan tetapi juga “een nalaten”atau niet doen” 
(melalaikan atau tidak berbuat). 
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederrechtelijk). 
3. Perbuatan itu di ancam dengan pidana (strafbar gesteld) oleh 
undang-undang. 
4. Harus di lakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab 
(toerekeningsvatbaar). 
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (schuld) si pembuat 
(Satochid Kartanegara). 
Menurut Hans Kelsen (Jimly Asshiddiqie-M.Ali Safa’at, 2006:56) 
Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu 
perbuatan tertentu adalah berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi di 
kenakan terhadap deliquent adalah karena perbuatanya sendiri yang 
membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.   
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Dalam kasus ini subyek responsibility dan subyek kewajiban hukum 
adalah sama. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam 
pertanggungjawaban yang di bedakan, yaitu pertanggungjawaban 
berdasarkan kesalahan (based on fault) dan pertanggung jawaban mutlak 
(absolut responbility). 
Menurut Simmons (Lamintang,1997:22) yang harus di jadikan objek 
dari ilmu pengetahuan hukum pidana itu bukan hanya “het geldend recht” 
atau hukum yang sedang berlaku” atau yang juga di sebut ius constitutum, 
melainkan juga “ het wordende recht” atau “hukum yang akan di bentuk” 
atau yang juga di sebut ius constituendum. 
Pelbagai macam defenisi-defenisi pengartian ilmu hukum (hukum 
pidana) tampaknya sesuai dengan perkataan Van Apeldoorn” defenisi 
hukum sangat sulit untuk di buat karena tidak mungkin untuk 
mengadakanya yang sesuai dengan kenyataan” adalah sangat tepat 
mengingat realitas sosial masyarakatnya yang majemuk satu sama lainya 
 
 
 
 
 
19 
 
2. Pembagian Tindak Pidana 
Jika orang telah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih 
dahulu kita lihat apakah ada aturan yang mengatur mengenai perbuatan 
tersebut dan apakah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, berkenaan 
dengan di syaratkanya suatu “kesengajaan” (opzet) atau 
“ketidaksengajaan” (culpa) di dalam berbagai rumusan delik maka 
perbedaanya sebagai berikut: (Lamintang,1997:214) 
• Opzettelijke delicten atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-
undang telah di syaratkan bahwa delik-delik tersebut harus di 
lakukan “dengan sengaja” 
• Culpooze delicten, yakni delik-delik yang oleh pembentuk undang-
undang telah di nyatakan bahwa delik-delik tersebut cukup terjadi 
“dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat di hukum. 
Hukum Pidana dapat di bagi sebagai hukum pidana objektif (Jus 
Punale) dan hukum pidana subyektif (Jus Puniendi). Menurut C.S.T. 
Kansil dan Christene kansil (C.S.T. Kansil-Christene kansil, 2007:10) 
Hukum Pidana Objektif adalah semua peraturan yang mengandung 
keharusan atau larangan, terhadap pelanggaran mana di ancam dengan 
hukuman yang bersifaat siksaan. Hukum Pidana Objektif di bagi dalam 
Hukum Pidana Material dan Hukum Pidana Formal: 
a. Hukum Pidana Material ialah peraturan-peraturan yang 
menegaskan: 
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1. Perbuatan-perbuatan apa yang dapat di hukum. 
2. Siapa yang dapat di hukum. 
3. Dengan hukuman apa menghukum seseorang, 
Singkatnya Hukum Pidana Material mengatur tentang apa, 
siapa dan bagaimana orang dapat di hukum. Jadi Hukum 
Pidana Material mengatur perumusan dari kejahatan dan 
pelanggaran serta syarat-syarat apa seseorang dapat di hukum. 
b. Hukum Pidana Formal ialah hukum yang mengatur tentang cara-
cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana 
(merupakan pelaksanaan dari Hukum Pidana Material). Dapat juga 
di katakan bahwa Hukum Pidana Formal atau Hukum Acara Pidana 
memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau 
mempertahankan Hukum Pidana Material; Hukum Acara Pidana/ di 
atur dalam Reglemen Indonesia yang di beharui di singkat dahulu 
H.I.R (Herziene Inlandsche Reglement-HIR) sekarang di atur dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 1981. 
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B. Pengertian Keuangan Negara  
1. Pengertian Keuangan Negara dan Ruang Lingkupnya 
Pembahasan tentang kerugian keuangan negara secara 
terminologi dalam proses konstruksi pemahaman yang harus di ketahui 
terlebih dahulu adalah tentang unsur-unsur yang terdiri dari; konsep 
keuangan negara, keuangan negara dan pemahaman tentang proses 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Hernold Fery 
Makawimbang:2014:5).  
Pendekatan penangan perkara tindak pidana korupsi selain dengan 
upaya represif tidak kalah pentingnya juga melakukan upaya 
pengembalian keuangan negara. Amandemen ke 3 UUD 1945 
pengaturan tentang Keuangan Negara yang di muat dalam Bab VIII 
sebagai berikut: (Hernold Fery Makawimbang: 2014,6). 
1. Pasal 23 (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai 
wujud dari pengelolaan keuangan negara di tetapkan setiap 
tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara 
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Ayat (2) rancangan Undang-Undang  
anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh 
Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat 
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan 
Daerah. Ayat (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak 
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menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja 
negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. 
2. Pasal 23 C menyatakan “Hal-hal lain mengenai Keuangan 
Negara diatur dengan undang-undang”. Dari rumusan Bab VIII 
Pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 23 E tentang keuangan 
negara hanya mengatur (5) unsur yang meliputi:a. Pajak dan 
mencetak uang;b. APBN sebagai wujud pengelolaan Keuangan 
Negara yang ditetapkan sebagai tahun;c. Prosedur 
pembahasan dan persetujuan APBN dimana rancangan APBN 
disusun oleh Presiden (Eksekutif) untuk dibahasa dengan 
Legislatif (DPR);d. Alternatif jika mekanisme persetujuan APBN 
tidak disetujui oleh Legislatif; e.Sedangkan hal-hal lain tentang 
keuangan negara diatur tersendiri dalam undang-undang 
.Pengertian Keuangan Negara menurut Pasal 1 Angka 1 yang 
menyebutkan:  
“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang 
dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang 
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. 
Pengertian Keuangan Negara menurut Pasal 2: keuangan negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: 
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a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan 
mengedarkan uang, dan melakuka peminjaman; 
b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum 
pemerintahan negara dan membayar tagihan pajak ketiga; 
c. Penerimaan negara dan pengeluaran negara; 
d. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah; 
e. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh 
pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-
hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang 
dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; 
f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka 
penyelanggaran tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; 
g. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas 
yang diberikan pemerintah. 
Berdasarkan unsur-unsur tersebut, kerangka pikir keuangan negara 
dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua bagian):(Hernold Fery 
Makawimbang: 2014,8). 
1. Semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan 
uang: 
a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan 
dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; 
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b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas 
layanan umum pemerintahan negara dan membayar 
tagihan pihak ketiga; 
2. Segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang 
yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut; 
a. Penerimaan negara dan pengeluaran negara; 
b. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah; 
c. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola 
sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat 
berharga, piutang barang; 
d. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah 
dalam rangka penyelenggaran tugas pemerintahan 
dan/atau kepentingan umum; 
e. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan 
menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. 
Ruang lingkup keuangan negara yang digunakan dalam 
pendekatan merumuskan keuangan negara menurut 
penjelasan umum angka 3 Undang-Undang 17 Tahun 2003 
(Hernold Fery Makawimbang:2014, 6) adalah dari sisi obyek, 
subyek, proses dan tujuan. 
a. Dilihat dari sisi obyek yang dimaksud dengan 
keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban 
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negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 
kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, 
dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, 
serta segala sesuatu baik berupa barang yang dapat 
dijadikan milik negara berhubung dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 
b. Dilihat dari sisi subyek yang dimaksud dengan 
keuangan negara meliputi seluruh obyek 
sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, 
dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah 
daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain 
yang ada kaitanya dengan keuangan negara. 
c. Dilihat dari sisi proses, keuangan negara mencakup 
seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan 
pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas 
mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan 
keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. 
d. Dilihat dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi 
seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum 
yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau 
penguasaan obyek sebagaimana tersebut dalam 
rangka penyelenggaran pemerintahan negara. 
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Penyelematan keuangan negara sebagai akibat tindak 
pidana korupsi senantiasa terlihat kecil jumlahnya 
disebabkan oleh karena kendala: (Syaifuddin 
Kartasasmita:2000, 118) 
a. Kasus Korupsi dapat diungkapkan setelah berjalan 
dalam kurun waktu yang lama sehingga sulit untuk 
menelusuri uang atau hasil kekayaan yang diperoleh 
dari korupsi. 
b. Dengan Berbagai upaya, pelaku korupsi telah 
menghabiskan uang hasil yang diperoleh dari korupsi 
atau mempergunakan/mengalihkan dengan bentuk 
lain dengan nama orang lain yang sulit di terjangkau 
oleh hukum. 
c. Upaya penjatuhan hukum tambahan sebagai 
pembayaran uang pengganti, masih belum mencapai 
sasaran yang diharapkan karena terpidana tidak 
sanggup membayar. 
d. Terdapat kecendrungan baru yaitu adanya pihak 
ketiga yang menggugat pemerintah atas barang-
barang bukti yang telah dirampas untuk negara 
berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara 
tindak pidana korupsi.  
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UU No. 31 Tahun 1999 Penjelasan Alinea ke-3 “keuangan negara” 
yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, 
yang di pisahkan atau yang tidak pisahkan, termasuk di dalamnya segala 
bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul 
karena: 
a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan 
pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat 
pusat maupun di daerah; 
b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan 
pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, badan hukum, dan 
perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan 
perjanjian dengan negara. 
 
C. Pengertian Korupsi dan Ruang Lingkupnya 
1. Pengertian Korupsi 
Menurut asal kata, korupsi berasal dari kata berbahasa latin, 
corruptio.Kata ini sendiri punya kata kerja dasar yaitu corrumpere yang 
artinya busuk,rusak,menggoyahkan,memutarbalikatau menyogok. 
Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan defenisi korupsi sebagai 
penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan dan 
sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. 
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Dalam Webster’s New American Dictionary, kata “corruption” di artikan 
sebagai “decay” (lapuk). “contamination” (kemasukan sesuatu yang 
merusak) dan “impurity” (tidak murni) (Elwi Danil, 2014 :3).Sedangkan 
kata “corrupt” di jelaskan sebagai“to become rotten or putrid” (menjadi 
busuk, atau yang lapuk atau buruk), juga “to induce decay in something 
originally clean and sound” (memasukan sesuatu yang busuk, atau yang 
lapuk ke dalam sesuatau yang semula bersih dan bagus). 
Menurut Andi Hamzah (Edi Setiadi-Rena Yulia. 2010 :66) korupsi 
berasal dari kata latin “corruption atau corruptus” yang kemudian muncul 
dalam bahasa Inggris dan Prancis “corruption”, dalam bahasa Belanda  
“korruptie”, dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia di sebut sebagai 
korupsi.  
Kesempitan dan kekakuan dalam memahami hukum ini, menurut saya, 
merupakan salah satu sebab, mengapa pengadilan di Mahkamah Agung 
tidak melakukan penjelajahan dan eksperimentasi. Menurut saya (Satjipto 
Rahardjo:2000, 8) , hakim pertama-tama adalah seorang intelektual dan 
baru kedua: hakim. Ini mendapatkan di atas intelektual biaya yang tidak 
mendapat kehormatan untuk memegang palu keadilan.Ada istilah bagus, 
yaitu: “the conscience of the court”. Jadi pengadilan juga (dapat) 
mempunyai hati nurani. Ini membenarkan apa yang dikatakan di atas, 
yaitu bahwa hakim tidak dapat hanya berlindung di belakang undang-
undang. Ia harus tampil dalam totalitas, termasuk dengan “hati nurani”, 
tetapi lebih mudah memutus berdasarkan peraturan konkret. Dalam 
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keputusan ada ungkapan, bahwa hakim itu “representing the unpresented 
and the under represented”, yaitu rakyat yang diam, yang hanya dapat 
merintih di bawah penderitaan, seperti ketidakadilan, korupsi dan 
sebagainya. 
MenurutTransparency International,korupsi merupakan: 
“Korupsi   sebagai   perilaku   pejabat  publik,  mau   politikus  atau 
pegawai negeri,yang secara   tidak wajar dan tidak legal memperkaya 
diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya,dengan cara 
menyalahgunakan kekuasaan public yang dipercayakan kepada mereka” 
John A Gardner dan David J Olson (Edi Setiadi-Rena Yulia, 2010:76) 
mengelompokan korupsi ke dalam 3 kelompok: 
a. Secara fisik misalnya perbuatan pengerusakan atau dengan 
sengaja menimbulkan pembusukan dengan tindakan yang tidak 
masuk akal serta menijikan. 
b. Moral, bersifat politis, yaitu membuat korup moral seseorang 
atau bias berarti fakta kondisi korup, dan kemerosotan yang 
terjadi dalam masyarakat. 
c. Penyelewengan terhadap kemurnian. 
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2. Korupsi sebagai Tindak Pidana awal (Predicate Crime). 
Di dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang mengatur secara tegas apa yang di maksud dengan 
HTP (Hasil Tindak Pidana), yaitu harta kekayaan yang di peroleh dari 
tindak pidana. Korupsi terdapat dalam rumusan pasal 2 ayat (1) a,setelah  
3 kali revisi Undang-Undang TPPU eksistensi korupsi selalu terdapat 
dalam formulasi bagian dari tindak pidana awal (predicate crime) 
kejahatan money laundering. 
Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu kejahatan extra 
ordinarycrime (kejahatan luar biasa) yang dari bentuknya beda dari tindak 
pidana lainya. Terdapat ciri-ciri khusus yang melekat di dalam tindak 
pidana korupsi sebagai salah bentuk “white collar crime”, Edwin H. 
Sutherland (Elwi Danil, 2014: 72) merupakan pelopor istilah tersebut dan 
merumuskanya sebagai “crime commited by persons of respectability and 
high social status in the course of their occupation” (kejahan yang 
dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi 
dan terhormat dalam pekerjaanya 
Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi mengenal asas pembuktian terbalik dalam Pasal 
37 ayat (1) yang berbunyi “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan 
bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”.Selanjutnya dalam 
Pasal 37 ayat (3) : Ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan 
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ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana di 
maksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, 
dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-
Undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan 
dakwaanya 
D. Sejarah Pencucian Uang 
1. Sejarah Pencucan Uang dalam Dunia Internasional 
Pencucian Uang atau Money Laundering sudah merupakan 
fenomena dunia dan tantangan internasional, tidak ada atau belum ada 
defenisi yang komprhensif dan universal terkait defenisi money laundering . 
Al Capone, penajahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam 
dari usaha kejahatanya dengan memakai si genius Meyer Lansky, orang 
Polandia, seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui 
usaha binatu (laundry). Demikianlah asal muasal nama“Money 
Laundering”(Adrian Sutedi, 2008:1). 
Istilah Pencucian uang telah di kenal sejak tahun 1930 di Amerika 
Serikat,saat itu tepatnya tahun 1929 Amerika Serikat sedang mengalami 
krisis ekonomi yang sangat berat, jatuhnya harga-harga saham di Wall 
Street menyeret Amerika Serikat dan dunia dengan depresi berat (Great 
Depression) sehingga semakin memarakan kejahatan mafia dalam 
kegiatan bisnis ilegal yaitu(Adrian Sutedi, 2008:2) ketika mafia membeli 
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perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah starateginya. Investasi 
terbesar adalah usaha pencucian pakaian atau di sebut laundromats yang 
ketika itu terkenal di Amerika Serikat. 
Pada Mulanya pencucian uang bukan merupakan tindak pidana 
(perbuatan kriminal), kecuali merupakan perbuatan melawan hukum pajak 
(tax evasion) baru pada tahun 1986 pencucian uang menjadi perbuatan 
kriminal di Amerika Serikat, yang kemudian di ikuti beberapa negara. Dari 
defenisi sempit tentang pencucian uang yang hanya di kaitkan dengan 
kejahatan obat bius dan kejahatan terorganisasi saja hingga defenisi luas 
yang menyangkut hasil korupsi, penyelundupan, perjudian, perdagangan 
wanita dan anak, terorisme dan lain lain.Karenanya muncul istilah narco 
dollar yang berasal dari uang haram hasil kejahatan narkotika 
Amerika Serikat telah mendefenisikan tindak pidana Pencucian 
Uang dalam arti luas dalam Money Laundering Control Act tahun 1986, 
yaitu: “a person is guilty of money laundering if that person knowingly 
conduct any financial transaction involving proceeds of specified unlawful 
activities or to disguise the ownership of those proceeds” Dengan defenisi 
ini juga Amerika Serikat pencucian uang dinyatakan sebagai tindak pidana 
melalui Money Laundering Control Act 1986, namun secara tidak 
langsung pertama kalinya Amerika Serikat melalui Bank Secrecy Act 1970 
mencegah pencucian uang. . 
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2. Lahirnya Perundang-Undangan Pencucian Uang di 
Indonesia 
Dalam kepentingan nasional di tetapkanya Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2002  tentangTindak Pidana Pencucian Uang merupakan 
penegasan bahwa Pemerintah Republik Indonesia melawan praktik 
pencucian uang dengan membentuk suatu undang-undang yang 
melarang dan menghukum dengan berat pelaku pada kejahatan tersebut 
Sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 
Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia belum ada regulasi 
nasional yang mengatur dalam bentuk Undang-Undang  dan menyatakan 
bahwa pencucian uang merupakan tindak pidana, keberadaan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah di ubah dengan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 memang masih di jumpai adanya 
kelemahan sebagaimana di jelaskan dalam penjelasan umum UU No. 8 
Tahun 2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang (TPPU). Pembeharuan terhadap UU Pencucian Uang 
yang di landasi oleh berbagai pemikiran sebagaimana tertuang dalam 
memorie van toelichting pembahasan RUU tentang PPTPPU sebagai 
berikut: (Yudi Kristiana: 2015, 9) 
1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang 
masih memiliki keterbatasan dalam upaya pendeteksian 
tindak pidana pencucian uang, sehingga dapat membuka 
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peluang bagi pelaku tindak pidana untuk mencuci hasil 
kejahatanya; 
2. Adanya beragam penafsiran atas beberapa rumusan 
norma dalam peraturan perundang-undangan mengenai 
TPPU yang berlaku sekarang ini, sehingga belum 
menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam 
masyarakat. Karena itu perlu aturan hukum di bidang 
TPPU yang tidak menimbulkan berbagai penafsiran atau 
celah hukum (loopholes); 
3. Pada umumnya penanganan TPPU tidak terlepas dari 
tindak pidana asalnya. Penyidikan tindak pidana asal di 
lakukan oleh penyidik dari berbagai instansi sesuai 
dengan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan 
UU TPPU sekarang, penyidikan TPPU hanya dilakukan 
oleh POLRI. Mengingat banyaknya tindak pidana asal 
yang terkait dengan TPPU, maka penangananya 
memerlukan kordinasi dan kerja sama yang baik antar 
sesama penyidik dari berbagai instansi dimaksud. Untuk 
menghindari hambatan-hambatan kordinasi dan kerja 
sama dalam penanganan TPPU tersebut perlu perluasan 
penyidik yang berwenang melakukan penyidikan TPPU 
agar pemberantasan TPPU lebih efektif dan efisien; 
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4. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat 
ini, kewenangan dari pihak-pihak yang terkait dengan 
pelaksanaan rezim anti pencucian uang belum diatur 
secara jelas dan tegas. Untuk itu perlu penataan ulang 
kewenangan dari setiap pelaksana UU TPPU; 
5. Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana 
pencucian yang berlaku sekarang ini sudah tidak sesuai 
lagi dengan standar internasional. Oleh karena itu, perlu 
di susun peraturan perundang-undangan yang 
disesuaikan dengan formulasi perundang-undangan 
mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana pencucian uang di Indonesia dengan 
menyesuaikan “international best practice”; 
6. Ketentuan yang terkait dengan pencegahan dan 
pemberantasan TPPU serta pendanaan terorisme 
tersebar di beberapa konvensi internasional.Dengan 
telah diratifikasinya berbagai konvensi internasional 
dimaksud maka diperlukan adanya harmonisasi 
perundang-undangan yang terkait; 
7. Peran PPATK dalam upaya pencegahan dan 
pemberantasan TPPU belum optimal karena 
keterbatasan tugas dan kewenangan serta sumber daya 
manusia yang dimiliki; 
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8. Peraturan perundang-undangan yang mengatur TPPU 
belum memberikan dasar hukum yang kuat bagi 
pentrasiran, penyitaan dan perampasan aset hasil 
kejahatan. Untuk itu diperkenal mekanisme pentrasiran 
dan penyitaan serta perampasan aset hasil kejahatan 
melalui gugatan perdata. 
Walaupun terkait pencegahan kegiatan transaksi perbankan dapat 
kita temukan sejumlah peraturan dalam Undang-Undang No. 23 tentang 
Bank Indonesia khususnya dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan: 
Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan 
sementara sebagian atau seluruh transaksi tertentu apabila menurut 
penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut di duga 
merupakan hasil tindak pidana di bidang perbankan. 
Juga dalam Pasal 3 ayat (1) di atur bahwa “Uang rupiah dalam 
jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau masuk wilayah Pabean RI 
kecuali dengan izin BI”. Artinya dalam pasal ini Bi berusaha membatasi 
jumlah transaksi uang palsu dan transaksi lainya. Kriminalisasi pencucian 
uang ini di percepat oleh desakan IMF (International Monetary Found) dan 
FATF( Financial Action Task Foce on Money Laundering) di mana Letter 
Of Intern antara IMF dan Indonesia mensyaratkan adanya undang-undang 
anti-pencucian uang sebagai prasyarat pencairan dana pinjaman serta 
desakan FATF dengan menetapkan Indonesia dalam daftar hitam sebagai 
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Non Cooperatives Countries and Teritories (NCCT) pada bulan Juni 2001 
karena di Indonesia: 
1. Tidak adanya ketentuan yang menempatkan 
money laundering sebagai tindak pidana; 
2. Tidak adanya ketentuan Prinsip Mengenal 
Nasabah (Know Your Customer-KYC) untuk 
lembaga keuangan non bank; 
3. Rendahnya kapasitas dalam penanganan 
kejahatan pencucian uang dan 
4. Kurangnya kerja sama internasional dalam 
penanganan kejahatan pencucian uang. 
Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3 telah memenuhi 
standar yang pada umumnya di pakai alasan kriminalisasi pencucian uang, 
yaitu meliputi : 
1. A Financial Transaction (transaksi keuangan). 
2. Proceed (hasil-hasil kejahatan). 
3. Unlawful Activity (tindakan kejahatan) 
4. Knowledge (mengetahui atau patut mengetahui). 
5. Intent (maksud). 
Masalah defenisi pencucian uang menjadi sangat penting karena 
berkaitan dengan asas lex certa, yaitu nullum crimen sine lege stricta atau 
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tiada suatu kejahatan tanpa peraturan yang jelas dan terbatas, 
sebelumnya pada tahun 1977 Indonesia sudah meratifikasi United Nation 
Convention Against  Illict Trafict in narcotic, Drugs and Psycotropic 
Substance of 1988 yang mengharuskan negara yang merativikasi 
konvensi tersebut untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang. 
Pada tahun 1977 Indonesia juga tergabung dengan Asian Group on 
Money Laundering (APG) yang terdiri atas 22 negara Asia Pasifik, 
termasuk Amerika Serikat. Namun tahun 2001 Indonesia di masukkan 
dalam daftar hitam oleh Financial Action Task Foce Money Laundering 
(FATF) sebagai non cooperative countries and Teritories (NCCT) dalam 
memberantas pencucian uang bersama 17 negara lainya yang dinyatakan 
sebagai negara tempat pencucian uang oleh FATF. 
FATF adalah sebuah badan antar pemerintah (inter govermental body) 
yang didirikan oleh Negara-negara maju yang tergabung dalam G.7 di 
Paris pada bulan Juli 1985. Semula tugas dari FATF adalah memberantas 
pencucian uang (money laundering) tetapi daalam perkembanganya juga 
memberantas pendanaan terorisme (terorist financing). FATF telah 
mengeluarkan rekomendasi tentang pencucian uang yang dikenal THE 40 
FATF RECOMMENDATIONS yang kemudian setelah peristiwa tanggal 11 
september 2001, di keluarkan lagi 8 (delapan) rekomendasi untuk 
memberantas terorisme dan 1 (satu) rekomendasi khusus tentang Cash 
Courier. Rekomendasi tersebut bukan merupakan produk hukum yang 
mengikat, tetapi merupakan mandat atau kewajiban bagi setiap Negara 
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apabila ingin di pandang sebagai Negara yang memenuhi standar 
internasional oleh masyarakat dunia. Indonesia belum menjadi anggota 
FATF, tetapi anggota dari Asia Pasific Group on Money Laundering (APG). 
APG menjadi anggota FATF. 
E. Pengertian Pencucian Uang dan Unsur-Unsurnya 
1. Pengertian Pencucian Uang 
Istilah Pencucian Uang berasal dari bahasa Inggris yakni “Money 
Laundering”. Memang tidak ada defenisi yang universal, baik di negara-
negara maju dan negara-negara berkembang terhadap istilah money 
laundering namun para ahli-ahli hukum di Indonesia telah bersepakat 
mengartikan istilah money laundering dengan pencucian uang 
Menurut Yudi Kristiana ( 2015:17)American President’s Commision 
on Organized Crime mendefenisikan Pencucian uang atau juga di kenal 
dengan money laundering sbb :”Money Laundering is the process by 
which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of 
income, and then disguises that income to make it appear 
legitimate”.(‘’Perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul 
harta kekayaan melalui berbagai transaksi keuangan sehingga seolah-
olah  diperoleh dengan cara yang sah”). 
Sementara itu lembaga internasional yang memiliki concern 
terhadap pencucian uang yaitu the Financial Action Task Force (FATF) di 
mana Indonesia  menjadi salah satu negara yang aktif di dalamnya 
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mendefenisikan pencucian uang sebagai:Money laundering as the 
processing of criminal proceeds to disguise their illegal origin in order to 
legitimise the ill-gotten gains of crime. 
Pengertian Pencucian Uang lainya dalam Black Law Dictionary: 
“Money laundering is term applied to taking money gotten illegally 
and washing or laundering it so it appears to have be gotten legally”  
(Perolehan uang secara tidak sah dan menggunakanya seolah-olah 
nampak di peroleh dari cara yang sah). Pendapat yang berkembang 
mengenai kejahatan pencucian uang bahwa uang yang di peroleh secara 
haram di sulap bagaikan uang yang di peroleh secara halal. 
Pencucian Uang Menurut UU RI No. 8 Tahun 2010 Pasal 3  yang 
berbunyi: 
“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke 
luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat 
berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang di ketahuinya 
atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana di 
maksud dalam Pasal 2 ayat(1) dengan tujuan menyembunyikan atau 
menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan di pidana karena Tindak Pidana 
Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun (dua puluh) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh miliar 
rupiah)”. 
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Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut: 
1. Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang di 
peroleh dari tindak pidana: 
a) Korupsi; 
b) Penyuapan; 
c) Narkotika; 
d) Psikotropika; 
e) Penyelundupan Tenaga Kerja; 
f) Penyelundupan Migran; 
g) Di Bidang Perbankan; 
h) Di Bidang Pasar Modal; 
i) Di Bidang Perasuransian; 
j) Kepabeanan; 
k) Cukai; 
l) Perdagangan Orang; 
m) Perdagangan Senjata Gelap; 
n) Terorisme; 
o) Penculikan; 
p) Pencurian; 
q) Penggelapan; 
r) Penipuan; 
s) Pemalsuan Uang; 
t) Perjudian; 
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u) Prostitusi; 
v) Di Bidang Perpajakan; 
w) Di Bidang Kehutanan; 
x) Di Bidang Lingkungan Hidup; 
y) Di Bidang Kelautan dan Perikanan; 
z) Tindak Pidana lain yang di ancam dengan pidana 
penjara 4 (empat) tahun atau lebih, 
2. Harta Kekayaan yang di ketahui atau patut di duga akan 
di gunakan dan/ atau di gunakan secara langsung atau 
tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi 
teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai 
hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf n. 
Neil Jansen (Austac) & Rick MC Donal (Edi Setiadi-Rena Yulia, 
2010 : 152)mendefenisikan  Money Laundering sebagai proses perubahan 
keuntungan dari yang melawan hukum menjadi aset keuangan yang 
terlihat berasal dari sumber yang sah 
2. Modus Operandi Pencucian Uang (Money Laundering) 
Modus Operandi money laundering(Juni Sjafrien Jahja, 2012:9) 
mulai dari placment (penempatan), transfer (layering), dan integration 
adalah hal-hal ihwal yang seyogyanya di cegah dan di berantas, adapaun 
penjabaran singkatnya sebagai berikut : 
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1. Placement (Penempatan) 
a. Upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak 
pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau 
upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat, 
dan deposit) kembali ke dalam sistem keuangan. 
b. Menyetorkan uang kepada penyedia jasa keuangan (PJK) 
sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail. 
c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara 
lain. 
d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait 
dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, 
sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan. 
e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk 
keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal 
sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang 
pembayaranya di lakukan melalui PJK. 
f. Mengubah bentuk dan menukarkan dengan mata uang, 
surat berharga, atau perbuatan lain. 
2. Transfer (Layering) 
a. Upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari 
tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil di tempatkan 
pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil 
penempatan (placement) ke penyedia jasa keuangan yang 
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lain. Dengan di lakukan layering, akan menjadi sulit bagi 
penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul, sumber 
lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan 
sebenarnya dari harta kekayaan tersebut. 
b. Penggunaan simpanan tunai sebagai anggunan untuk 
mendukung transaksi yang sah. 
c. Memindahkan uang tunai lalu lintas batas negara melalui 
jaringan kegiatan usaha yang sah atau shell company. 
3. Integration 
Upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak 
pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan 
melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi 
harta kekayaan yang halal(clean money), untuk kegiatan bisnis 
yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. 
Secara operasional perkembangan metode-metode itu menjadi 
semakin canggih: 
a. Buy and Sell Conversions 
Dilakukan melaui jual-beli barang dan jasa.Sebagai contoh, 
real estate atau aset lainya dapat di jual kepada co-
conspirator yang menyetuji untuk membeli atau menjual 
dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang 
sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh fee atau 
discount. Kelebihan harga di bayar dengan menggunakan 
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uang illegal dan kemudian di cuci melalui transaksi bisnis. 
Dengan cara ini setiap aset, barang, atau jasa seolah-olah 
menjadi hasil legal melalui rekening pribadi atau perusahaan 
yang ada di bank. 
b. Offshore Conversion  
Dana ilegal di alihkan ke wilayah yang merupakan tax haven 
money laundering center, kemudian di simpan di bank atau 
lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut. Dana 
tersebut lalu di gunakan, antara lain untuk membeli aset atau 
investasi (funds invesment). 
c. Legitimate Business Conversations 
Dipraktikan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah 
sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan 
hasil kejahatan di konversikan melalui transfer, cek atau 
instrumen pembayaran lainya yang kemudian di simpan di 
rekening bank atau di tarik atau di transfer kembali ke 
rekening bank lainya 
Sebagaimana yang telah di singgung dalam bab pendahuluan, 
bahwa persoalan utama dalam penerapan UU Nomor 8 Tahun 2010 
adalah belum bergesernya paradigma aparat penegak hukum dalam hal 
ini Polisi, Jaksa dan Hakim. Karena pada umunya praktik bekerjanya 
hukum di Indonesia masih terjebak dalam mindset lama yang berorientasi 
pada pelaku (follow the suspect) bukan pada orientasi uang (follow the 
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money), oleh karenya untuk menembus tembok mindset lama perlu 
bekerja ekstra dalam rezim hukum TPPU. 
3. Pergeseran Paradigma Pencegahan dan Pemberantasan 
Pencucian Uang 
Terkait dengan orientasi penegakan hukum menurut Yudi Kristiana 
(2015, 14), antara pendekatan follow the suspect dan follow the money 
untuk lebih jelasnya di uraikan sebagai berikut:  
1) Orientasi pada pelaku (follow the suspect) 
Kerangka berfikir yang melingkupi penyidik, penuntut 
umum dan hakim masih di kuasai oleh rezim hukum pidana 
konvensional yang dalam penanganan perkara masih 
berorientasi pada pelaku, sehingga setiap kebijakanan yang 
menyangkut aset atau hasil tindak pidana masih di identikan 
dengan masih adanya pemidanaan terhadap seseorang 
yang melakukan tindak pidana.. Paradigma penegakan 
hukum yang masih berorientasi pada pelaku membawa 
konsekuensi yang sangat luas dalam bekerjanya hukum. 
Adapun konsekuensi itu meliputi konsekuensi aset (1) dan 
konsekuensi pemidanaan (2). Untuk lebih jelasnya kedua 
konsekuensi itu akan di jelaskan sebagai berikut : 
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a. Konsekuensi Aset 
Konsekuensi aset yang di sebutkan dalam hal ini 
merupakan segala kebijakan hukum terhadap aset yang 
merupakan hasil tindak pidana. Apabila orientasi penegakan 
hukum masih tertuju pada pelaku, maka setiap kebijakan 
atas aset  tindak pidana hanya dapat di lakukan setelah 
adanya pemidanaan terhadap predicate crime atau perkara 
pokoknya yang dalam konteks Tindak Pidana Pencucian 
Uang di sebut sebagai tindak pidana asal.Sepanjang belum 
ada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dalam 
perkara asal, maka segala hal terkait dengan aset tidak 
dapat di lakukan. 
Mengingat setiap tindakan hukum atas aset tindak 
pidana harus menunggu pemidanaan terhadap predicate 
crime-nya, maka akan berpotensi mereduksi pencapaian 
tujuan pidana dan pemidanaan. Hal ini bisa terjadi karena 
salah satu tujuan pemidanaan terhadap tindak pidana yang 
di dalamnya terdapat aset, adalah menyelamatkan aset atau 
mengembalikan aset (the return of asset). Penegak hukum di 
harapkan dapat menyelamatkan aset dan mengembalikan 
aset tindak pidana baik untuk kepentingan negara maupun 
kepentingan pihak yang di rugikan. 
b. Konsekuensi pemidanaan. 
48 
 
Konsekuensi terhadap pemidanaan yang di 
maksudkan di sini adalah konsekuensi pemidanaan atas 
setiap perbuatan yang berhubungan dengan aset hasil 
tindak pidana tidak bisa di lakukan. Artinya dengan 
pandangan yang masih berorientasi pada pelaku, maka 
sepanjang belum ada pemidanaan terhadap pelaku tindak 
pidana asalnya, maka tidak mungkin ada pemidanaan 
terhadap pihak-pihak yang menyembunyikan, menyimpan, 
memindahkan, dsb., atas aset tindak pidana, sebelum 
adanya penjatuhan pidana terhadap predicate crime. 
2) Orientasi pada uang (follow the money) 
Rezim hukum TPPU nampaknya berangkat dari 
pemidanaan yang berorientasi pada “aset” atau “follow the 
money”.  Dalam perspektif ini, pemidanaan lebih berorientasi 
pada aset, artinya mengikuti aset. Itulah sebabnya 
pemulihan atas aset tindak pidana, pengembalian atas aset 
tindak pidana baik untuk kepentingan negara maupun pihak 
yang di rugikan menjadi salah satu tujuan utama, di samping 
juga untuk memutus mata rantai kejahatan. 
Dalam hal pemidanaan, maka penjatuhan 
pemidanaan tidak harus menunggu penjatuhan pemidanaan 
atas perkara pokok yang menjadi sumber perolehan harta 
kekayaan yang di-TPPU-kan. Mengingat orientasi pada aset, 
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maka kedudukan atau penguasaan atas aset yang di duga 
merupakan hasil tindak pidana ini menjadi hal penting. Oleh 
sebab itu dalam sistem pembuktian biasanya di anut sistem 
pembalikan beban pembuktian, di mana terdakwa di berikan 
kesempatan bahkan menjadi suatu keharusan bagi terdakwa 
untuk membuktikan bahwa harta kekayaanya di peroleh 
secara sah dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana. 
Yang menarik dari rezim follow the money ini adalah cara 
pengungkapan tindak pidana. Karena dalam rezim ini 
orientasi lebih pada aset, maka dalam mengungkap tindak 
pidana apa yang terjadi baru kemudian menelusuri aset yang 
di hasilkan dari tindak pidana itu, tetapi dapat di mulai dari 
aset yang di temukan, untuk kemudian dicari kebelakang 
apakah aset tersebut di peroleh secara sah atau tidak, yang 
secara teknis untuk membuktikan apakah aset tersebut di 
peroleh secara sah atau tidak menjadi beban pembuktian 
dari terdakwa. Inilah kemudian yang di kenal pembalikan 
beban pembuktian.Di katakan pembalikan beban 
pembuktian atau reversal burden of prove karena sesuai 
dengan asasnya pembuktian suatu peristiwa yang di 
dakwakan itu seharusnya menjadi kewajiban penuntut umum 
(yang mendalilkan berkawajiban membuktikan), tetapi dalam 
konteks tindak pidana yang berorientasi pada follow the 
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money, beban pembuktian itu justru di bebankan kepada 
terdakwa untuk membuktikan sebaliknya bahwa aset yang di 
peroleh itu di peroleh secara sah. Apabila terdakwa dapat 
membuktikan kebenaran alibiny, bahwa  aset tersebut di 
peroleh secara sah (clean money) melalui alab bukti 
terdakwa, maka secara teknis terjadi peralihan pembuktian 
ke penuntut umum bahwa asal-usul Harta Kekayaan 
terdakwa benar di peroleh secara tidak sah (dirty money). 
Bahwa rezim hukum TPPU ini juga memungkinkan 
perkembangan hukum yang jauh lebih jauh yaitu apa yang di 
sebut instrumen non conviction base aset forfeiture (NCB) 
atau perampasan aset tanpa penjatuhan pemidanaan. 
Dalam perspektif politik hukum, eksistensi UU Tindak Pidana 
Korupsi yang sudah di lengkapi dengan UU TPPU akan 
semakin lengkap dengan kehadiran UU NCB, karena antara 
TPK, TPPU dan NCB sesungguhnya merupakan instrumen 
tiga serangkai untuk menghadapi tindak pidana yang terkait 
dengan aset. Namun demikian semuanya tergantung dari 
political will dari semua stake holder penentu kebijakan 
hukum di negara ini, apakah dalam memerangi tindak pidana 
yang terkait dengan aset ini secara all-out atau hanya 
setengah-setengah saja (busines as usual). 
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Dalam mewujudkan cita cita pencegahan dan pemberantasan money 
laundering atas dasar semakin variatif dan kompleksnya merambah 
segala sektor, memanfaatkan lembaga keuangan di luar sistem keuangan 
maka di butuhkan peran dan ikrar serta spirit yang nyata dalam 
mewujudkanya. 
F. Asas Pembuktian Terbalik Dalam Pencucian Uang. 
1. Pengertian Pembuktian Terbalik 
Pembuktian terbalik atau dalam bahasa Inggris di kenal dengan 
reverse burdon of prove dan dalam bahasa Belanda Omkering van Het 
Bewislash secara umum merupakan kewajiban bagi penuntut umum (yang 
mendalilkan berkewajiban membuktikan).Pada prinsipnya beban 
pembuktian ada pada orang yang menuduhnya. Di dalam hukum pidana, 
orang yang menuduh dialah yang harus membuktikan dan hal tersebut 
sesuai dengan asas Hukum Acara Pidana yang berbunyi“actory incumbit 
onus probandi” yang berarti siapa yang mendakwa, maka dialah yang 
harus membuktikan dakwaanya. 
Penyimpangan suatu asas memang dapat dilakukan dalam 
hukum(Loeby Loeqman:2000, 27), akan tetapi penyimpangan harus 
mempunyai landasan yang kuat, mengapa suatu asas akan dilakukan 
suatu penyimpangan atau pengecualian. Suatu asas dapat dilakukan 
penyimpangan, ternyata apabila akan dilakukan asas yang lama justru 
akan menimbulkan ketidakadilan, sedangkan apabila dilakukan 
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penyimpangan suatu asas semata-mata hanya untuk kepentingan 
kemudahan bagi penuntut umum atau demi kemudahan suatu proses 
dengan melanggar hak terdakwa secara prinsip, hal demikian 
seyogiyanya tidak dilakukan. 
 Beban Pembutkian  di alokasikan atas dasar 3P, yaitu Policy, 
Possesion ef Evidence, dan Probabilities dan. “Possesion of Evidence 
(penguasaan bukti) merujuk kepada lebih besarnya akses salah satu 
pihak atas informasi. Konsep ini di ilustrasikan oleh pembelaan-
pembelaan yang di nyatakan (affirmative defense) seperti self-defense 
(bela diri) dan insanity (ketidakwarasan). Dalam kedua situasi tersebut, 
terdakwa adalah dalam suatu kedudukan yang lebih baik untuk tampil ke 
depan dengan alat bukti oleh karena akses superiornya untuk 
membuktikan, contohnya penguasaan barang bukti. 
Probabilities (Probabilitas) yang artinya suatu estimasi kasar 
mengenai bagaimana karakteristik tentang sesuatu hal itu di dunia ini, 
sebagai contoh bahwa “kebanyakan orang adalah waras, tidak gila. 
“ Sebagai tambahan, alasan-alasan kebijakan (policy) kerap mendasari 
alokasi beban pembuktian”. 
Dalam bekerjanya hukum pidana menurut Yudi Kristiana ( 2015 : 
252) melalui sistem peradilan pidana, Penyidik, Penuntut Umum, dan 
Hakim antara lain terikat pada suatu sistem pembuktian. Secara umum, 
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sistem pembuktian itu dapat di identifikasi ke- dalam 4 (empat) model 
sebagai berikut : 
Pertama, model conviction in time, yaitu sistem pembuktian yang 
semata-mata mendasarkan pada keyakinan hakim saja.  
Kedua, coviction in raisonee, yaitu sistem pembuktian yang 
mendasarkan pada keyakinan hakim, namun demikian keyakinan hakim 
itu harus berdasarkan atas alasan-alasan yang logis atau rasional. 
Ketiga, model positief wetelijk (stelsel positif), yaitu sistem 
pembuktian  yang mendasarkan pada alat bukti yang sudah di tentukan 
oleh undang-undang. 
Keempat, model negatief wetelijk (stelsel negatif) atau sistem 
pembuktian negatif menurut undang-undang, yaitu sistem pembuktian 
yang mendasarkan pada alat bukti yang sudah di tentukan oleh undang-
undang dan keyakinan hakim. 
2. Urgensi Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana 
Pencucian Uang 
Beban pembuktian yang di kenal menurut Yudi Kristiana (2015: 258) 
adalah sebagai berikut: 
Pertama, beban pembuktian biasa, yaitu pembuktian yang di 
bebankan kepada Jaksa Penuntut Umum. 
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Kedua, beban pembuktian terbalik terbatas dan berimbang, yaitu 
pembuktian di mana terdakwa juga di bebani kewajiban untuk 
membuktikan, namun demikian tetap aktif dalam membuktikan dakwaanya. 
Dalam hal terdakwa mempunya alibi dan dapat membuktikan kebenaran 
alibinya, maka beban pembuktian akan beralih kepada Jaksa Penuntut 
Umum untuk membuktikan sebaliknya. 
Ketiga, beban pembuktian terbalik (omkering van bewijslaat), yaitu 
pembuktian di mana beban pembuktian di berikan kepada terdakwa, 
sedangkan Jaksa Penuntut Umum bersifat pasif. Dalam hal terdakwa 
gagal membuktikan, maka terdakwa di nyatakan bersalah.  
Dasar philosofis pendekatan follow the money ini ini tidak dapat 
berdiri sendiri, karena harus di ikuti dengan pendekatan pembuktian 
terbalik atau reverse burden prove. Artinya terdakwa berkewajiban 
membuktikan harta kekayaan atau asetnya bukan merupakan hasil tindak 
pidana awal 
Terkait dengan pembuktian, beban pembutkian sebagaiamana di 
maksud dalam KUHAP menganut beban pembuktian biasa di mana Jaksa 
Penuntut Umum yang bertanggung jawab untuk membuktikan dakwaanya. 
Hal ini sejalan dengan pasal 66 KUHAP dimana di sebutkan bahwa 
tersangka atau terdakwa tidak di bebani kewajiban beban pembutkian. 
Namun dalam UU No. 8 Tahun 2010 konteks pembuktian kejahatan 
pencucian uang terdapat ketentuan khusus yang mengatur terdakwa 
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berkewajiban membuktikan apakah harta kekayaanya di peroleh secara 
sah atau tidak, jika ternyata dalam fakta persidangan terdakwa tidak dapat 
membuktikan asal-usul harta kekayaanya maka dengan sendirinya 
dakwaan penuntut umum terbukti demi tegaknya hukum. Hal ini sesuai 
dengan amanat UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 77 yang berbunyi:  
Untuk kepentingan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, 
terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaanya bukan merupakan 
hasil tindak pidana. 
Alat bukti menurut KUHAP sebagaimana formulasinya sebagai berikut 
I. Alat bukti yang sah : 
• Keterangan saksi; 
• Keterangan ahli; 
• Surat; 
• Petunjuk; 
• Keterangan terdakwa 
II. Hal yang secara umum di ketahui tidak perlu di buktikan. 
Dalam penanganan TPPU alat bukti yang di pergunakan untuk 
pembuktian tindak pidana pencucian uang formulasi Pasal 73 Undang-
Undang N0. 8 Tahun 2010 yang berbunyi: 
a. Alat bukti  sebagaimana di maksud dalam Hukum Acara Pidana; 
dan/ atau 
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b. Alat bukti lain berupa informasi yang di ucapkan, di kirimkan, di 
terima, atau di simpan secara elektronik dengan alat optik atau alat 
yang serupa optik atau dokumen. 
3. Disparitas Opini Penerapan Asas Pembuktian Terbalik  
Sehubungan dengan ketentuan Pasal 77 dan 78 UU No. 8 Tahun 
2010 yang meletakan kewajiban pembuktian kepada terdakwa atas 
asal-usul harta kekayaanya secara sah atau tidak terkait dengan tindak 
pidana bukan berarti membebaskan kewajiban jaksa untuk 
membuktikan dakwaan TPPU,hanya saja selain jaksa, terdakwa wajib 
membuktikan dengan alat bukti yang cukup. 
Sejalan dengan pernyataan di atas menurut Yudi Kristiana (2015 : 
266) bahwa konstruksi berfikir ini di dasari oleh argumen bahwa: 
pertama, pada saat membuat surat dakwaan TPPU, dalam keyakinan 
jaksa sudah di bangun keyakinan berdasrkan alat bukti yang cukup 
bahwa harta kekayaan yang di-TPPU-kan berasal dari tindak pidana, 
artinya Jaksa Penuntut Umum sudah yakin bahwa dakwaan TPPU-nya 
sudah terbukti,meskipun dalam persidangan hakim akan 
memerintahkan terdakwa membuktikan harta kekayaanya tidak berasal 
dari tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut 
Umum; kedua, Jaksa Penuntut Umum sudah memiliki alat bukti terkait 
terkait dengan profile keuangan dari terdakwa sehingga sampai pada 
kesimpulan bahwa harta kekayaan itu di peroleh secara tidak sah yang 
dapat di kategorikan sebagai TPPU. 
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Namun di dalam  KUHAP pasal 66 yang berbunyi sebagai berikut: 
“Tersangka atau Terdakwa tidak di bebani kewajiban pembuktian” . 
Karena pembuktian dalam perkara pidana merupakan beban dari 
penuntut umum sesuai dengan asas“actory incumbit onus probandi” 
yang berarti siapa yang mendakwa, maka dialah yang harus 
membuktikan dakwaanya, namun  dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2010 Pasal 68 yang berbunyi sebagai berikut : 
Penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap terhadap tindak tindak pidana sebagaimana di maksud dalam 
Undang-Undang ini di lakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan kecuali di tentukan lain dalam Undang-Undang 
ini. 
Sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 
Pasal 68 bahwa penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagai mana di 
maksud dalam Undang-Undang tersebut di laksanakan tetap dengan 
ketentuan peraturan-perundang-undangan (R.Wiyono:2015, 
198)antara lain: (UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 
UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI, UU No 16 Tahun 
2004 tentang Kejaksaan RI, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 35 Tahun 2009 
58 
 
tentang Narkotika, UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 
9 Tahun 1984, UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 17 Tahun 2006). 
Selanjutnya maksud dari perumus undang- undang menambahkan 
kecuali di tentukan lain dalam Undang-Undang ini, berarti Pasal 66 
dalam KUHAP dapat di kecualikan dimana terdakwa dalam UU No. 8 
Tahun 2010 harus dan wajib membuktikan Harta Kekayaanya di 
peroleh secara sah, hal tersebut sejalan dengan upaya pengembalian 
keuangan negara atau mengembalikan aset (the return of asset). 
Menurut Elwi Danil (2014:78) penerapan sistem pembuktian terbalik 
dianggap pula sebagai sesuatu yang bersinggungan dengan asas 
praduga tak bersalah (presumption of innocence) serta prinsip tidak 
boleh menyalahkan diri sendiri (non self incrimination). Di sisi lain 
dalam  Pasal 68 UU No. 8 Tahun 2010 masih memberikan peluang 
berlakunya kewajiban Penuntut Umum untuk melakukan pembuktian di 
persidangan 
Hal ini menjadi masalah sangat serius karena interpretasi yang 
berbeda-beda terhapap Undang-undang TPPU  dapat menjadi celah 
hukum bagi tegaknya hukum dan keadilan,sintetia legis yang 
semestinya menjadi semangat perangkat-perangkat pengadilan dan 
seyogyanya menjadi semacam ruh yang terkandung dalam undang-
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undang itu untuk di ketemukan demi memberikan keadilan bagi para 
justiabel namun litera legisnya-pun harus berjalan paralel dengan 
sintetia legisnya. 
 Paul Scholten (Satjipto Rahardjo:2014, 96)  berkata “Het recht is er, 
doch het moet worden gevonden, in de vondst zit het nieuwe” 
(Sekalipun hukum itu ada di situ, tetapi ia masih harus di cari, karena 
kita tidak bisa “memungutnya” begitu saja dari kata-kata dan kalimat-
kalimat dari undang-undang tersebut). 
Selanjutnya menurut Yudi Kristiana (2015 : 270) seandainya 
pembalikan beban pembuktian itu di lakukan secara murni, artinya 
Jaksa Penuntut Umum tidak perlu membuktikan dakwaan TPPU-nya 
dan menyerahkan sepenuhnya kepada terdakwa untuk membuktikan, 
apakah kemudian akan menguntungkan Jaksa Penuntut Umum 
dengan tidak ikut menghadirkan alat bukti untuk membuktikan 
dakwaan TPPU. Artinya Jaksa Penuntut Umum cukup diam saja 
dengan sesekali meng-counter alat bukti yang di ajukan oleh terdakwa? 
Lalu apa manfaat alat bukti yang sudah di himpun selama proses 
penyidikan kalau tidak di maksudkan untuk membuktikan? Atau alat 
bukti yang sudah di himpun itu memang hanya sekedar di siapkan 
untuk  mematahkan alat bukti yang di ajukan oleh terdakwa? Kalau 
demikian halnya apakah itu justru tidak merugikan kepentingan Jaksa 
Penuntut Umum atas dakwaan yang di ajukanya?. 
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4. Predicate Crime Tidak Terbukti dalam Tindak Pidana 
Pencucian Uang 
Pencucian uang merupakan kejahatan  kriminalitas ganda karena 
dalam terminologi hukum di kenal sebagai concursus realis yang lahir dari 
kejahatan asalnya, misalnya korupsi, namun rezim-anti pencucian uang di 
hampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai kejahatan 
yang tidak bergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan di lakukan 
proses penyidikan pencucian uang, perbedaan yang terus muncul bagi 
para penggiat hukum maupun aparat penegak hukum terkait apabila 
tindak pidana awal  (predicate crime) tidak terbukti, apakah proses 
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan tidak dapat di 
lanjutkan? 
Barda Nawawi Aref dan Mardjono Reksodiputro (Adrian Sutedi, 
2008 :288) mencontohkan Pasal 480 KUHP tentang pidana Penadahan 
sebagai Analogi dari Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal tindak 
penadahan terjadi, maka proses hukum terhadap tindak pidana 
penadahan tidak perlu menunggu putusan hukum yang berkekuatan 
hukum tetap (inkracht van gerwijzde) dari perkara pencurianya. 
Pasal 69 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Pencucian Uang mengatur bahwa seperti berikut: 
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 “untuk dapat di lakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 
di siding pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib di 
buktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. 
Menurut Yudi Kristiana (2015, 158) implementasi dari ketentuan 
Pasal 69 yang menyebutkan”Untuk dapat di lakukan penyelidikan, 
penuntuan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana 
Pencucian Uang tidak wajib di buktikan terlebih dahulu tindak pidana 
asalnya” adalah untuk dapat dilakukan penyelidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU, maka terdapat dua 
kemungkinan : pertama, dalam hal TPPU  di sidangkan dalam satu 
perkara tersendiri tanpa di sertakan tindak pidana asalnya, maka dengan 
demikian tindak pidana asalnya tidak wajib di buktikan terlebih dahulu. 
Sedangkan dalam kemungkinan kedua, adalah dalam hal penanganan 
TPPU juga di temukan tindak pidana asalnya, maka keduanya 
digabungkan dalam satu berkas perkara, dan kemudian di limpahkan 
dalam satu dakwaan yang kemudian dalam pembuktianya di persidangan 
keduanya akan di buktikan. 
Untuk hal tersebut, kembali  pada pemahaman  awal tindak pidana 
pencucian uang merupakan tindak pidana yang dapat berdiri sendiri. 
Dengan demikian, hal tersebut tidak akan menghalangi proses hukum 
atas tindak pidana pencucian uang.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Metode Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu 
dengan menelaah dan mengkaji ketentuan-ketentuan perundang-
undangan, terutama menyangkut tentang permbuktian terbalik 
dalam tindak pidana pencucian uang  yang predicate crime tidak 
dapat di buktikan oleh jaksa penuntut. Sedangkan pendekatan 
masalahnya dilakukan melalui case approach (pendekatan kasus), 
yaitu pendekatan yang didasarkan atas peraturan perundang-
undangan dan beberapa kasus.Mengingat penelitian ini 
menggunakan pendekatan yuridis normatif maka data yang 
digunakan adalah data sekunder. 
Jenis penelitian diskriptif analisis yaitu analisis yang 
dilakukan dengan cara memaparkan atau menggambarkan 
permasalahan mengenai pembuktian terbalik dalam kejahatan 
tindak pidana pencucian uang yang pada umumnya di gunakan 
oleh terdakwa untuk membuktikan harta kekayaanya bukan dari 
hasil korupsi dan tindak pidana pencucian uang. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian akan dilakukan di tempat-tempat tertentu 
yang ada relevansinya dengan kajian penelitian seperti; Pengadilan 
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Tinggi Makassar, Kejaksaan, Perpustakaan Kampus serta 
Perpustakaan beberapa perguruan tinggi yang berlokasi di 
Makassar atau tempat lain yang dipandang perlu. 
 
C. Sumber Data 
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 
data primer dan data sekunder.Data primer diperoleh secara 
langsung dari responden.Sedangkan Data sekunder diperoleh dari 
studi kepustakaan, dokumen-dokumen tentang beban pembuktian 
terbalik oleh jaksa, dan peraturan perundang-undangan terkait 
lainnya. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 
melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.Studi kepustakaan 
adalah pengkajian bahan-bahan hukum yang terdapat dalam 
perpustakaan.Sedangkan studi lapangan adalah pencarian dan 
pengkajian bahan-bahan hukum yang tidak diketemukan dalam studi 
kepustakaan untuk melengkapi studi kepustakaan. Bahan-bahan 
hukum tersebut terdiri dari antara lain: 
a) Bahan hukum primer adalah bahan berupa peraturan perundang 
undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. 
64 
 
b) Bahan hukum sekunderadalah bahan berupa penjelasan pasal 
demi pasal dari suatu peraturan perundang-undangan, rancangan  
undang-undang,  buku-buku,  hasil  penelitian, makalah, jurnal 
ilmiah. 
c) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum berupa penjelasan 
ataupun pendapat dari pakar-pakar hukum, encyclopedia dan 
kamus hukum, yang relevan dengan objek yang diteliti. 
 
E. Analisis Data 
Setelah semua bahan-bahan yang dimaksud lengkap 
kemudian diidentifisir dengan masalah yang diteliti, diolah dan 
dianalisis secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan secara 
analisis deskriptif yuridis. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Modus Operandi Kejahatan Pencucian Uang 
Dalam melakukan kejahatan pencucian terdakwa DRS.H.P.A 
TENRIADJENG, M.Si melakukan berbagai modus operandi demi 
melanggengkan kepentinganya dengan tujuan untuk menyembunyikann 
atau menyamarkan asal-usul harta kekayaanya yang tergolong sebagai 
tindak pidana pencuciang uang aktif. 
Selanjutnya menurut (Juni Sjafrien Jahja, 2012:9) mulai dari 
placment (penempatan), transfer (layering), dan integration adalah hal-hal 
ihwal yang seyogyanya di cegah dan di berantas, adapaun penjabaran 
singkatnya sebagai berikut : 
1. Placement (Penempatan) 
a. Upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak 
pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau 
upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, 
sertifikat, dan deposit) kembali ke dalam sistem 
keuangan. 
b. Menyetorkan uang kepada penyedia jasa keuangan (PJK) 
sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail. 
c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara 
lain. 
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d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait 
dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, 
sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan. 
e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi 
untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang 
nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada 
pihak lain yang pembayaranya di lakukan melalui PJK. 
f. Mengubah bentuk dan menukarkan dengan mata uang, 
surat berharga, atau perbuatan lain. 
2. Transfer (Layering) 
a. Upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal 
dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil di 
tempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) 
sebagai hasil penempatan (placement) ke penyedia jasa 
keuangan yang lain. Dengan di lakukan layering, akan 
menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat 
mengetahui asal-usul, sumber lokasi, peruntukan, 
pengalihan hak-hak, atau kepemilikan sebenarnya dari 
harta kekayaan tersebut. 
b. Penggunaan simpanan tunai sebagai anggunan untuk 
mendukung transaksi yang sah. 
c. Memindahkan uang tunai lalu lintas batas negara melalui 
jaringan kegiatan usaha yang sah atau shell company. 
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3. Integration 
Upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak 
pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan 
melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi 
harta kekayaan yang halal(clean money), untuk kegiatan bisnis 
yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. 
Secara operasional perkembangan metode-metode itu menjadi 
semakin canggih 
a. Buy and Sell Conversions 
Dilakukan melaui jual-beli barang dan jasa.Sebagai contoh, 
real estate atau aset lainya dapat di jual kepada co-
conspirator yang menyetuji untuk membeli atau menjual 
dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang 
sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh fee atau 
discount. Kelebihan harga di bayar dengan menggunakan 
uang illegal dan kemudian di cuci melalui transaksi bisnis. 
Dengan cara ini setiap aset, barang, atau jasa seolah-olah 
menjadi hasil legal melalui rekening pribadi atau perusahaan 
yang ada di bank. 
b. Offshore Conversion  
Dana ilegal di alihkan ke wilayah yang merupakan tax haven 
money laundering center, kemudian di simpan di bank atau 
lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut. Dana 
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tersebut lalu di gunakan, antara lain untuk membeli aset atau 
investasi (funds invesment). 
c. Legitimate Business Conversations 
Dipraktikan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah 
sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan 
hasil kejahatan di konversikan melalui transfer, cek atau 
instrumen pembayaran lainya yang kemudian di simpan di 
rekening bank atau di tarik atau di transfer kembali ke 
rekening bank lainya 
Dari penjabaran modus operandi kejahatan pencucian uang diatas, 
penulis akan menjelaskan modus operandi Terdakwa DRS.H.P.A 
TENRIADJENG, M.Si yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van 
gerwijsde) di Pengadilan Tinggi Makassar dengan 
Nomor:46/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS sebagai berikut: 
1. Placement (Penempatan): 
a. Upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak 
pidana kedalam sistem keuangan (financial system). 
Terdakwa DRS.H.P.A TENRIADJENG, M.Si dalam jabatanya selaku 
Walikota Palopo Periode Tahun 2003-2008 dan Periode 2008-2013 
pada tanggal 11 April 2008-21 Oktober 2010 bertempat di Kantor 
Dinas Pendidikan Kota Palopo,Jl.K.H.M.Hasyim No.5 Kota Palopo; di 
Rumah Jabatan Walikota Palopo, J;.Veteran No.45 Kota Palopo; di 
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Kantor Bank Central Asia (BCA) Cabang Palopo, di Kantor Bank 
Negara Indonesia (BNI) Cabang Palopo, dan di Kantor Bank Sulsel 
Cabang Palopo serta Kantor Bank BCA Kantor Cabang Pembantu 
(KCP) Supermall Karawaci Tangerang; di Toko Ratu Emas Atrium 
Senen Lt.3 Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain 
yang sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2), (3) KUHAP jo Pasal 6 huruf b 
jo Pasal 35 ayat (2) UU RI No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan 
Tindak Pdana Korupsi Maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili 
perkara ini, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan 
perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai 
perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa 
kejahatan, dengan seaja menepatkan, mentransfer, membayarkan 
atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, 
menitipkan, membawa ke luar negeri, atau menukarkan dengan 
mata uang asing atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang 
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 
koripsi selama terdakwa menjabat  sebagai Walikota Palopo ke 
dalam penyedia jasa keuangan atau dari suatu penyedia  jasa 
keuangan ke penyedia jasa keuangan lainnya, baik atas namanya 
sendiri maupun atas nama pihak lain dengan maksud 
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan 
yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 
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pidana korupsi selama terdakwa menjabat sebagai Walikota 
Palopo. 
-  Terdakwa selaku Walikota Palopo juga berkali – kali telah 
meminta dan menerima sejumlah uang secara tunai dari beberapa 
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran 
Pemerintah Kota Palopo melalui perantara saksi MUSTAFA Alias 
BUYUNG yang diduga merupakan tindak pidana korupsi yang 
dilakukan oleh terdakwa selama menjabat selaku Walikota Palopo 
2 (dua) periode yaitu Tahun 2003 – 2008 dan Tahun 2008 – 2013, 
setelah menerima sejumlah uang tersebut, terdakwa kemudian 
memerintahkan Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG secara bertahap 
menempatkan sejumlah uang tersebut pada rekening – rekening 
milik terdakwa, keluarga terdakwa dan kerabat terdakwa berikut : 
1. Rekening milik terdakwa : 
a. Nomor : 7930199600 atas nama HPA TENDRIADJENG 
pada BCA KCP Palopo; 
b. Nomor : 7930266722 atas nama HPA TENDRIADJENG 
pada BCA KCP Palopo; 
c. Nomor : 152000180907 atas nama HPA TENRIADJENG 
pada Bank Mandiri; 
d. Nomor : 7777888988 atas nama HPA TENRIADJENG pada 
BNI Cabang Palopo; 
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e. Nomor : 0902012209 atas nama HPA TENRIADJENG pada 
Bank SulSelbar Cabang Palopo; 
2. Rekening milik Isteri terdakwa, ANDI RISNA P TENRIADJENG : 
a. Nomor : 7930200098 atas nama ANDI RISNA P 
TENRIADJENG pada BCA KCP Palopo; 
b. Nomor : 87598576 atas nama ANDI RISNA P 
TENRIADJENG pada Bank BNI CCabang Palopo; 
3. Rekening milik anak terdakwa ANDI AITA MASYITA : 
a. Nomor : 0255716242 atas nama ANDI AITA MASYITA pada 
BCA KCU Makassar; 
b. Nomor : 168151095 atas nama ANDI AITA MASYITA pada 
Bank BNI Cabang Palopo; 
4. Rekening milik Manajer AMDK Merek Moya IBRAHIM : 
a. NOMOR : 7930186087 atas nama IBRAHIM pada BCA KCP 
Palopo; 
5. Rekening milik kerabat terdakwa  IRIANWATI : 
a. Nomor : 07930203003 atas nama IRIANWATI pada BCA 
KCP Palopo; 
6. Rekening milik Staf Pramubakti Rumah Jabatan Walikota 
Palopo MUSTAFA Alias BUYUNG : 
a. Nomor : 7930166647 atas nama MUSTAFA pada BCA KCP 
Palopo; 
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7. Rekening milik Staf Mes.Pemkot Palopo di Jakarta YAHYA 
DJUNAID, SE : 
a. Nomor : 0013468077 atas nama YAHYA DJUNAID, SE 
pada BNI Cabang Kramat Jakarta; 
b. Nomor : 2731449441 atas nama YAHYA DJUNAID, SE 
pada BCA KCP Dewi Sartika Jakarta; 
8. Rekening milik Staf PNS Pemkot Palopo: 
Drs.SUNANDAR,M.Si : 
a. Nomor : 7930063678 atas nama Drs.SUNANDAR,M.Si 
pada BCA KCP Palopo; 
Dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan 
asal-usul uang tersebut, sesuai permintaan terdakwa telah 
dilakukan setoran tunai uang sejumlah Rp.2.905.000.000,00 (dua 
milyar Sembilan ratus lima juta rupiah) oleh : 
1. Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG sebanyak 10 (sepuluh) 
kali dengan jumlah Rp.1.810.000.000,00 (satu milyar 
delapan ratus sepuluh juta rupiah); 
2. Saksi Drs.SUNANDAR,M.Si Alias NANDAR sebanyak 5 
(lima) kali dengan jumlah Rp.720.000.000,00 (tujuh ratus 
dua puluh juta rupiah); 
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3. Saksi RAHMAT RAKES sebanyak 2 (dua) kali dengan 
jumlah Rp.375.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima 
juta rupiah). 
Selanjutnya sesuai permintaan terdakwa telah dilakukan setoran tunai 
uang kembali sejumlah Rp.29.052.500.000,00 (dua puluh Sembilan 
milyar lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh:  
1. Saksi Andi Vichy Tessioja (anak terdakwa Drs.HPA Tenriadjeng, 
M.SI) sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.400.000.000,00 (empat 
ratus juta rupiah); 
2. Saksi Mustafa alias Buyung sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) kali 
dengan jumlah Rp.26.193.000.000,00 (dua puluh enam milyar 
seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah); 
3. Saksi Irianwati sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah 
Rp.689.500.000,00 (enam ratus delapan puluh Sembilan juta lima 
ratus ribu rupiah); 
4. Saksi Drs.Sunandar,M.Si alias Nandar sebanyak 5 (lima) kali 
dengan jumlah Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta 
rupiah); 
5. Rahmat Rakes (Palopo) sebanyak 1 (satu) kali sebesar 
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 
6. Hasan (Palopo) sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah 
Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah): 
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7. Nasrun sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah); 
8. Tk Dhifa (Palopo) sebanyak satu (satu) kali sebesar 
Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) 
9. Sukarni (Palopo) sebanyak satu (satu) kali sebesar 
Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); 
10. Ernawati (Palopo) sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah). 
Bahwa terdakwa dengan maksud untuk menyembunyikan atau 
menyamarkan asal-usul uang tersebut atau kepemilikan yang 
sebenarnya atas uang tersebut, dalam kurun waktu April tahun 2008 
sampai dengan tanggal 21 Oktober tahun 2010 secara bertahap 
setoran tunai sejumlah uang sebesar Rp.31.148.400.000,00 (tiga 
puluh satu milyar seratus empat puluh delapan juta empat ratus 
ribu rupiah)pada rekening Nomor: 7610437375  atas nama Pieter 
Neke Dhey pada Bank BCA KCP Supermall Karawaci 
Tangerang,terdakwa ternyata juga beberapa kali menerima sejumlah 
uang dari sumber yang antara lain sebesar Rp.7.394.750.000,00 (tujuh 
milyar tiga ratus sembilan puluh empat Juta tujuh ratus lima puluh ribu 
rupiah) yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 
terdakwa yaitu : 
a. Dana Pendidikan Gratis TA.2011 sebesar Rp.5.369.750.000,-. 
sesuai Laporan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 
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BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR- 
479/PW21/5/2012 Tanggal 13 Juli 2012; 
b. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA.2011 sebesar 
Rp. 1.025.000.000,-. sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian 
Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor: SR-884/PW21/5/2012 Tanggal 20 Nopember 2012;  
c. Dana Pembayaran Retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo Tahun 
Anggaran 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) 
sesuai   Laporan   hasil   Pemeriksaan   BPK   Rl   atas   Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo TA.2011  Nomor : 
40.C/LHP/XIX.MKS/06/2012,  tanggal  12 Juni 2012 dari Badan 
Pemeriksa Keuangan Ri Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 
Bahwa setelah menerima sejumlah uang tersebut, terdakwa kemudian 
memerintahkan Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG secara bertahap 
menempatkan sejumlah uang tersebut pada rekening-rekening milik 
terdakwa, keluarga terdakwa dan kerabat terdakwa berikut: 
1. Rekening milik terdakwa : 
a. Nomor: 7930199600 atas nama HPA TENRIADJENG pada 
BCA KCP Palopo; 
b. Nomor: 7930266722 atas nama HPA TENRIADJENG pada 
BCA KCP Palopo; 
c. Nomor : 1520000130907 atas nama HPA TENRIADJENG pada 
Bank Mandiri; 
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d. Nomor: 7777888988 atas nama HPA TENRIADJENG pada BNI 
Cabang Palopo 
e. Nomor: 0902012209 atas nama HPA TENRIADJENG pada 
Bank Sulselbar Cabang Palopo; 
2. Rekening milik Isteri terdakwa, ANDI RISNA P TENRIADJENG : 
a. Nomor: 7930200098 atas nama ANDI RISNA P TENRIADJENG 
pada BCA KCP Palopo; 
b. Nomor : 87598576 atas nama ANDI RISNA P TENRIADJENG 
pada Bank BNI Cabang Palopo; 
3. Rekening milik anak terdakwa : ANDI AITA MASYITA : 
a. Nomor: 0255716242 atas nama ANDI AITA MASYITA pada 
BCA KCU Makassar; 
b. Nomor: 168151095 atas nama ANDI AITA MASYITA pada 
Bank BNI Cabang Palopo; 
4. Rekening milik Manajer AMDK Merek Moya ; IBRAHIM 
a. Nomor : 7930186087 atas nama IBRAHIM pada BCA KCP 
Palopo; 
5. Rekening milik kerabat terdakwa : IRIANWATI: 
a. Nomor : 07930203003 atas nama IRIANWATI pada BCA KCP 
Palopo; 
6. Rekening milik Staf Pramubakti Rumah Jabatan Walikota Palopo : 
MUSTAFA Alias BUYUNG : 
a. Nomor : 7930166647 atas nama MUSTAFA pada BCA KCP 
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Palopo 
7. Rekening milik Staf Mes Pemkot Palopo di Jakarta : YAHYA 
DJUNAID.SE : 
a. Nomor: 0013468077 atas nama YAHYA DJUNAID pada BNI 
Cabang Kramat Jakarta; 
b. Nomor: 2731449441 atas nama YAHYA DJUNAID pada BCA 
KCP Dewi Sartika Jakarta; 
8. Rekening milik Staf PNS Pemkot Palopo : Drs.SUNANDAR.M.Si: 
a. Nomor : 7930063678 atas nama Drs.SUNANDAR pada BC 
KCP Palopo;  
Selanjutnya Sesuai permintaan terdakwa telah dilakukan setoran 
tunai uang ke rekening dengan nomor 7610437375 atas nama Pieter 
Neke Dhey pada Bank BCA KCP Supermall Karawaci Tangerang 
sejumlah Rp.9.244.000.000.00 (Sembilan milyar dua ratus empat puluh 
empat juta rupiah) oleh : 
1. Saksi ANDI VICHY TESSIOJA (Anak Saksi Drs.HPA 
TENRIADJEMG.M.Si) sebanyak 1 (satu) kali sebesar 
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 
2. Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG sebanyak 47 (empat puluh 
tujuh) kali dengan jumlah Rp.7.224.000,000,00 (tujuh milyar 
dua ratus dua puluh empat juta rupiah); 
3. Setoran Kliring tanggal 16-02-2012 sebesar Rp. 
1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); 
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MUHLIS (Makassar) sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.20.000.000,00 
(dua puluh juta rupiah 
b. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk 
keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal 
sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang 
pembayaranya dilakukan PJK 
Salah satu modus operandi Terdakwa DRS.H.P.A 
TENRIADJENG,M.Si dengan membelikan hadiah yang nilainya mahal 
sebagai penghargaan untuk keperluan pribadi kepada pihak lain yang 
pembayaranya dilakukan PJK adalah sebagai berikut: 
Tanggal 15 Januari 2009 s.d tanggal 11 Februari 2010; 
Sepengetahuan Terdakwa, Saksi Drs.Pieter Neke Dhey,MA telah 
membayarkan sejumlah uang sejumlah Rp.33.785.405,00 (tiga puluh 
tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima rupiah) 
atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu untuk pembelian tiket pesawat di 
PT.DWIDAYA FOREX melalui transfer ATM sebanyak 8 (delapan) kali ke 
rekening giro Nomor: 0023022513 atas nama PT.DWIDAYA FOREX; 
c. Mengubah bentuk dan menukarkan dengan mata uang, 
surat berharga, atau perbuatan lain 
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Modus Operandi Terdakwa DRS.H.P.A TENRIADJENG,M.Si 
selanjutnya dengan mengubah bentuk dan menukarkan dengan mata 
uang, surat berharga, atau perbuatan lain adalah sebagai berikut; 
Tanggal 20 Juni 2008 s.d tanggal 29 Juli 2010: 
Sesuai permintaan terdakwa, saksi Drs.Pieter Neke Dhey, MA telah 
menukarkan uang sejumlah Rp.19.739.820.500,00 (Sembilan belas 
milyar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh 
lima ribu lima ratus rupiah)atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu 
dengan mata uang asing/ valas US Dollar dan Baht di Money Changer 
“Toko Ratu Mas” milik saksi Yusdhi Kurniawan di Atrium Senen Lt.3 
Jakarta Pusat dengan cara pemindahbukuan ke rekening giro milik saksi 
Yusdhi Kurniawan sebanyak 44 (empat puluh empat) kali yaitu: 
a. Nomor: 0073011881 atas nama Yusdhi Kurniawan pada 
BCA KCU Tanjung Priok: 
b. Nomor: 0073210809 atas nama Yusdhi Kurniawan pada 
BCA KCU Tanjung Priok; 
Tanggal 10 Maret 2009 s.d tanggal 21 Desember 2009: 
Sesuai permintaan terdakwa, saksi Drs.Pieter Neke Dhey,MA telah 
menukarkan uang sejumlah Rp.7.210.994.500,00 (tujuh milyar dua ratus 
sepuluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus 
rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dengan mata uang asing/ 
valas US Dollar dan Baht di Money Changer di Mall Karawaci Tangerang 
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dengan cara transfer sebanyak 14 (empat belas) kali ke rekening dengan 
Nomor: 1681825580 atas nama Tony; 
Tanggal 11 Maret 2009 s.d 12 Juli 2010: 
Sesuai permintaan terdakwa, saksi Drs.Pieter Neke Dhey, MA telah 
menukarkan uang sejumlah Rp.2.334.096.300,00 (dua milyar tiga ratus 
tiga puluh empat juta Sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) 
atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dengan mata uang asing/ valas US 
Dollar dan Baht di Money Changer di Mall Karawaci Tangerang dengan 
cara transfer sebanyak 6 (enam) kali ke rekening dengan Nomor: 
1681740240 atas nama Suanto;  
Tanggal 27 Maret 2009 s.d 30 Maret 2009: 
Sesuai permintaan terdakwa, saksi Drs.Pieter Neke Dhey, Ma telah 
menukarkan uang sejumlah Rp.1.870.695.000,00 (satu milyar delapan 
ratus tujuh puluh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) 
atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dengan mata uang asing/ valas US 
Dollar dan Baht di Money Changer Mall Karawaci Tangerang dengan cara 
transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening Nomor: 6580292265 atas nama 
Wiwik Komalasari; 
Tanggal 21 Desember 2010 s.d tanggal 14 Agustus 2012 : 
Sesuai permintaan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE 
DHEY.MA, telah menukarkan uang sejumlah Rp. 7.915.939,000,00 
(tujuh milyar sembilan ratus lima betas juta sembilan ratus sembilan puluh 
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sembilan ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dengan mata 
uang asing/valas US Dollar dan Bant di Money Changer "Toko Ratu Mas" 
milik saksi YUSDHI KURNIAWAN   di Atrium Senen Lt.3 Jakarta Pusat 
dengan cara pemindah bukuan Ke Rekening giro milik Saksi YUSDHI 
KURNIAWAN sebanyak 21 (dua puluh satu) kali yaitu: 
1. Nomor: 0073011881 atas nama YUSDHI KURNIAWAN pada 
BCA KCU Tanjung Priok; 
2. Nomor: 0073210809 atas nama YUSDHI KURNIAWAN pada 
BCA KCU Tanjung Priok; 
 
Tanggal 22 Juni 2012 s.d tanggal 27 Agustus 2012 : 
Sesuai permintaan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE 
DHEY.MA, telah menukarkan uang sejumlah Rp. 849.774.500,00 
(delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat 
ribu lima ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar   jumlah    itu dengan 
mata uang asing/valas US Dollar dan Baht di Money Changer di Mall 
Karawaci Tangerang dengan cara transfer sebanyak 4 (empat) kali   ke  
rekening   Nomor  :   6300398888  atas   nama  TEDDY KURNIAWAN;  
2. Transfer (Layering) 
a. Upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak 
pidana (dirty money) yang telah berhasil di tempatkan pada 
penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil 
penempatan (placement) ke penyedia jasa keuangan yang lain. 
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Dengan di lakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak 
hukum untuk dapat mengetahui asal-usul, sumber lokasi, 
peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan sebenarnya dari 
harta kekayaan tersebut. 
Selanjutnya Modus Operandi Terdakwa DRS.H.P.A 
TENRIADJENG,M.Si dengan mentransfer harta kekayaan yang 
berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil 
ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai 
hasil penempatan (placement) ke penyedia jasa keuangan yang lain. 
Dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan 
asal usul uang tersebut atau kepemilikan yang sebenarnya atas uang 
tersebut, setelah itu dengan maksud yang sama terdakwa 
memerintahkan Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG mengirimkan 
sejumlah uang yang ditempatkan di rekening – rekening milik terdakwa, 
keluarga terdakwa dan kerabat terdakwa tersebut di atas dengan cara 
melakukan transfer ATM antar rekening tujuan rekening milik saksi 
Drs.PIETER NEKE DHEY,MA yang dibuka atas kesepakatan antar 
terdakwa dengan saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA untuk 
menampung seluruh transaksi keuangan terdakwa dan Saksi 
Drs.PIETER NEKE DHEY,MA melalui perantara Saksi MUSTAFA Alias 
BUYUNG, Saksi Drs.SUNANDAR,M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo); 
Saksi Drs.SLAHUDDIN ABADI,M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo); 
RAHMAT RAKES (Sopir Hj.ANDI RISNA / Isteri Drs.H.P.A 
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TENRIADJENG,M.Si); Saksi IRIANWATI dan beberapa orang lain 
yang merupakan keluarga/kerabat terdakwa yang seluruhnya 
berjumlah Rp.34.244.400.000,00 (tiga puluh empat milyar dua ratus 
empat puluh empat juta empat ratus rupiah) dengan rincian yaitu : 
Rekening nomor : 7610419199 atas nama PIETER NEKE 
DHEY pada Bank BCA KCP Supermal Karawaci Tangerang pada 
kurun waktu bulan April 2008 s.d bulan Agustus 2008 dengan jumlah : 
Rp.3.096.000.000,00 (tiga milyar Sembilan puluh enam juta rupiah) 
dari transfer dan setoran tunai (Rp.191.000.000,00 + 
Rp.2.905.000.000,00 = Rp.3.096.000.000,00) yaitu : 
a. Sesuai permintaan terdakwa telah dilakukan transfer uang 
sejumlah Rp.191.000.000,00 (seratus Sembilan puluh 
satu juta rupiah) dari : 
1. Rekening Nomor : 7930199600 atas nama HPA 
TENDRIADJENG  sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah 
Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah); 
2. Rekening Nomor : 7930200098 atas nama ANDI RISNA 
P TENRIADJENG sebanyak 2 (dua) kali sebesar 
Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 
3. Rekening Nomor : 7930186087 atas nama IBRAHIM 
sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan jumlah 
Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah); 
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4. Rekening Nomor : 7930166647 atas nama MUSTAFA 
sebanyak 2 (dua) kali denga jumlah Rp.27.000.000,00 
(dua puluh tujuh juta rupiah); 
5. Rekening Nomor : 7930138813 atas nama SALAHUDDIN 
ABADI sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah 
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);  
6. Rekening Nomor : 7930063678 atas nama 
Drs.SUNANDAR,M.Si sebanyak 3 (tiga) kali dengan 
jumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 
Selanjutnya Terdakwa DRS.H.P.A TENRIADJENG,M.Si 
memerintahkan Saksi DRS.PIETER NEKE DHEY.MA untuk 
mentransfer sejumlah uang dengan tujuan menyembunyikan atau 
menyamarkan asal-usul harta kekayaanya  dengan Rekening 
Nomor : 7610437375 atas Nama PIETER NEKE DHEY pada Bank 
BCA KCP Supermal Karawaci Tangerang pada kurun waktu bulan 
September 2008 s.d tanggal 21 Oktober 2010 dengan jumlah 
Rp.31.148.400.000,00 (tiga puluh satu milyar seratus empat 
puluh delapan juta empat ratus rupiah) dari transfer dan setoran 
tunai (Rp.2.095.900.000,00 + Rp.29.052.500.000,00 = 
Rp.31.148.400.000,00), yaitu : 
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a. Sesuai permintaan terdakwa telah dilakukan transfer uang 
sejumlah Rp.2.095.900.000,00 (dua milyar Sembilan 
puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari: 
1. Rekening Nomor 7930199600 atas nama HPA Tenriadjeng 
sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta 
rupiah); 
2. Rekening Nomor: 7930169778 atas nama A.Rahmania Sultan 
sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah Rp.30.000.000,00 (tiga 
puluh juta rupiah); 
3. Rekening Nomor: 7930186087 atas nama Ibrahim sebanyak 60 
(enam puluh) kali dengan jumlah Rp.449.200.000,00 (empat 
ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah); 
4. Rekening Nomor: 7930166647 atas nama Mustafa sebanyak 5 
(lima) kali dengan jumlah Rp.82.200.000,00 (delapan puluh dua 
juta dua ratus ribu rupiah); 
5. Rekening Nomor:7930203003 atas nama Irianwati sebanyak 1 
(satu) kali sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 
6. Rekening Nomor:7930155599 atas nama Irianwati sebanyak 
satu kali sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 
7. Rekening atas nama PT.Murza Utama Sulselra sebanyak 1 
(satu) kali sebesar Rp. 980.000.000,00 (Sembilan ratus delapan 
puluh juta rupiah) 
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8. Rekening Nomor: 2731563847 atas nama Muhammad 
sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah Rp.2.500.000,00 
Tanggal 22 April 2008 s.d tanggal 5 Oktober 2010 
Sepengetahuan terdakwa, saksi Drs.Pieter Neke Dhey, MA telah 
mentransfer uang sebanyak 70 (tujuh puluh) kali sejumlah 
Rp.116.730.000,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh 
ribu rupiah)kepada Vicelia Tjok dari 2 (dua) rekening yaitu: 
a. Rekening Nomor: 7610419199 atas nama Pieter Neke Dhey 
pada BCA KCP Supermall Karawaci Tangerang sebanyak 
18 (delapan belas) kali dengan jumlah Rp.28.750.000,00 
(dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 
b. Rekening Nomor: 7610437375 atas nama Pieter Neke Dhey 
pada Bank Bca Kco Supermall Karawaci Tangerang 
sebanyak 52 (lima puluh dua) kali dengan jumlah 
Rp.87.980.000,00 (delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus 
delapan puluh ribu rupiah); 
Tanggal 12 November 2009, saksi Drs.Pieter Neke Dhey, 
MA telah mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali sejumlah 
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Nikolaus 
Dopo dari rekening Nomor: 7610437375 atas nama Pieter Neke 
Dhey ke rekening Nomor: 3141011802 atas nama Nikolaus 
Dopo; 
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Tanggal 14 April 2008, saksi Drs.Pieter Neke Dhey, MA telah 
mentransfer uang sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh 
juta rupiah)kepada Yohana Cathy dari rekening Nomor: 
7610419199 atas nama Pieter Neke Dhey ke rekening Nomor: 
2241428551 atas nama Yohana Cathy; 
Tanggal 21 April 2008, saksi Drs. Pieter Neke Dhey, MA 
telah mentransfer uang sebesar Rp.1.054.000,00 (satu juta 
lima puluh empat rupiah)kepada Imelda Febrina dari rekening 
Nomor: 7610419199 atas nama Pieter Neke Dhey ke rekening 
Nomor: 8810222892 atas nama Imelda Febrina; 
Tanggal 4 September 2009, saksi Drs. Pieter Neke Dhey, 
MA telah mentransferkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua 
juta lima ratus ribu rupiah) kepada Masita Darwis dari 
rekening Nomor: 7610419199 atas nama atas nama Pieter 
Neke Dhey ke rekening Nomor: 3900110951 atas nama Masita 
Darwis; 
Saksi Drs. Pieter Neke Dhey, MA telah mentransfer sejumlah 
uang kepada isteri, anak, keluarga dan kerabat saksi Drs.Pieter 
Neke Dhey,MA yaitu: 
1) Tanggal 14 Januari 2009 s.d 11 Oktober 2010, sebanyak 39 
(tiga puluh Sembilan) kali sejumlah Rp.142.375.000,00 
(seratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima 
ribu rupiah) kepada Isteri saksi Drs.Pieter Neke Dhey, MA, 
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Suzanna Maria Widi dari rekening 7610437375 atas nama 
Pieter Neke Dhey ke rekening Nomor: 7610448768 atas 
nama Suzanna Maria Widi; 
2) Tanggal 20 Juni 2008 dan tanggal 8 Oktober 2010, 
Sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali sejumlah 
Rp.40.375.000,00 (empat puluh juta tiga ratus tujuh 
puluh lima ribu rupiah) kepada anak saksi Drs.Pieter Neke 
Dhey, MA, Elisabeth Victoria dari 2 (dua) rekening: Nomor: 
7610419199 dan Nomor: 7610437375 atas nama Pieter 
Neke Dhey ke 2 (dua) rekening milik anak saksi Drs.Pieter 
Neke Dhey, MA Nomor: 1981908029 dan Nomor: 
5725022953 atas nama Elisabeth Victoria; 
3) Tanggal 12 Juli 2010, sebesar Rp.3.050.000,00 (tiga juta 
lima puluh ribu rupiah) kepada adik saksi Drs.Pieter Neke 
Dhey, MA, Petronela Beo dari rekening Nomor: 7610437375 
atas nama Pieter Neke Dhey ke rekening atas nama 
Petronela Beo; 
4) Tanggal 2 Februari 2009 s.d tanggal 2 Juni 2010, sebanyak 
19 (Sembilan belas) kali sejumlah Rp.19.050.000,00 
(Sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah)kepada adik 
saksi Drs.Pieter Neke Dhey, MA, Remegius Ngilo dari 
rekening Nomor: 7610437375 atas nama Pieter Neke Dhey 
ke rekening atas nama Remigius Ngilo; 
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5) Tanggal 13 Oktober 2008 s.d tanggal 24 Juni 2009, 
sebanyak 16 (enaam belas) kali sejumlah  Rp.32.925.000,00 
(tiga puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu 
rupiah) kepada adik saksi Drs.Pieter Neke Dhey, MA, 
Matilde Bupu dari rekening Nomor: 7610437375 atas nama 
Pieter Neke Dhey ke rekening atas nama Matilde Bupu; 
6) Tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta 
rupiah) kepada saudara saksi Drs.Pieter Neke Dhey, MA, 
Valentinus Djawa dari rekening Nomor: 7610437375 atas 
nama Pieter Neke Dhey ke rekening atas nama Valentinus 
Djawa; 
7) Tanggal 18 September 2009 dan 28 Juni 2010, sebanyak 2 
(dua) kali sejumlah Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan 
ratus ribu rupiah) kepada adik sepupu saksi Drs.Pieter 
Neke Dhey, MA, Bernardetha Boki dari rekening 
Nomor:7610437375 atas nama Pieter Neke Dhey ke 
rekening atas nama Bernardetha Boki; 
8) Tanggal 24 Juni 2010, sebesarRp.5.800.000,00 (lima juta 
delapan ratus ribu rupiah) kepada tante saksi Drs.Pieter 
Neke Dhey, MA, Maria Dopo dari rekening 
Nomor:7610437375 atas nama Pieter Neke Dhey ke 
rekening atas nama Maria Dopo; 
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9) Tanggal 21 Juli 2010, sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh 
juta rupiah) kepada ipar saksi Drs.Pieter Neke Dhey, MA, 
Yohannes Nangameka dari rekening Nomor:7610437375 
atas nama Pieter Neke Dhey ke rekening 
Nomor:1211026052 atas nama Yohannes Nangameka; 
10) Tanggal 20 Agustus 2010 s.d  1 Oktober 2010, sebanyak 3 
(tiga) kali sejumlah Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus 
lima puluh ribu rupiah) kepada Marsel Muja dari rekening 
Nomor:7610437375 atas nama Pieter Neke Dhey ke 
rekening Nomor: 0011332942  atas nama Marsel Muja; 
11) Tanggal 11 Februari 2009 s.d 14 Mei 2010, sebanyak 11 
(sebelas) kali sejumlah Rp.23.950.000,00 (dua puluh tiga 
juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening 
Nomor:7610437375 atas nama Pieter Neke Dhey ke 
rekening Nomor: 0690134268  atas nama Mikael Laba 
Kleden; 
12) Tanggal 3 Agustus 2009 dan 21 Agustus 2009, sebanyak 3 
(tiga) kali sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari 
rekening Nomor:7610437375 atas nama Pieter Neke Dhey 
ke rekening Nomor: 3140642341 atas nama Servatius 
Lawang; 
13) Tanggal 11 Mei 2010, sebanyak 2 (dua) kali sejumlah 
Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu 
91 
 
rupiah)dari rekening Nomor: 7610437375 atas nama Pieter 
Neke Dhey ke rekening  Nomor: 7800139711 atas nama 
Meyrio Stulenan; 
14) Tanggal 16 Februari 2010, sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga 
juta rupiah) dari rekening Nomor: 7610437375 atas nama 
Pieter Neke Dhey ke rekening  atas nama JJ Doriseu; 
15) Tanggal 4 Agustus s.d tanggal 11 September 2009 
sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp.12.150.000,00 (dua 
belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening 
Nomor:7610437375 atas nama Pieter Neke Dhey ke 
rekening atas nama Maria Susana Meo; 
16) Tanggal 21 Oktober 2008 s.d tanggal 3 Desember 2008 
sebanyak 4 (empat) kali sejumlah Rp.2.180.000,00 (dua juta 
seratus  delapan puluh ribu rupiah) dari rekening 
Nomor:7610437375 atas nama Pieter Neke Dhey ke 
rekening atas nama Andris Richard Pel; 
17) Tanggal 14 September 2010 s.d tanggal 15 Oktober 2010 
sebanyak 5 (lima) kali sejumlah Rp.65.000.000,00 (enam 
puluh lima juta rupiah) dari rekening Nomor:7610437375 
atas nama Pieter Neke Dhey ke rekening 
Nomor:6280478928 atas nama Junaidi; 
Pada Kurun Waktu 22 Oktober 2010 s.d bulan Februari 2013 dengan 
maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang 
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tersebut atau kepemilikan yang sebenarnya atas uang tersebut, setelah itu 
dengan maksud yang sama terdakwa memerintahkan Saksi MUSTAFA 
Alias BUYUNG mengirimkan sejumlah uang yang ditempatkan di 
rekening-rekening milik terdakwa, keluarga terdakwa dan kerabat 
terdakwa tersebut di atas dengan cara melakukan transfer ATM antar 
rekening dan setoran tunai dengan tujuan rekening milik saksi 
Drs.PIETER MEKE DHEY.MA yang dibuka atas kesepakatan antara 
terdakwa dengan Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY.MA untuk menampung 
seluruh transaksi keuangan terdakwa dan Saksi Drs.PIETER NEKE 
DHEY,MA melalui perantara Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG, Saksi 
Drs.SUNANDAR.M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo); RAHMAT RAKES 
(Sopir Hj.ANDI RISNAN Istri Drs.H.P.A TENRIADJENG.M.Si); Saksi 
IRIANWATI dan beberapa orang lain yang merupakan keluarga/kerabat 
terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp.11.886.250.000,00 (sebelas 
milyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu 
rupiah) dengan rincian yaitu : 
1. Rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY 
pada Bank BCA KCP Supermal Karawaci Tangerang pada kurun 
waktu tanggal 22 Oktober 2010 s.d bulan Februari 2013 dengan 
jumlah : Rp.11.886.250.000,00 (sebelas milyar delapan ratus' 
delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari 
transfer dan setoran tunai (Rp.2.642.250.000,00 + 
9.244.000.000,00) 
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a. Sesuai permintaan terdakwa, telah dilakukan transfer uang 
sejumlah Rp.2.842.250.000,00 (dua milyar enam ratus empat 
puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari: 
1. Rekening Nomor 7930266722 atas nama PA 
TENRIADJENG sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp. 
15.000.000,00. (dua belas juta rupiah); 
2. Rekening Nomor : 7930200098 atas nama ANDI RISNA P 
TENRIADJENG sebanyak 7 (tujuh) kali sebesar Rp. 
189.500.000,00. (seratus delapan puluh sembilan juta lima 
ratus ribu rupiah); 
3. Rekening Nomor : 7930186087 atas nama IBRAHIM 
sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) kali dengan jumlah 
Rp. 1.295.750.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh 
lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah):  
4. Rekening  Nomor  :  7930166647  atas  nama  MUSTAFA 
sebanyak   33   (tiga   puluh   tiga)   kali dengan jumlah 
Rp.581 100.000,00  (lima  ratus delapan  puluh  satu  juta 
seratus ribu rupiah);  
5. Rekening  Nomor  :  7930286006  atas  nama  MUSTAFA 
sebanyak 2 (due) kali dengar, jumlah RP.20.000.000,00 (dua 
puluh juta rupiah); 
6. Rekening atas nama MUSTAFA sebanyak 1  (satu) kali 
dengan jumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah); 
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7. Rekening Nomor : 7930203003 atas nama IRIANWATI 
sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus 
lima puluh juta rupiah); 
8. Rekening Nomor: 7930207602 atas nama RONI sebanyak 3 
(tiga) kali dengan jumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta 
rupiah);  
9. Rekening   Nomor   ;   2731449441    atas   nama   
YAHYADJUNAID sebanyak 1 (satu) kali sebesar 
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);  
10. Rekening Nomor : 2731563847 atas nama MUHAMMAD 
sebanyak 8 (delapan) kali dengan jumlah Rp.19.000.000,00 
(Sembilan belas juta rupiah);  
11. Rekening Nomor : 03900260759 atas nama AMIR JUNAID 
(Makassar) sebanyak 1 (satu) kali sebesar 
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);  
12. Rekening Nomor : 6240442700 atas nama TKCCA Social 
sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp.11.900.000.00 (sebelas 
juta Sembilan ratus ribu rupiah);  
13. Rekening   Nomor   :   6280478928   atas   nama   JUNAIDI 
sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp.8.500.000,00 (delapan 
juta lima ratus ribu rupiah);  
 
Tanggal 28 Januari 2011 s.d tanggal 28 Desember 2011 : 
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Sepengetahuan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY.MA, 
telah mentransfer uang sebanyak 18 (delapan betas) kali 
sejumlah Rp.105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu 
rupiah) kepada FARIDA dari rekening Nomor : 7610437375 
atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor : 
2440155238 atas nama FARIDA; 
 
Tanggal 29 Oktober 2010 s.d tanggal 17 September 2012 : 
Sepengetahuan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY.MA, 
telah mentransfer uang sebanyak 202 (dua ratus dua) kali 
sejumlah Rp. 667.250.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh  
juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada JUNAIDI dari 
rekening Nomor: 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY 
ke rekening Nomor: 6280478928 atas nama JUNAIDI; 
 
Tanggal 13 Agustus 2012 s.d tanggal 23 Agustus 2012 : 
Sepengetahuan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY.MA, 
telah mentransfer uang sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp. 20.000.000.00 
(dua puluh juta rupiah) kepada CAHYANI TRIPRISA dari rekening Nomor: 
7610437375 atas nama PIETERNEKE DHEY ke rekening Nomor : 
91130891515 atas nama CAHYANI TRI APRISA; 
 
Tanggal 19 Oktober 2012 dan 24 Oktober 2012, sepengetahuan 
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terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY.MA, telah 
mentransfer sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp.30.000.000,00 
(tiga puluh juta rupiah) kepada FEBRI SKOLASTIKA dari 
rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY 
ke    rekening    Nomor 4501337140    atas    nama    FEBRI 
SKOLASTIKA; 
 
Saksi Drs. PIETER NEKE DHEY.MA telah mentransfer 
sejumlah uang kepada isteri anak, keluarga dan kerabatnya yaitu : 
1. Tanggal 19 Nopember 2010 s.d 30 Januari 2013, sebanyak 51 
(lima puluh satu) kali sejumlah Rp.126.200.000,00 (seratus dua 
puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) kepada lsteri Saksi 
Drs.PIETER NEKE DHEY.MA, SUZANNA MARIA WIDI dari 
rekening 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening 
Nomor : 7610448768 atas nama SUZANNA MARIA WIDI; 
2. Tanggal 19 Nopember 2010 s.d tanggal 16 April 2012, sebanyak 3 
(tiga) kali sejumlah Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima 
puluh ribu rupiah) kepada anak Saksi Drs.PIETER NEKE 
DHEY.MA, ELISABETH VICTORIA dari rekening Nomor : 
7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor : 
5725022953 atas nama ELISABETH VICTORIA; 
3. Tanggal 22 Nopember 2010 s.d tanggal 21 September 2012, 
sebesar Rp.23.425,000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus 
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dua puluh lima ribu rupiah) kepada adik Saksi Drs.PIETER NEKE 
DHEY.MA, PETRONELA BEO dari rekening Nomor : 7610437375 
atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama 
PETRONELA BEO ; 
4. Tanggal 28 Februari 2011 s.d tanggal 06 April 2011, sebesar 
Drs.PIETER NEKE DHEY.MA, MEO GENOVEVA dari rekening 
Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening 
atas nama MEO GENOVEVA; 
5. Tanggal 13 Januari 2012 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima 
ratus ribu rupiah) kepada Saudara Saksi Drs.PIETER NEKE 
DHEY.MA, ALEXIUS DJAWA dari rekening Nomor : 7610437375 
atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor 6380134029 
atas nama ALEXIUS DJAWA ; 
6. Tanggal 19 Januari 2011 s.d 19 September 2011, sebanyak 3 (tiga) 
kali sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) 
kepada keponakan Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY.MA, 
LABERTUS SIGASARE dari rekening Nomor : 7610437375 atas 
nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama LABERTUS 
SIGASARE ; 
7. Tanggal 10 Nopember 2010 dan 16 Maret 2012, sebanyak 2 (dua) 
kali sejumlah Rp.5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) 
kepada MIKAEL LABA KLEDEN dari rekening Nomor : 
7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas 
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nama MIKAEL LABA KLEDEN; 
8. Tanggal 12 Januari 2011 dan 24 Januari 2011, sebanyak 2 (dua) 
kali sejumlah Rp„1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) 
kepada MARSEL MUJA dari rekening Nomor : 7610437375 atas 
nama PIETER NEKE DHEY ke rekening nomor: 0011332942 atas 
nama MARSEL MUJA ; 
9. Tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta 
rupiah) kepada SERVATIUS LAWANG dari rekening Nomor : 
7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening   nomor  
:   3140642341   atas   nama  SERVATIUS LAWANG ;  
10. Tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp.1.450.000,00 (satu juta empat 
ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Nomor : 7610437375 
atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas nama RINA 
(Kupang). 
Dari penjabaran modus operandi kejahatan pencucian uang Terdakwa 
DRS.H.P.A TENRIADJENG,M.Si jelas menempatkan (placement) tunai 
yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan, membelikan 
hadiah yang nilainya mahal sebagai hadiah/penghargaan kepada pihak 
lain yang pembayaranya dilakukan melalui PJK, mengubah bentuk dan 
menukarkan mata uang dan transfer (layering)sebagai upaya untuk 
mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty 
money)yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan 
(terutama bank). Dengan dilakukanya layering akan menjadi sulit bagi 
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aparat penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul, sumber lokasi, 
peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan sebenarnya atas harta 
kekayaan tersebut. 
B. Efektivitas Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian 
Keuangan Negara 
Demi kemajuan suatu Negara yang berkembang, kejahatan-kejahatan 
yang tergolong extraordinary crime (kejahatan luar biasa) harus dicegah 
dan diberantas dengan cara yang luar biasa pula, baik dari segi payung 
hakum, kerjasama antar lembaga baik didalam maupun diluar negeri dan 
yang terpenting adalah ikhtiar dari pihak-pihak yang terlibat dalam ranah 
hukum untuk bersama-sama memerangi kejahatan luar biasa tersebut, 
pencucian uang salah satunya dan memiliki kejahatan asal (predicate 
crime).  
Perubahan paradigma dalam perspektif pemberantasan pencucian 
uang tidak hanya memutus rantai kejahatan dengan memidanakan 
pelakunya (follow the suspect), menyelamatkan aset (return of the aset) 
juga seyogyanya dilakukan demi pengembalian keuangan Negara. Melalui  
pembuktian terbalik (the reverse burdon prove) pengembalian keuangan 
Negara dapat tercapai dikarenakan terdakwa yang dibebankan kewajiban 
membuktikan asal-usul harta kekayaanya diperoleh secara sah, hal 
tersebut sejalan dengan perintah UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 77 yang 
berbunyi sebagai berikut: 
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 “Untuk kepentingan pemeriksaan di siding pengadilan terdakwa 
wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaanya bukan merupakan hasil 
tindak pidana”. 
 Walaupun dalam tindak pidana umum yang berkewajiban 
membuktikan adalah penuntut umum sesuai dengan asas hukum acara 
actory incumbit onusprobandi yang berarti siapa yang mendakwamaka 
dialah yang harus membuktikan dakwaanya  dan Pasal 66 KUHAP 
“tersangka atau terdakwa tidak wajib dibebankan pembuktian”,. Hal 
tersebutlah menurut penulis bahwa kejahatan-kejahatan luar biasa harus 
ditangani dengan cara yang luar biasa pula juga dari segi payung 
hukumnya maka sejalan dengan pernyataan tersebut Pasal 68 UU No. 8 
Tahun 2010 berbunyi sebagai berikut: 
“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan serta 
pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini 
dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kecuali 
ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. 
Kalimat yang digaris bawahi oleh penulis memberikan jalan dalam 
proses pembuktian terbalik bagi terdakwa dalam membuktikan asal-usul 
harta kekayaanya dan pasal 66 KUHAP dapat dikecualikan mengingat juga 
asas lex specialis derogate lex generali (undang-undang yang lebih khusus 
mengesampingkan undang-undang yang lebih umum). 
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Alat bukti menurut KUHAP sebagaimana formulasinya sebagai berikut 
III. Alat bukti yang sah : 
• Keterangan saksi; 
• Keterangan ahli; 
• Surat; 
• Petunjuk; 
• Keterangan terdakwa 
IV. Hal yang secara umum di ketahui tidak perlu di buktikan. 
Dalam penanganan TPPU alat bukti yang di pergunakan untuk 
pembuktian tindak pidana pencucian uang formulasi Pasal 73 Undang-
Undang N0. 8 Tahun 2010 yang berbunyi: 
c. Alat bukti  sebagaimana di maksud dalam Hukum Acara Pidana; 
dan/ atau 
d. Alat bukti lain berupa informasi yang di ucapkan, di kirimkan, di 
terima, atau di simpan secara elektronik dengan alat optik atau alat 
yang serupa optik atau dokumen. 
Dalam bekerjanya hukum pidana menurut Yudi Kristiana ( 2015 : 
252) melalui sistem peradilan pidana, Penyidik, Penuntut Umum, dan 
Hakim antara lain terikat pada suatu sistem pembuktian, salah satunya 
model negatief wetelijk (stelsel negatif) atau sistem pembuktian negatif 
menurut undang-undang, yaitu sistem pembuktian yang mendasarkan 
pada alat bukti yang sudah di tentukan oleh undang-undang dan 
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keyakinan hakim dan dalam TPK dan TPPU sistem pembuktianya 
merupakan beban pembuktian terbalik terbatas dan berimbang, yaitu 
pembuktian di mana terdakwa juga di bebani kewajiban untuk 
membuktikan, namun demikian tetap aktif dalam membuktikan dakwaanya. 
Dalam hal terdakwa mempunya alibi dan dapat membuktikan kebenaran 
alibinya, maka beban pembuktian akan beralih kepada Jaksa Penuntut 
Umum untuk membuktikan sebaliknya. 
Bahwa terdakwa Drs. H.P.A. Tenriadjeng, M,Si selaku Walikota 
Palopo berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73-
391 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang Pengesahan 
Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo Provinsi 
Sulawesi Selatan masa jabatan Tahun 2008-2013 secara tanpa hak telah 
beberapa kali menggunakan pencairan sejumlah dana/anggaran yang 
berasal dari SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Dinas Pendidikan 
Kota Palopo dan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo untuk 
kepentingan pribadi terdakwa terdakwa yaitu: 
A. Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA.2010: 
- Bahwa Pemerintah Kota Palopo menyelenggarakan Program 
Pendidikan Gratis berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) 
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Gratis dan Perjanjian 
Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
dengan pemerintah Kota Palopo Nomor 
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04.B/VI/DIKNAS/2008 Tanggal 6 Juni 2008 dengam sumber 
anggaran porsinya 60% berasal dari APBD Provinsi 
Sulawesi Selatan dan 40 % berasal dari APBD Kota Palopo, 
yangmana pada TA. 2010 dianggarkan sebesar Rp. 
9.371.322.818,00 (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh satu 
juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan belas 
rupiah) pada SKPD Dinas Pendidikan Kota Palopo dengan 
alokasi dana dan sekolah penerima bantuan yang ditetapkan 
sesuai Keputusan Walikota Palopo Nomor: 332/II/2010 
tentang Penetapan Alokasi Dana dan Sekolah Penerima 
Bantuan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun 
2010, tanggal 24 Februari 2010 yang menyebutkan bahw 
dana bantuan tersebut disediakan bagi 79 sekolah tingkat 
SD/MI.SDLB dan 27 Sekolah tingkat SMP/MTs/SMPLB 
untuk tambahan biaya operasional sekolah serta insentif 
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 
- Bahwa dalam pelaksanaan anggaran Pendidikan Gratis 
Tahun 2010 terdapat pencairan dana yang tidak tersalur ke 
sekolah penerima bantuan sesuai yang di tetapkan yaitu 
pencairan Dana Pendidikan Gratis Triwulan II pada tanggal 
13 Agustus 2010 senilai Rp.1.847.632.625,-. (satu milyar 
delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh 
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dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sesuai SP2D 
No.1605, tanggal 13 Agustus 2010; 
- Bahwa atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa 
kepada saksi Muh.Yamin,SPd, M.Si selaku Sekretaris Dinas 
Pendidikan Kota Palopo Tahun 2010, maka saksi 
Muh.Yamin,S.Pd, M.Si telah memerintahkan saksi 
Abd.Rahman G,Bc Ak selaku PPTK Pendidikan Gratis TA. 
2010 dan Saksi Asran Muhajir, SE selaku Bendahara 
Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Palopo TA.2010 untuk 
menarik dana sejumlah Rp. 1.846.500,000,-. (satu milyar 
delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) 
secara tunai dan berharap dari rekening nomor : 
090.002.000000284.1 atas nama Bendahara Pengeluaran 
Dinas Pendidikan Kota Palopo: Asran Muhajir pada Bank 
Sulsel Cabang Palopo yaitu: 
- Tanggal 13 Agustus 2010    sebesar Rp.700.000.000,-. 
- Tanggal 16 Agustus 2010   sebesar Rp. 707.000.000,-. 
- Tanggal 24 Agustus 2010   sebesar Rp. 400.000.000,-. 
- Tanggal 8 September 2010  sebesar Rp.   5.000.000,-. 
- Tanggal 27 September 2010 sebesarRp. 10.000.000,-. 
- Tanggal 30 September 2010sebesar Rp. 10.000.000,-. 
- Tanggal 26 Oktober 2010 sebesarRp. 14.500.000,-. 
                                           Jumlah:Rp.1.846.500.000,-. 
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- Bahwa penarikan Dana Pendidikan Gratis TA. 2010 
sejumlah Rp. 1.846.500.000,-. (satu milyar delapan ratus 
empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai 
dan bertahap yang tidak ditansfer ke rekening sekolah 
penerima bantuan tersebut kemudian digunakan untuk 
mengganti Dana Tunjangan Guru Non Sertifikasi Tahun 
2010 sebesar Rp.1.807.000.000,-. (satu milyar delapan ratus 
tujuh juta rupiah) dan Dana Kas Rutin Dinas Pendidikan Kota 
Palopo sebesar Rp.39.500.000,-.(tiga pulih sembilan juta 
lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah diserahkan 
dan diterima terdakwa secara bertahap dari saksi 
Muh.Yamin, S.Pd, M.Si dan saksi Asran Muhajir melalui 
perantara saksi Mustafa Alias Buyung sesuai permintaan 
terdakwa kepada saksi Muh.Yamin, S.Pd, M.Si seolah-oleh 
sebagai pinjaman pribadi Terdakwa; 
- Bahwa terdakwa selaku Walikota Palopo Tahun 2008-2013 
yang mengetahui dan menyetujui penggunaan Dana 
Pendidikan Gratis T.A sejumlah Rp. 1.846.500.000,-.(satu 
milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu 
rupiah) untuk tujuan selain yang telah diterapkan yaitu untuk 
kepentingan terdakwa dalam menutupi dana Tunjangan 
Guru Non Sertifikasi Tahun 2010 sebesar 
Rp.1.807.000.000,-.(satu milyar delapan ratus tujuh juta 
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rupiah) dan Dana Kas Rutin Dinas Pendidikan Kota Palopo 
sebesar Rp. 39.500.000,-(tiga puluh sembilan juta lima ratus 
ribu rupiah) yang terdakwa telah terima sebelumnya, 
padahal terdakwa mengetahui bahwa “dana penyelenggaran 
pendidikan gratis dilarang digunakan selain peruntukanya, 
dan komponen subsidi penyelenggaraan pendidikan gratis 
yang dilarang yaitu dipinjamkan kepada pihak lain”sesuai 
ketentuan Pasal 17 ayat (1); ayat(2) Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Gratis; 
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengetahui 
dan menyetujui penggunaan Dana Pendidikan Gratis TA. 
2010 dan Dana Kas Dinas Pendidikan Kota Palopo TA.2010 
yang sebelumnya telah terdakwa terima dan gunakan sendiri 
seolah-olah sebagai pinjaman pribadi yang bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan telah memperkaya 
diri sendiri terdakwa sebesar Rp. 1.846.500,-.(satu milyar 
delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) 
atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sekaligus telah 
merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp. 
1.846.500.000,-.(satu milyar delapan ratus empat puluh 
enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai laporan hasil 
pemeriksaan BPK RI atas Belanja Barang/Jasa dan Belanja 
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Modal TA.2010 dan 2011 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah 
Kota Palopo Nomor: 66/LHP/XIX.MKS/12/2011, tanggal 2 
Desember 2011 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. 
B. Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA.2011: 
- Bahwa Pemerintah Kota Palopo Pada TA. 2011 telah 
menganggarkan Dana Pendidikan Gratis yang awalnya 
sebesar Rp. 8.144.667.320,00 (delapan milyar seratus 
empat puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu 
tiga ratus dua puluh rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pendidikan Kota Palopo 
Tahun Anggaran 2011 Tanggal 14 Januari 2011, kemudian 
melalaui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 
(DPPA) tanggal 31 Oktober 2011 direvisi menjadi sebesar 
Rp. 7.628.236.800,00(tujuh milyar enam ratus dua puluh 
delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus 
rupiah) dengan sumber anggaran porsinya 60 % berasal dari 
APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan 40 % berasal dari 
APBD Kota Palopo serta alokasi dana dan sekolah Penerima 
Bantuan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun 
2011, tanggal 16 Februari 2011 yang menyebutkan bahwa 
dana bantuan tersebut disediakan bagi 79 sekolah tingkat 
SD/MI/SDLB dan 27 Sekolah tingkat SMP/MTs/SMPLB (total 
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106 sekolah) untuk tambahan biaya operasional sekolah 
serta insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 
- Bahwa dalam pelaksanaan anggaran Pendidikan Gratis 
Tahun 2011, Saksi A selaku PPTK (Pejabat Teknis 
Pengelola Kegiatan) Dana Pendidikan Gratis  TA.2011 dan 
Saksi Muh.Yamin,S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas 
Pendidikan Kota Palopo Tahun 2011 membuka rekening 
khusus pada Bank Sulsel Cabang Palopo Nomor: 
0090.002.000000291-4 atas nama Ridwan A: Pendidikan 
Gratis Kota Palopo yang hanya dapat dicairkan melalui cek 
yang ditandatangani oleh Saksi Ridwan A dan Saksi 
Muh.Yamin, S.Pd, M,Si guna menampung pencairan dana 
pendidikan gratis (SP2D) dari rekening Kas Daerah 
Pemerintah Kota Palopo sebelum disalurkan (ditransfer) ke 
rekening sekolah penerima; 
- Bahwa dalam pelaksanaan anggaran Pendidikan Gratis 
Tahun 2011 telah dicairkan dana seluruhnya sebesar 
Rp.7.329.253.857,00(Tujuh milyar tiga ratus dua puluh 
sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus 
lima puluh tujuh rupiah) dari rekening kas daerah Pemerintah 
Kota Palopo ke rekening Nomor:0090.002.000000291-4 atas 
nama Ridwan A: Pendidikan Gratis Kota Palopo dan 
Dibayarkan ke Rekanan dengan perincian sebagai berikut: 
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1. Tanggal 7 Februari sebesar 2011 sebesar :Rp. 
1.753.643.302,00 
2. Tanggal 10 Maret 2011 sebesar :Rp.914.382.189,00. 
3. Tanggal 12 Mei 2011 sebesar :Rp. 1.146.092.000,00 
4. Tanggal 6 Juni 2011 sebesar :Rp. 1.753.643.183,00  
5. Tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp 1.446.812.526,00 
6. Tanggal 13 Juli 2011 sebesar :Rp   306.830.657,00 
                                                 Rp.7.321.403.857,00 
- Bahwa sesuai 6 SP2D dana Pendidikan Gratis sejumlah Rp. 
7.321.403.857,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh satu juta empat 
ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) atau 1 
Triwulan dari 4 Triwulan sedangkan 3 Triwulan yang tidak tersalur 
ke 106 sekolah penerima bantuan sesuai yang ditetapkan yaitu 
sejumlah Rp. 5.369.750.000,00 (lima milyar tiga ratus enam puluh 
sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan sebesar 
Rp. 21.814.307,00 (dua puluh satu juta delapan ratus empat belas 
ribu tiga ratus tujuh rupiah); 
- Bahwa dengan sepengatahuan, persetujuan dan permintaan dari 
terdakwa kepada Saksi Muh.Yamin, S.Pd, M.Si, pencairan Dana 
Pendidikan Gratis untuk 3 Triwulan tidak tersalurkan atau tidak 
ditransfer ke 106 rekening sekolah penerima melainkan ditarik 
melalui cek secaara tunai dan dipindahbukukan ke rekening-
rekening giro Dinas Pendidikan Kota Palopo kemudian dari 
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pencairan dan pemindahbukuan tersebut antara lain diserahkan 
secara bertahap kepada terdakwa melalui perantara Saksi Mustafa 
Alias Buyung dari saksi Muh.Yamin, S.Pd. M.Si dan juga 
digunakan untuk mengganti/menutupi dana-dana dari Dinas 
Pendidikan Kota Palopo yang sebelumnya telah diterima dan 
digunakan terdakwa, yang seluruhnya berjumlah 
Rp.5.369.750.000,00 (lima milyar tiga ratus enam puluh sembilan 
juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 
- Bahwa terdakwa selaku Walikota Palopo Tahun 2008-2013 yang 
mengetahui dan menyetujui serta meminta dan menggunakan 
Dana Pendidikan Gratis TA.2011 yang seluruhnya berjumlah. 
Rp.5.369.750.000,00,-.. (lima milyar tiga ratus enam puluh sembilan 
juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tujuan selain yang 
ditetapkan yaitu untuk kepentingan terdakwa sendiri dan untuk 
mengganti/menutupi dana-dana dari Dinas Pendidikan Kota Palopo 
yang terdakwa telah terima sebelumnya, padahal terdakwa 
mengetahui bahwa “Dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis 
Dilarang Digunakan selain Peruntukanya, dan komponen subsidi 
penyelenggaraan Pendidikan Gratis yang dilarang yaitu 
dipinjamkan kepada pihak lain” sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1)., 
ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 4 Tahun 
2009 Tentang Penyelenggaran Pendidikan Gratis. 
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- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengetahui dan menyetujui serta 
meminta dan menggunakan Dana Pendidikan Gratis TA.2011 untuk 
kepentingan pribadi terdakwa dan mengganti/menutupi dana-dana 
dari Dinas Pendidikan Kota Palopo yang sebelumnya telah 
terdakwa terima dan gunakan sendiri seolah-olah sebagai pinjaman 
pribadi yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan 
telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp.5.369.750..000,00,-
.(lima milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima 
puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dan 
sekaligus telah merugikan keuangan negara sebesar 
Rp.5.391.564.307,00,-.(lima milyar tiga ratus sembilan puluh satu 
juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah) yang 
terdiri dari:  
1. Penyalahgunaan dana        Rp..5.369.750.000,00,- 
2. Dana yang dikuasai PPTK Ridwan A. Rp.21.814.307,00,-. 
                                    Jumlah     : Rp.5.391.564.307,00 
Sehingga kerugian negara/daerah yang belum dikembalikan oleh 
terdakwa sebesar Rp.4.041.564.307,00,-. (empat milyar empat puluh satu 
juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah). Sesuai 
laporan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan 
Penyimpangan Pengelolaan Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun 
Anggaran 2011 Nomor: SR-479/PW21/5/2012, tanggal 13 Juli 2012. 
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C. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/ Bantuan Khusus Murid 
(BKM) Kota Palopo TA.2011: 
- Bahwa pemerintah Kota Palopo TA.2011menganggarkan Dana 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah-sekolah di Kota 
Palopo untuk periode Januari-Maret 2011 sebesar 
Rp.3.025.137.500,00,-.(tiga milyar dua puluh lima juta seratus tiga 
puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan telah dicairkan kas daerah 
Pemerintah Kota Palopo ke rekening Dana Bos Pendidikan Kota 
Palopo Nomor: 90.002.289.2 pada Bank Sulsel Cabang Palopo 
sebesar Rp. 2.140.524.375,00,-.(dua milyar seratus empat puluh 
juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima 
rupiah) sesuai SP2D Nomor 0043/TU, tanggal 27 Januari 2011; 
- Bahwa dari Dana BOS TA.2011 sejumlah Rp.2.140.524.375,00 
(dua milyar seratus empat puluh juta lima ratus dua puluh empat 
ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang masuk di rekening 
Dana BOS Pendidikan Kota Palopo periode Januari-Maret 2011, 
yang disalurkan ke sekolah-sekolah  hanya sebesar 
Rp.1.115.524.375,00 (satu milyar seratus lima belas juta lima ratus 
dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan 
yang tidak tersalur atau tidak diterima sekolah-sekolah adalah 
sejumlah Rp. 1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta 
rupiah); 
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- Bahwa Dana Bos Periode Januari-Maret TA.2011 sejumlah 
Rp.1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) yang 
tidak tersalur atau tidak diterima sekolah-sekolah oleh karena dana 
tersebut oleh saksi Nuski Masahude selaku PPTK Dana BOS 
TA.2011 diserahkan kepada terdakwa langsung dengan cek 
tanggal 27 Januari 2011 senilai Rp.950.000.000,00(sembilan ratus 
lima puluh lima juta rupiah) dan oleh saksi Muh Yamin, S.Pd, M.Si 
selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo dengan cek tanggal 
31 Januari 2011 senilai Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta 
rupiah) sesuai permintaan terdakwa kepada saksi Muh.Yamin, 
S.Pd, M.Si dan saksi Nuski Masahude seolah-olah sebagai 
pinjaman terdakwa secara tunai melalui perantara saksi Mustafa 
Alias Buyung sesuai permintaan terdakwa; 
- Bahwa selanjutnya dengan sepengatahuan dan dengan 
persetujuan dari terdakwa kepada saksi Muh.Yamin, S.Pd, M.Si 
untuk menggantikan/menutupi Dana Bos Periode Januari-Maret 
TA.2011 sejumlah Rp.1.025.000.000,00(satu milyar dua puluh lima 
juta rupiah) yang sebelumnya telah diterima oleh terdakwa tersebut, 
maka saksi Muh.Yamin, S.Pd, M.Si memerintahkan saksi 
Muh.Haris,SE (Bendahara Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 
2011) untuk memindahbukukan melalui cek tanggal 7 Maret 2011 
Dana Bantuan Khusus Murid (BKM) TA.2011 sebesar 
Rp.845.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) 
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dan melalui cek tanggal 17 Maret Dana Kas Rutin (UP) Dinas 
Pendidikan Gratis Kota Palopo sebesar Rp.180.000.00,00  
(seratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening Dana BOS TA.2011 
Nomor: 90.002.289.2 pada Bank Sulsel Cabang Palopo; 
- Bahwa denga sepengatahuan dan dengan persetujuan dari 
terdakwa, maka terhadap kekurangan dana BKM TA.2011sebesar 
Rp.845.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) 
tersebut, saksi Muh.Yamin,S.Pd, M.Si memerintahkan saksi 
Muh.Haris,SE untuk menutupi/menggantikan sebagian dana BKM 
TA.2011 tersebut dengan menggunakan pencairan dana Kas Rutn 
Dinas Pendidikan Kota Palopo TA.2011 sebesar 
Rp.253.500.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu 
rupiah) sehingga kekuranganDana BKM.TA 2011 menjadi sebesar 
Rp.591.500,000,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus 
ribu rupiah) dan kekurangan Dana Ka Rutin TA.2011 sebesar 
Rp.433.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu 
rupiah) (Rp.180.000.000,00 + Rp.253.500.000,00) ; 
- Bahwa terdakwa selaku Walikota Palopo Periode 2008-2013 yang 
meminta, menerima dan menggunakan Dana Bos Periode Januari-
Maret 2011 serta perbuatan terdakwa yang mengetahui dan 
menyetujui penggunaan Dana BKM TA.2011 dan dana kas Rutin 
Dinas Pendidikan Kota Palopo TA.2011 guna 
menggantikan/menutupi dana BOS TA.2011 yang sebelumnya 
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terdakwa telah terima, padahal terdakwa mengetahui bahwa 
larangan penggunaan Dana BOS untuk “Dipinjamkan kepada pihak 
lain” sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 37 Tahun 2010, Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan 
Dana BOS TA.2011 pada huruf E Butir 2; 
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengetahui dan menyetujui serta 
meminta dan menggunakan Dana BOS Periode Januari-Maret TA. 
2011 untuk kepentingan pribadi terdakwa seolah-olah sebagai 
pinjaman yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan telah memperkaya diri terdakwa sebesar 
Rp.1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) atau 
setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dan sekaligus telah merugikan 
keuangan negara/daerah sebesar Rp.1.025.000.000,00 (satu 
milyar dua puluh lima juta rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan 
Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan 
Pengelolaan Dana BOS/BKM pada Dinas Pendidikan Kota Palopo 
Tahun Anggaran 2011 Nomor: SR-884/PW21/5/2012, tanggal 20 
November 2012. 
D. Dana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pasar Besar Kota 
Palopo pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo TA.2011: 
- Bahwa Pemerintah Kota Palopo pada Tahun 2011 
menganggarkan Dana pembayaran retribusi IMB Pasar 
Besar Kota Palopo sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu 
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milyar delapan ratus juta rupiah) pada SKPD Dinas 
Pekerjaan Umum Kota Palopo TA.2011 dan berdasarkan 
Surat Rincian Biaya Izin Mendirikan Bangunan tanggal 7 
Februari 2011 dari Staf Teknis IMB pada Kantor Pelayanan 
Terpadu Kota Palopo, jumlah biaya  IMB ditetapkan sebesar 
Rp.1.920.439.535,00(satu milyar sembilan ratus dua puluh 
juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga 
puluh lima rupiah); 
- Bahwa terdakwa yang mengetahui keberadaan dana 
pembayaran retribusi IMB Pasar Kota Palopo dalam DPA 
pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo TA.2011 
kemudian memerintahkan saksi Ir.Muhammad Yusuf P 
selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo dan 
saksi Ira Kusumawardani selaku Bendahara Umum 
Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo untuk 
memproses pencairan dana tersebut yang ditindaklanjuti 
dengan dicairkanya dari kas daerah Pemerintah Kota Palopo 
ke rekening Nomor: 90.002.109 atas nama Bendahara 
Pengeluaran  Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo: Ira 
Kusumawardani pada Bank Sulsel Cabang Palopo sebesar 
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai SP2D 
Nomor 0211/LS,tanggal 23 Februari 2011; 
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- Bahwa terdakwa kemudian memerintahkan saksi Ira 
Kusumawardani untuk menarik secara tunai dana 
pembayaran retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo TA.2011 
dari rekening Nomor: 90.002.109 atas nama Bendahara 
Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo: Ira 
Kusumawardani pada Bank Sulsel Cabang Palopo sebesar 
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk diserahkan 
kepada terdakwa melalui perantara saksi Mustafa Alias 
Buyung dan kemudian memerintahkan saksi Ir.Muhammad 
Yusuf P; Saksi Ira Kusumawardani dan saksi 
Nuryadin,S.H,MH selaku Kepala Pelayanan Terpadu Kota 
Palopo untuk membuat dan menandatangani Kwitansi 
Pembayaran Biaya IMB Pembangunan Pasar Kota Palopo, 
tanggal 23 Februari 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,00 
(satu milyar rupiah) tersebut telah disetorkan ke rekening kas 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo 
Nomor:090.001.12300 pada Bank Sulsel Cabang, padahal 
dana tersebut  diterima oleh terdakwa dan sama sekali tidak 
disetorkan; 
- Bahwa terdakwa selaku Walikota Palopo Periode 2008-2013 
yang memerintahkan pencairan dana IMB Pasar Besar Kota 
Palopo TA.2011 dan memerintahkan penarikan tunai dana 
IMB Pasar Besar Kota Palopo TA.2011 sebesar 
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Rp.1.000.000.00,00 (satu milyar rupiah) untuk diserahkan 
kepada terdakwa seolah-olah sebagai pinjaman sementara, 
padahal terdakwa mengetahui bahwa dana pembayaran IMB 
wajib disetorkan ke kas daerah sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 14 Tahun 2007 
tanggal 28 Juni 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan; 
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memerintahkan pencairan 
dan penarikan dana Pembayaran Retribusi IMB Pasar Besar 
Kota Palopo TA.2011 secara tunai sebesar 
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau setidak-
tidaknya sekitar jumlah itu dan sekaligus telah merugikan 
keuangan negara/daerah sebesar Rp.1.000.000.000,00 
(satu milyar rupiah)  sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 
RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo 
TA.2011 No.40.c/LHP/XIX.MKS/06/2012,tanggal 12 Juni 
2012; 
- Bahwa kemudian pada tahun 2012, terdakwa melakukan 
penyetoran ke kas daerah sebagai pengembalian 
pembayaran IMB Pasar Besar Kota Palopo TA.2011 sesuai 
Bukti Surat Tanda Setoran Pengembalian Pembayaran IMB 
Pasar Besar An.HPA Tenriadjeng, tanggal 16 Agustus 2012 
sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) 
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dan Bukti Surat Tanda Setoran Pengembalian Pembayaran 
IMB Pasar Besar An.HPA Tenriadjeng, tanggal 16 Agustus 
2012 sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), 
sehingga jumlah kerugian keuangan negara/daerah menjadi 
Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) 
(Dana IMB yang diterima terdakwa: Rp.1.000.000.000,00-
Dana IMB yang telah disetorkan 
terdakwa:Rp.150.000.000,00). 
Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berikut: 
1. Undang-undang RI  Nomor 17 Tahun 2003  tentang 
Keuangan Negara: 
- Pasal 3 ayat (1): Keuangan negara dikelola secara 
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, 
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 
bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa 
keadilan dan kepatutan; 
- Pasal 34 ayat (1): Menteri/Pimpinan 
lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti 
melakukan penyimpangan kebijakan yang telah 
ditetapkan dalam undang-undang tentang 
APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam 
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dengan pidana penjara dan denda sesuai 
ketentuan undang-undang; 
- Pasal 35 ayat (1): Setiap pejabat negara dan 
pegawai negari bukan bendahara yang melanggar 
hukum atau melalaikan kewajibannya baik 
langsung atau tidak langsung yang merugikan 
keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian 
dimaksud, 
2. Undang-undang RI No.32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah: 
- Pasal 23 ayat (2): pengelolaan keuangan daerah 
dilakukan secara efisien, efektif, transparan, 
akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada 
peraturan perundang-undangan; 
- Pasal 28 huruf C; Kepala Daerah dilarang 
“melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan 
menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak 
lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan 
yang akan dilakukannya; 
- Pasal 26 huruf f: Kepala daerah dilarang 
menyalahgunakan wewenang yang akan 
dilakukannya. 
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3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah: 
- Pasal 4 ayat (1) “keuangan daerah dikelola secara 
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, 
efisien, ekonomis, efektif, transparan dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan asas 
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk 
masyarakat.” 
- Pasal 54 ayat (2) “pelaksanaan belanja daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, 
efektif, efesien dan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.” 
- Pasal 61 ayat (1) ‘setiap pengeluaran harus 
didukung oleh bukti yang lengkap dan sah 
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang 
menagih.” 
4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah: 
- Pasal 122 Ayat (9): “ setiap SKPD dilarang 
melakukan pengeluaran atas beban anggaran 
daerah tuntuk tujuan lain dari yang telah 
ditetapkan APBD”; 
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- Pasal 132 Ayat (1): “setiap pengeluaran belanja 
atas beban APBD harus didukung dengan bukti 
yang lengkap dan sah”. 
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis: 
- Pasal 17 Ayat 1 dan Ayat (2): “dana 
penyelenggaraan pendidikan gratis dilarang 
digunakan selain peruntukannya, dan komponen 
subsidi penyelenggaraan pendidikan gratis yang 
dilarang sebagaimana dimaksud apada Ayat 1 
adalah huruf c yang dipinjamkan kepada pihak 
lain”. 
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 
2010, Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS 
TA.2011 pada huruf E butir 2 Larangan Penggunaan 
Dana BOS ‘Dipinjamkan kepada pihak lain”. 
7. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 14 Tahun 2007 
tanggal 28 Juni 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan. 
Bahwa perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum 
sebagaimana di atas telah memperkaya terdakwa dan 
sekaligus merugikan keuangan negara/daerah sejumlah 
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Rp.7.763.064.307,00 (tujuh milyar tuju ratus enam puluh tiga 
juta enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah) yaitu: 
1. Dana Pendidikan Gratis TA.2010 : 
Rp.1.846.500.000,00 
2. Dana Pendidikan Gratis TA.2011 : 
Rp.4.041.564.307,00 
3. Dana BOS/BKM TA.20111        : Rp.1.025.000.000,00 
4. Dana IMB Pasar Besar TA.2011: Rp.850.000.000,00 
                 Jumlah :Rp.7.763.064.307,00 
atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu. 
Bahwa perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum 
sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya terdakwa dan sekaligus 
merugikan keuangan negara/daerah sejumlah Rp. 7.763.064.307,00 
(tujuh milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam puluh empat ribu 
tiga ratus tujuh rupiah) yaitu : 
1. Dana Pendidikan Gratis TA.2010: Rp. 1.846.500.000,00 
2. Dana Pendidikan Gratis TA 2011: Rp. 4.041.564.307,00 
3. Dana BOS/BKM TA 2011             : Rp. 1.025.000.000,00 
4. Dana IMB Pasar Besar TA 2011  : Rp.    850.000.000,00 
                                        Jumlah: Rp. 7.763.064.307,00 
 Bahwa terdakwa Drs.H.P.A.Tenriadjeng,M.Si dalam jabatanya 
selaku Walikota Palopo Tahun 2008-2013 berdasar Surat Keputusan 
124 
 
Menteri Dalam Negeri Nomor:131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 
2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan 
Pengangkatan Walikota Palopo, secara bersama-sama dengan saksi 
Muh.Yamin,S.Pd,M.Si dan saksi Ridwan A (yang penuntutanya diajukan 
secara terpisah) pada bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan 
Desember tahun 2012 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2010 
sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota 
Palopo,Jl.K.H.M.Hasyim No.3 Kota Palopo; di Kantor Pelayanan Terpadu 
Kota Palopo, Jl.K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo atau setidak-tidaknya 
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, 
telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa 
perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri 
sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa 
dengan cara-cara sebagai berikut: 
Bahwa terdakwa dalam jabatanya selaku Walikota Palopo 2013 
berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.73-391 
Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian 
dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi 
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Selatan masa jabatan 2008-2013 mempunyai kewajiban selaku Kepala 
Daerah berdasarkan Pasal 27 UU Nomor: 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah antara lain yaitu: 
a. Mentaati dan Menegakan seluruh peraturan perundang-undangan; 
b. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah; 
c. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah; 
d. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; 
Dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 
58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuntungan Daerah dan Pasal 5 
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang 
pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdakwa selaku Kepala 
Pemerintah Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 
Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan 
daerah yang dipisahkan dengan kewenangan yaitu: 
a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; 
b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; 
c. Menetapkan kuasa penggunaan anggaran/barang; 
d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara 
pengeluaran; 
e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan 
penerimaan daerah; 
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f. Menetapkan pejabat yang bertugas  melakukan pengelolaan 
barang milik daerah; dan 
g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian 
atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. 
Bahwa terdakwa selama menjabat selaku Walikota Palopo Periode 
Tahun 2008-2013 dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan dan 
sarana yang ada pada jabatanya telah beberapa kali meminta dan 
menggunakan pencairan sejumlah dana/anggaran yang diperoleh dari 
SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Dinas Pendidikan Kota Palopo 
dan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo yaitu: 
A. Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA.2010: 
- Bahwa Pemerintah Kota Palopo menyelenggarakan Program 
Pendidikan Gratis berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi 
Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Gratis dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kota Palopo Nomor 
04.B/VI/DIKNAS/2008 Tanggal 6 Juni 2008 dengan sumber 
anggaran porsinya 60% berasal dari APBD Provinsi Sulawesi 
Selatan dan 40% berasal dari APBD Kota Palopo, yang mana pada 
TA.2010 dianggarkan sebesar Rp.9.371.322.818,00 (sembilan 
milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu 
delapan ratus delapan belas rupiah) pada SKPD Dinas Pendidikan 
Kota Palopo dengan alokasi dana dan sekolah penerima bantuan 
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yang ditetapkan sesuai Keputusan Walikota Palopo Nomor: 
332/II/2010 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Sekolah 
Penerima Bantuan Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun 
2010, tanggal 24 Februari 2010 yang menyebutkan bahwa dana 
bantuan tersebut disediakan bagi 79 sekolah tingkat SD/MI/SDLB 
dan 27 Sekolah tingkat SMP/MTs/SMPLB untuk tambahan biaya 
operasional sekolah serta insentif tenaga pendidik dan tenaga 
kependidikan; 
- Bahwa dalam pelaksanaan anggaran Pendidikan Gratis Tahun 
2010 terdapat pencairan dana yang tidak tersalur ke sekolah 
penerima bantuan sesuai yang ditetapkan yaitu pencairan dana 
Pendidikan Gratis Triwulan II pada tanggal 13 Agustus 2010 senilai 
Rp.1.847.632.625,-.(satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh 
juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima 
rupiah) sesuai SP2D No.1605/TU, tanggal 13 Agustus 2010. 
- Bahwa atas sepengatahuan dan persetujuan terdakwa selaku 
Walikota Palopo yang sekaligus bertindak sebagai Pemegang 
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada saksi 
Muh.Yamin,S.Pd,M.Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota 
Palopo Tahun 2010, maka saksi Muh.Yamin,S.Pd,M.Si telah 
memerintahkan saksi Abd.Rahman G,Bc.Ak selaku PPTK 
Pendidikan Gratis TA.2010 dan saksi Asran Muhajir,SE selaku 
Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Palopo TA.2010 
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untuk menarik dana sejumlah Rp.1.846.500.000,-.(satu milyar 
delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) secara 
tunai dan bertahap dari rekening nomor: 090.002.000000284.1 atas 
nama Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Palopo: 
Asran Muhajir pada Bank Sulsel Cabang Palopo yaitu: 
- Tanggal 13 Agustus 2010 sebesar Rp.700.000.000 
- Tanggal 16 Agustus 2010 sebesar Rp.707.000.000 
- Tanggal 24 Agustus 2010 sebesar Rp.400.000.000 
- Tanggal 8 September 2010 sebesar Rp.5.000.000 
- Tanggal 27 September 2010 sebesar Rp.10.000.000 
- Tanggal 30 September 2010 sebesar Rp.10.000.000 
- Tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp.14.500.000 
Jumlah:Rp.1.846.500.000 
- Bahwa Penerikan Dana Pendidikan Gratis TA.2010 sejumlah 
Rp.1.846.500.000,-.(satu milyar delapan ratus empat puluh enam 
juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan bertahap  yang tidak 
ditansfer ke rekening sekolah penerima bantuan tersebut kemudian 
digunakan untuk mengganti Dana Tunjangan Guru Non Sertifikasi 
Tahun 2010 sebesar Rp.1.807.000.000,-.(satu milyar delapab ratus 
tujuh juta rupiah) dan Dana Kas Rutin Dinas Pendidikan Kota 
Palopo sebesar Rp.39.500.000,-.(tiga puluh sembilan juta lima 
ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah diserahkan dan diterima 
terdakwa secara bertahap dari saksi Muh.Yamin,S.Pd,M.Si dan 
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saksi Asran Muhajir melalui perantara saksi Mustafa Alias Buyung 
sesuai permintaan terdakwa kepada saksi Muh.Yamin,S.Pd,M.Si 
seolah-olah sebagai pinjaman pribadi terdakwa; 
- Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Walikota Palopo Tahun 2008-
2013 yang mengetahui dan menyetujui penggunaan dana 
Pendidikan Gratis TA.2010 sejumlah Rp.1.846.500.000,-.(satu 
milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) 
untuk tujuan selain yang telah ditetapkan yaitu untuk kepentingan 
terdakwa dalam menutupi Dana Tunjangan Guru Non Sertifikasi 
Tahun 2010 sebesar Rp.1.807.000.000,-.(satu milyar delapan ratus 
tujuh juta rupiah) dan dana Kas Rutin Dinas Pendidikan Kota 
Palopo sebesar Rp.39.500.000,-.(tiga puluh sembilan juta lima 
ratus ribu rupiah) yang terdakwa telah terima sebelumnya, padahal 
terdakwa selaku Walikota Palopo mengetahui dan meninsafi bahwa 
terdakwa selaku Kepala Daerah dilarang”melakukan korupsi,kolusi 
dan nepotisme” dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari 
pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan 
dilakukanya” dan dilarang menyalahgunakan wewenang dan 
melanggar sumpah/janji jabatanya sesuai ketentuan Pasal 28 huruf 
c dan f Undang-undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah”; 
- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa selaku Walikota Palopo 
Periode 2008-2013 yang mengetahui dan menyetujui penggunaan 
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Dana Pendidikan Gratis TA.2010 untuk menutupi Dana Tunjangan 
Guru Non Sertifikasi TA.2010 dan Dana Kas Dinas Pendidikan Kota 
Palopo TA.2010 yang sebelumnya telah terdakwa terima dan 
gunakan sendiri seolah-olah sebagai pinjaman pribadi dengan 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana 
yang ada pada jabatan terdakwa sebagai Walikota Palopo 
sebagaimana tersebut diats telah menguntungkan sebesar 
Rp.1.846.500.000,-.(satu milyar delapan ratus empat puluh enam 
juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu 
sekaligus telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar 
Rp.1.846.500.000,-.(satu milyar delapan ratus empat puluh 
enam juta lima ratus ribu rupiah)sesuai Laporan Hasil 
Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal 
TA.2010 dan 2011 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kota Palopo 
Nomor:66/LHP/XIX.MKS/12/2011, tanggal 2 Desember 2011 dari 
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
B. Dana Pendidikan Gratis Kota Palopo TA.2011: 
- Bahwa Pemerintah Kota Palopo pada TA.2011 telah 
menganggarkan Dana Pendidikan Gratis yang awalnya 
sebesar Rp.8.144.667.320,00 (delapan milyar seratus empat 
puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus 
dua puluh rupiah) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
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(DPA) SKPD Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 
Anggaran 2011 Tanggal 14 Januari 2011, kemudian melalui 
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 
tanggal 31 Oktober 2011 direvisi menjadi sebesar 
Rp.7.628.236.800,00 (tujuh milyar enam ratus dua puluh 
delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus 
rupiah) dengan sumber anggaran porsinya 60% berasal dari 
APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan 40% berasal dari 
APBD Pemerintah Kota Palopo serta alokasi dana dan 
sekolah penerima bantuan yang ditetapkan sesuai 
Keputusan Walikota Palopo Nomor 406/II/2011 tentang 
Penetapan Alokasi Dana dan Sekolah Penerima Bantuan 
Program Pendidikan Gratis Kota Palopo Tahun 2011, 
tanggal 16 Februari 2011 yang menyebutkan bahwa dana 
bantuan tersebut disediakan bagi 79 sekolah tingkat 
SD/MI/SDLB dan 27 Sekolah tingkat SMP/MTs/SMPLB (total 
106 sekolah) untuk tambahan biaya operasional sekolah 
serta insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 
- Bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendidikan Ratis 
Tahun 2011, saksi Ridwan A selaku PPTK (Pejabat Teknis 
Pengelola Kegiatan) Dana Pendidikan Gratis TA.2011 dan 
saksi Muh.Yamin,S.Pd,M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan 
Kota Palopo Tahun 2011 membuka rekening khusus pada 
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Bank Sulsel Cabang Palopo Nomor: 0090.002.000000291-4 
atas nama Ridwan A: Pendidikan Gratis Kota Palopo yang 
hanya dapat dicairkan melalui cek yang ditandatangani oleh 
saksi Ridwan A dan saksi Muh.Yamin,S.Pd,M.Si guna 
menampung pencairan dana pendidikan gratis (SP2D) dari 
rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Palopo sebelum 
disalurkan (ditransfer) ke rekening sekolah penerima; 
- Bahwa dalam pelaksanaan anggaran Pendidikan Gratis 
Tahun 2011 telah dicairkan dana seluruhnya sebesar 
Rp.7.329.253.857,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh 
sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus 
lima puluh tujuh rupiah) dari rekening Kas Daerah 
Pemerintah Kota Palopo ke rekening 
Nomor:0090.002.000000291-4 atas nama Ridwan A: 
Pendidikan Gratis Kota Palopo dan dibayarkan ke rekanan 
dengan perincian SP2D sebagai berikut: 
1. Tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp.1.753.643.302,00. 
2. Tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp. 914.882.189,00. 
3. Tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp. 1.146.092.000,00. 
4. Tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp. 1.753.643.183,00. 
5. Tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp. 1. 446.812.526,00. 
6. Tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp. 306.830.657,00. 
                                Rp.7.321.403.857,00 
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- Bahwa sesuai 6  SP2D dana pendidikan gratis sejumlah 
Rp.7.321.403.857,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh satu juta 
empat ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) di atas 
yang tersalur ke 106 sekolah penerima hanya sebesar 
Rp.1843.377.600,00. (satu milyar delapan ratus empat puluh tiga 
juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) atau 1 Triwulan 
dari 4 Triwulan sedangkan 3 Triwulan tidak tersalur ke 106 sekolah 
penerima bantuan  sesuai yang ditetapkan yaitu sejumlah 
Rp.5.369.750.000,00 (lima milyar tiga ratus enam puluh sembilan 
juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar 
Rp.21.814.307,00 (dua puluh satu juta delapan ratus empat belas 
ribu tiga ratus tujuh rupiah); 
- Bahwa dengan sepengetahuan, persetujuan dan permintaan dari 
terdakwa kepada saksi Muh.Yamin,S.Pd, M.Si, pencairan Dana 
Pendidikan Gratis untuk 3 Triwulan tidak tersalurkan atau tidak 
ditansfer ke 106  rekening sekolah penerima melainkan ditarik 
melalui cek secara tunai dan dipindahbukukan ke rekening-
rekening giro Dinas Pendidikan Kota Palopo kemudian dari 
pencairan giro Dinas Pendidikan Kota Palopo kemudian dari 
pencairan dan pemindahbukuan tersebut antara lain diserahkan 
secara bertahap kepada terdakwa melalui perantara saksi Mustafa 
Alias Buyung dari saksi Muh.Yamin,S.Pd,M.Si dan juga digunakan 
untuk mengganti/menutupi dana-dana dari Dinas Pendidikan Kota 
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Palopo yang sebelumnya telah diterima dan digunakan terdakwa, 
yang seluruhnya berjumlah Rp.5.369.750.000,00 (lima milyar tiga 
ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Walikota Palopo tahun 2008-
2013 yang mengetahui dan menyetuji serta meminta dan menerima 
Dana Pendidikan Gratis TA.2011 yang seluruhnya berjumlah 
Rp.5.369.750.000,00 (lima milyar tiga ratus enam puluh sembilan 
juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tujuan selain yang 
telah ditetapkan yaitu untuk kepentingan terdakwa sendiri dan 
untuk mengganti/menutupi dana-dana dari Dinas Pendidikan Kota 
Palopo yang terdakwa telah terima sebelumnya dengan cara 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana 
yang melekat pada jabatan terdakwa selaku Walikota Palopo, 
padahal terdakwa selaku Walikota Palopo mengetahui dan 
meninsafi bahwa terdakwa selaku Kepala Daerah 
dilarang”melakukan korupsi,kolusi , nepotisme, dan menerima 
uang,barang dan atau/jasa dari pihak lain yang mempengaruhi 
keputusan atau tindakan yang akan dilakukanya” dan dilarang 
menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji 
jabatanya sesuai ketentuan Pasal 28 huruf c dan f Undang-undang 
RI.No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah”; 
- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa selaku Walikota Palopo 
Tahun 2008-2013 yang mengetahui dan menyetuji serta meminta 
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dan menggunakan Dana Pendidikan Gratis TA.2011 untuk 
kepentingan pribadi terdakwa dan mengganti/menutupi dana-dana 
dari Dinas Pendidikan Kota Palopo yang sebelumnya telah 
terdakwa terima dan gunakan sendiri seolah-olah sebagai pinjaman 
priabadi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan 
dan atau sarana yang melekat pada jabatan terdakwa selaku 
Walikota Palopo sebagaimana tersebut di atas telah 
menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp.5.369.750.000,00(lima 
milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh 
ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dan sekaligus 
telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.5.391.564.307,00 
(lima milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam 
puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah) yang terdiri dari: 
1. Penyalahgunaan Dana    : Rp.5.369.750.000,00 
2. Dana yang dikuasai PPTK Ridwan A  :Rp.21.814.307,00 
Jumlah: Rp.5.391.564.307,00 
- Bahwa terhadap kerugian negara Rp.5.391.564.307,00(lima milyar 
tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh empat 
ribu tiga ratus tujuh rupiah) tersebut, terdakwa, saksi 
Muh.Yamin,S.Pd, M.Si dan saksi Ridwan A telah melakukan 
pengembalian dengan cara menyetorkan ke rekening Nomor 
0090.002.000000291-4 atas nama Ridwan A: Pendidikan Gratis 
Kota Palopo pada Bank Sulsel Cabang Palopo sejumlah 
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Rp.1.350.000.000,00(satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) 
dengan rincian sebagai berikut: 
- Tanggal 12 Februari 2012 sebesar Rp.1.200.000.000,00 
- Tanggal 22 Februari 2012 sebesar Rp. 100.000.000,00 
- Tanggal 22 Februari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,00 
                                           Jumlah:Rp. 1.350.000.000,00 
Sehingga kerugian negara/daerah yang belum 
dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp.4.041.564.307,00. 
(empat milyar empat puluh satu juta lima ratus enam puluh 
empat ribu tiga ratus tujuh rupiah). Sesuai LaporanHasil 
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan 
penyimpangan Pengelolaan Dana Pendidikan Gratis Kota 
Palopo Tahun Anggaran 2011 Nomor: SR-479/PW21/5/2012, 
tanggal 13 Juli 2012. 
C. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/ Bantuan Khusus 
Murid (BKM) Kota Palopo TA.2011: 
- Bahwa Pemerintah Kota Palopo TA.2011 menganggarkan Dana 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah-sekolah di kota 
Palopo untuk periode Januari-Maret 2011 sebesar 
Rp.3.025.137.500,00 (tiga milyar dua puluh lima juta seratus tiga 
puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan telah dicairkan dari kas 
daerah Pemerintah Kota Palopo ke rekening Dana BOS Pendidikan 
Kota Palopo Nomor: 90.002.289.2 pada Bank Sulsel Cabang 
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Palopo sebesar Rp.2.140.524.375,00 (dua milyar seratus empat 
puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh 
lima rupiah) sesuai SP2D Nomor 0043/TU, tanggal 27 Januari 2011; 
- Bahwa dari dana BOS TA.2011 sejumlah Rp.2.140.524.375,00 
(dua milyar seratus empat puluh juta lima ratus dua puluh empat 
ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang masuk di rekening 
Dana BOS Pendidikan Kota Palopo periode Januari-Maret 2011, 
yang disalurkan ke sekolah-sekolah hanya sebesar Rp. 
1.115.524.375,00 (satu milyar seratus lima belas juta lima ratus dua 
puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan 
yang tidak tersalur atau tidak diterima sekolah-sekolah adalah 
sejumlah Rp.1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta 
rupiah); 
- Bahwa Dana BOS Periode Januari-Maret TA.2011 sejumlah 
Rp.1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) yang 
tidak tersalur atau tidak diterima sekolah-sekolah oleh karena 
sesuai permintaan terdakwa selaku Walikota Palopo yang sekaligus 
bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 
Daerah kepada saksi Muh.Yamin,S.Pd,M.Si selaku Kepala Dinas 
Pendidikan Kota Palopo Tahun 2011 dan saksi Nuski Masahude 
selaku PPTK Dana BOS TA.2011, dana tersebut diserahkan 
kepada terdakwa langsung dengan cek tanggal 27 Januari 2011 
senilai Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) 
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seolah-olah sebagai pinjaman terdakwa selaku Walikota Palopo, 
lalu pencairan kedua cek tersebut diterima oleh terdakwa secara 
tunai melalui perantara saksi Mustafa Alias Buyung sesuai 
permintaan terdakwa; 
- Bahwa selanjutnya dengan sepengatahuan dan dengan 
persetujuan dari terdakwa selaku Walikota Palopo yang sekaligus 
bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 
Daerah kepada saksi Muh.Yamin S.Pd,M.Si untuk 
menggantikan/menutupi Dana BOS Periode Januari-Maret TA.2011 
sejumlah Rp.1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta 
rupiah) yang sebelumnya telah diterima oleh terdakwa tersebut, 
maka saksi Muh.Yamin,S.Pd,M.Si memerintahkan saksi 
Muh.Haris,SE (Bendahara Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 
2011) untuk memindahbukukan melalui cek tanggal 7 Maret 2011 
Dana Bantaun Khusus Murid (BKM) TA.2011 sebesar 
Rp.845.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) 
dan melalui cek tanggal 17 Maret Dana Kas Rutin (UP) Dinas 
Pendidikan Kota Palopo sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus 
delapan puluh juta rupiah) ke rekening Dana Bos TA.2011 Nomor: 
90.002.289.2 pada Bank Sulsel Cabang Palopo; 
- Bahwa dengan sepengatahuan dan dengan persetujuan dari 
terdakwaa selaku Walikota Palopo yang sekaligus bertindak 
sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, 
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maka terhadap kekurangan dana BKM TA.2011 sebesar 
Rp.845.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) 
tersebut, saksi Muh.Yamin S.Pd, M.Si memerintahkan saksi 
Muh.Haris,SE untuk menutupi/menggantikan sebagian dana BKM 
TA.2011 tersebut dengan menggunakan pencairan dana Kas Rutin 
Dinas Pendidikan Kota Palopo TA.2011 sebesar 
Rp.253.500.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu 
rupiah) sehingga kekurangan Dana BKM  TA.2011 menjadi 
Rp.591.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus 
ribu rupiah) dan kekurangan Dana Kas Rutin TA.2011 sebesar 
Rp.433.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu 
rupiah) (Rp.180.000.000,00 + Rp.253.500.000,00); 
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Walikota Palopo Tahun 2008-
2013 yang meminta; menerima dan menggunakan Dana BOS 
Periode Januari-Maret 2011 serta perbuatan terdakwa yang 
mengetahui dan menyetujui penggunaan dana BKM TA.2011 dan 
dana Kas Rutin Dinas Pendidikan Kota Palopo TA.2011 guna 
mengganti/menutupi DanaBOS TA.2011 yang sebelumnya telah 
terdakwa terima dengan cara menyalahgunakan 
kewenangan,kesempatan dan atau sarana yang melekat pada 
jabatan terdakwa Selaku Walikota Palopo, padahal terdakwa selaku 
Walikota Palopo mengetahui dan menginsafi bahwa terdakwa 
selaku Kepala Daerah dilarang ”melakukan korupsi, kolusi dan 
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nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak 
lain yang akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan 
dilakukanya” dan dilarang menyalahgunakan wewenang dan 
melanggar sumpah/janji jabatanya sesuai ketentuan Pasal 28 huruf 
c dan f Undang-undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah”; 
- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa selaku Walikota Palopo 
Tahun 2008-2013 yang mengetahui dan menyetujui serta meminta 
dan menggunakan Dana BOS periode Januari-Maret TA.2011 
untuk kepentingan pribadi terdakwa seolah-olah sebagai pinjaman 
dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan 
atau sarana yang melekat pada jabatan terdakwa selaku Walikota 
Palopo sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan diri 
terdakwa sebesar Rp.1.025.000.000,00(satu milyar dua puluh lima 
juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dan sekaligus 
telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar 
Rp.1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta 
rupiah)sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan 
Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana BOS/BKM 
pada Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun Anggaran 2011 
Nomor:SR-884/PW21/5/2012, tanggal 20 November 2012. 
D. Dana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pasar Besar Kota 
Palopo pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo TA.2011: 
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- Bahwa Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2011 
menganggarkan Dana Pembayaran retribusi IMB Pasar 
Besar Kota Palopo sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu 
milyar delapan ratus juta rupiah) pada SKPD Dinas 
Pekerjaan Umum Kota Palopo TA.2011 dan berdasarkan 
Surat Rincian Biaya Izin Mendirikan Bangunan tanggal 7 
Februaru 2011 dari Staf Teknis IMB pada Kantor Pelayanan 
Terpadu Kota Palopo, jumlah biaya IMB ditetapkan sebesar 
Rp.1.920.439.535,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh 
juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga 
puluh lima rupiah); 
- Bahwa terdakwa selaku Walikota Palopo yang sekaligus 
bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan 
Keuangan Daerah setelah mengetahui keberadaan dana 
pembayaran retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo dalam 
DPA pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo 
TA.2011 kemudian memerintahkan saksi Ir.Muhammad 
Yusuf P selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo 
dan saksi Kusumawardani selaku Bendahara Pengeluaran 
Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo untuk memperoses 
pencairan dana tersebut yang ditindaklanjuti dengan 
dicairkanya dari kas daerah Pemerintah Kota Palopo ke 
rekening Nomor: 90.002.109 atas nama Bendahara 
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Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo: Ira 
Kusumawardani pada Bank Sulsel Cabang Palopo sebesar 
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai SP2D 
Nomor 0211/LS, tanggal 23 Februari 2011; 
- Bahwa terdakwa selaku Walikota Palopo yang sekaligus 
bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan 
Keuangan Daerah kemudian memerintahkan saksi Ira 
Kusumawardani untuk menarik secara tunai dana 
pembayaran retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo TA.2011 
dari rekening Nomor: 90.002.109 atas nama Bendahara 
Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo: Ira 
Kusumawardani pada Bank Sulsel Cabang Palopo sebesar 
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk diserahkan 
kepada terdakwa melalui perantara saksi Mustafa Alias 
Buyung dan kemudian memerintahkan saksi Ir.Muhammad 
Yusuf P; saksi Ira Kusumawardani dan saksi 
Nuryadin,SH,MH selaku Kepala Pelayanan Terpadu Kota 
Palopo untuk membuat dan menandatangani kwitansi 
pembayaran biaya IMB Pembangunan Pasar Besar Kota 
Palopo, tanggal 23 Februari 2011 sebesar 
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) seolah-olah dana 
pembayaran IMB Pasar Besar Kota Palopo sebesar 
Rp.1.00.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut telah 
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disetorkan ke rekening kas pendapatan asli daerah (PAD) 
Nomor: 090.001.12300 pada Bank Sulsel Cabang Palopo, 
padahal dana tersebut diterima oleh terdakwa dan sama 
sekali tidak disetorkan 
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Walikota Palopo Tahun 
2008-2013 yang memerintahkan pencairan dana IMB Pasar 
Besar Kota Palopo TA.2011 dan memerintahkan penarikan 
tunai dana IMB Pasar Besar Kota Palopo TA.2011sebesar 
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk diserahkan 
kepada terdakwa seolah-olah sebagai pinjaman sementara 
dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan 
dan atau sarana yang melekat pada jabatan terdakwa selaku 
Walikota Palopo, padahal terdakwa selaku Walikota Palopo 
mengetahui dan menginsafi bahwa terdakwa selaku Kepala 
Daerah dilarang ”melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme 
dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain 
yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan 
dilakukanya” dan dilarang menyalahgunakan wewenang dan 
melanggar sumpah/janji jabatanya sesuai ketentuan Pasal 
28 huruf c dan f Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah”; 
- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa selaku 
Walikota Palopo Tahun 2008-2013 yang memerintahkan 
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pencairan dan penarikan dana Pembayaran Retribusi IMB 
Pasar Besar Kota Palopo TA.2011 secara tunai sebesar 
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk diserahkan 
kepada terdakwa dengan cara menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang melekat 
pada jabatan terdakwa selaku Walikota Palopo sebagaimana 
tersebut di atas telah menguntungkan diri terdakwa sebesar 
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau setidak-
tidaknya sekitar jumlah itu dan sekaligus telah merugikan 
keuangan negara/daerah sebesar Rp.1.000.000.000,00 
(satu milyar rupiah) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 
RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo 
TA.2011 No.40c/LHP/XIX.MKS/06/2012, tanggal 12 Juni 
2012; 
- Bahwa kemudian pada tahun 2012, terdakwa 
melakukan penyetoran ke kas daerah sebagai pengembalian 
pembayaran IMB Pasar Besar Kota Palopo TA.2011 sesuai 
Bukti Surat Tanda Setoran Pengembalian Pembayaran IMB 
Pasar Besar Kota Palopo TA.2011 sesuai Bukti Surat Tanda 
Setoran Pengembalian Pembayaran IMB Pasar Besar Kota 
Palopo An.HPA Tenriadjeng, tanggal 16 Agustus 2012 
sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) 
dan Bukti Surat Tanda Setoran Pengembalian Pembayaran 
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IMB Pasar Besar An.HPA Tenriadjeng, tanggal 16 Agustus 
2012 sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), 
sehingga jumlah kerugian keuangan negara/daerah menjadi 
Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta 
rupiah)(Dana IMB yang diterima terdakwa: 
Rp.1.000.000.000,00-Dana IMB yang telah disetorkan 
terdakwa: Rp.150.000.000,00). 
Bahwa perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan dan atau sarana yang melekat pada jabatan terdakwa selaku 
Walikota Palopo sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan diri 
terdakwa dan sekaligus merugikan keuangan negara/daerah sejumlah 
Rp.7.763.064.307,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta 
enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah) yaitu: 
1. Dana Pendidikan Gratis TA.2010: Rp.1.846.500.000,00 
2. Dana Pendidikan Gratis TA.2011: Rp.4.041.564.307,00 
3. Dana BOS/BKM TA.2011 :            Rp.1.025.000.000,00 
4. Dana IMB Pasar Besar TA.2011:   Rp. 850.000.000,00 
Jumlah:Rp.7.763.064.307,00 
Bahwa terdakwa DRS.H.P.A TENRIADJENG,M.Si dalam jabatannya 
selaku Walikota Palopo Periode Tahub 2003-2008 dan periode Tahun 
2008-2013 bersama-sama dengan saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA 
pada tanggal 11 Aprik 2008 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 atau 
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setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan April tahun 2008 
sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010, bertempat di kantor Dinas 
Pendidikan Kota Palopo, Jl.K.H.M. Hasyim No.3 Kota Palopo; di Kantor 
Pelayanan Terpadu Kota Palopo, Jl.K.H.M. Hasyim No. 5 Kota Palopo; di 
Rumah Jabatan Walikota Palopo, Jl.veteran No.45, Kota Palopo; di Kantor 
Bank Central Asia (BCA) Cabang Palopo, di Kantor Bank Negara 
Indonesia (BNI) Cabang Palopo, dan di kantor Bank Sulsel Cabang 
Palopo serta di Kantor Bank BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) 
Supermal Karawaci Tangerang; di Toko “Ratu Mas” Atrium Senen Lt.3 
Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang sesuai 
ketentuan Pasal 84 ayat (2), (3) KUHAP jo Pasal 6 huruf b jo Pasal 35 
ayat (2) UU RI No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pdana 
Korupsi Maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 
Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang 
melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa 
perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri 
sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan seaja 
menepatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, 
menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar 
negeri, atau menukarkan dengan mata uang asing atau perbuatan 
lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 
merupakan hasil tindak pidana koripsi selama terdakwa menjabat  
sebagai Walikota Palopo ke dalam penyedia jasa keuangan atau dari 
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suatu penyedia  jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lainnya, 
baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain dengan 
maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta 
kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 
tindak pidana korupsi selama terdakwa menjabat sebagai Walikota 
Palopo,perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara 
sebagaimana berikut: 
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Walikota Palopo 2 (dua) 
periode yaitu periode pertama Tahun 2003-2008 dan untuk periode 
kedua Tahun 2008-2013 berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor : 131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 
tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan 
Pengangkatan Walikota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, untuk itu 
dalam jabatan terdakwa sebagai Walikota Palopo Periode Tahun 
2008-2013 terdakwa menerima gaji pokok dan tunjangan jabatan 
setiap bulannya sebesar Rp.5.984.000,00 (lima juta  sembilan ratus 
delapan puluh empat ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar 
jumlah itu dan memperolah gaji pensiun PNSsebesar Rp. 
2.000.000,oo (dua juta rupiah) atau setidak0tidakbta sekitar jumlah 
itu; 
- Bahwa terdakwa selain menerima penghasilan resmi dari gaji dan 
tunjangan sebagai Walikota Palopo dan gaji pensiun PNS-nya 
tersebut, pada kurun waktu tahun 2009 s.d tahun 2010 juga 
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memperoleh penghasilan tambahan sejumlah kurang lebih 
Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya atau 
setidak-tidaknya  sekitar jumlah itu dari omzet usaha Air Minum 
dalam Kemasan (AMDK) Merek “Moya” milik terdakwa 
menggunakan nama perusahaan CV.RESKI UTAMA SENTOSA; 
- Bahwa terdakwa dalam kurun waktu tahun 2008-2010 juga 
memperoleh sejumlah uang yang seluruhnya sebesar 
Rp.4.610.428.136,00 (empat milyar enam ratus sepuluh juta empat 
ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) atau 
setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dari pencarian kredit pada 
beberapa Bank dengan menggunakan atas nama terdakwa sendiri 
dan meminjam  nama isteri terdakwa, ANDI RISNA PATEDDUNGI 
TENRIADJENG, anak-anak terdakwa: ANDI VICHY TESSIOJA 
dan ANDI AITA MASYITA sebagai debitur yaitu: 
1. Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank 
Mandiri sebesar Rp.37.500.000,00; 
2. Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank CIMB 
Niaga sebesar Rp.50.000.000,00; 
3. Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank CIMB 
Niaga sebesar Rp.250.000.000,00; 
4. Kredit atas Nama ANDI RISNA PATEDDUNGI 
TENRIADJENG pada Bank CIMB Niaga sebesar  
Rp.50.000.000,00; 
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5. Kredit atas nama ANDI AITA MASYITA pada Bank BNI  
Cabang  Palopo sebesar Rp.1.000.000.000,00; 
6. Kredit atas nama HPA TENRIADJENG pada BNI Cabang 
Palopo sebesar Rp.3.000.000.000,00; 
7. Kredit atas nama PATEDDUNGI ANDI TENRIADJENG 
pada bank CIMB Niaga sebesar Rp. 31.000.000,00; 
8. Kredit atas nama PATEDDUNGI TENRIADJENG pada bank 
Danamon Indonesia sebesar Rp. 47.800.000,00; 
9. Kredit atas nama PATEDDUNGI TENRIADJENG pada Bank 
Sulsel Cabang Palopo sebesar Rp.84.128.136,00. 
- Bahwa terdakwa selain menerima uang dari sumber penghasilan 
resminya, penghasilan tambahan dari usaha AMDK Merek Moya; 
dan pencairan sejumlah kredit sebagaimana tersebut di atas, atas 
terdakwa ternyata juga beberapa kali menerima sejumlah uang dari 
sumber antara lain sebesar Rp.1.846.500.000,00 (satu milyar 
delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang 
diperoleh dari tindak pidana koripsi yang dilakukan oleh terdakwa 
yaitu: 
a. Dana Pendidikan Gratis TA.2010 sebesar 
Rp.1.846.500.000,-. Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 
RI atas Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal TA.2010 
dan 2011(s.d Triwulan III) pada Pemeintah Kota Palopo, 
Nomor : 66/LHP/XIX.MKS/12.2011, tanggal 2 Desember 
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2011 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Selatan; 
Secara tunai dan bertahap dari saksi MUH.YAMIN,S.Pd,M.Si 
(sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2010; Saksi 
ASRANMUHAJIR,SE (bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan 
Kota Palopo Tahun 2010) melalui perantasaan saksi MUSTAFA  
Alias BUYUNG (Staf Pramubakti Rumah Jabatan Walikota Palopo) 
sesuai permintaan terdakwa; 
- Bahwa selain itu, terdakwa selaku Walikota Palopo juga berkali – 
kali telah meminta dan menerima sejumlah uang secara tunai dari 
beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran 
Pemerintah Kota Palopo melalui perantara sakso MUSTAFA Alias 
BUYUNG yang diduga merupakan tindak pidana korupsi yang 
dilakukan oleh terdakwa selama menjabat selaku Walikota Palopo 
2 (dua) periode yaitu Tahun 2003 – 2008 dan Tahun 2008 – 2013;  
- Bahwa setelah menerima sejumlah uang tersebut, terdakwa 
kemudian memerintahkan Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG secara 
bertahap menempatkan sejumlah uang tersebut pada reeking – 
rekening milik terdakwa, keluarga terdakwa dan kerabat terdakwa 
berikut : 
9. Rekening milik terdakwa : 
f. Nomor : 7930199600 atas nama HPA TENDRIADJENG 
pada BCA KCP Palopo; 
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g. Nomor : 7930266722 atas nama HPA TENDRIADJENG 
pada BCA KCP Palopo; 
h. Nomor : 152000180907 atas nama HPA TENRIADJENG 
pada Bank Mandiri; 
i. Nomor : 7777888988 atas nama HPA TENRIADJENG pada 
BNI Cabang Palopo; 
j. Nomor : 0902012209 atas nama HPA TENRIADJENG pada 
Bank SulSelbar Cabang Palopo; 
10. Rekening milik Isteri terdakwa, ANDI RISNA P TENRIADJENG : 
c. Nomor : 7930200098 atas nama ANDI RISNA P 
TENRIADJENG pada BCA KCP Palopo; 
d. Nomor : 87598576 atas nama ANDI RISNA P 
TENRIADJENG pada Bank BNI CCabang Palopo; 
11. Rekening milik anak terdakwa ANDI AITA MASYITA : 
c. Nomor : 0255716242 atas nama ANDI AITA MASYITA pada 
BCA KCU Makassar; 
d. Nomor : 168151095 atas nama ANDI AITA MASYITA pada 
Bank BNI Cabang Palopo; 
12. Rekening milik Manajer AMDK Merek Moya IBRAHIM : 
b. NOMOR : 7930186087 atas nama IBRAHIM pada BCA KCP 
Palopo; 
13. Rekening milik kerabat terdakwa  IRIANWATI : 
152 
 
b. Nomor : 07930203003 atas nama IRIANWATI pada BCA 
KCP Palopo; 
14. Rekening milik Staf Pramubakti Rumah Jabatan Walikota 
Palopo MUSTAFA Alias BUYUNG : 
b. Nomor : 7930166647 atas nama MUSTAFA pada BCA KCP 
Palopo; 
15. Rekening milik Staf Mes.Pemkot Palopo di Jakarta YAHYA 
DJUNAID, SE : 
c. Nomor : 0013468077 atas nama YAHYA DJUNAID, SE 
pada BNI Cabang Kramat Jakarta; 
d. Nomor : 2731449441 atas nama YAHYA DJUNAID, SE 
pada BCA KCP Dewi Sartika Jakarta; 
16. Rekening milik Staf PNS Pemkot Palopo: 
Drs.SUNANDAR,M.Si : 
a. Nomor : 7930063678 atas nama Drs.SUNANDAR,M.Si 
pada BCA KCP Palopo; 
Dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal 
usul uang tersebut atau kepemilikan yang sebenarnya atas uang 
tersebut, setelah itu dengan maksud yang sama terdakwa 
memerintahkan Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG mengirimkan 
sejumlah uang yang ditempatkan di rekening – rekening milik 
terdakwa, keluarga terdakwa dan kerabat terdakwa tersebut di atas 
dengan cara melakukan transfer ATM antar rekening dan setoran 
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tunai dengan tujuan 2 (dua) rekening milik saksi Drs.PIETER NEKE 
DHEY,MA yang dibuka atas kesepakatan antar terdakwa dengan 
saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA untuk menampung seluruh 
transaksi keuangan terdakwa dan Saksi Drs.PIETER NEKE 
DHEY,MA melalui perantara Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG, 
Saksi Drs.SUNANDAR,M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo); Saksi 
Drs.SLAHUDDIN ABADI,M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo); 
RAHMAT RAKES (Sopir Hj.ANDI RISNA / Isteri Drs.H.P.A 
TENRIADJENG,M.Si); Saksi IRIANWATI dan beberapa orang lain 
yang merupakan keluarga/kerabat terdakwa yang seluruhnya 
berjumlah Rp.34.244.400.000,00 (tiga puluh empat milyar dua 
ratus empat puluh empat juta empat ratus rupiah) dengan 
rincian yaitu : 
1. Rekening nomor : 7610419199 atas nama PIETER NEKE 
DHEY pada Bank BCA KCP Supermal Karawaci Tangerang 
pada kurun waktu bulan April 2008 s.d bulan Agustus 2008 
dengan jumlah : Rp.3.096.000.000,00 (tiga milyar Sembilan 
puluh enam juta rupiah) dari transfer dan setoran tunai 
(Rp.191.000.000,00 + Rp.2.905.000.000,00 = 
Rp.3.096.000.000,00) yaitu : 
b. Sesuai permintaan terdakwa telah dilakukan transfer uang 
sejumlah Rp.191.000.000,00 (seratus Sembilan puluh 
satu juta rupiah) dari : 
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7. Rekening Nomor : 7930199600 atas nama HPA 
TENDRIADJENG  sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah 
Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah); 
8. Rekening Nomor : 7930200098 atas nama ANDI RISNA 
P TENRIADJENG sebanyak 2 (dua) kali sebesar 
Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 
9. Rekening Nomor : 7930186087 atas nama IBRAHIM 
sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan jumlah 
Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah); 
10. Rekening Nomor : 7930166647 atas nama MUSTAFA 
sebanyak 2 (dua) kali denga jumlah Rp.27.000.000,00 
(dua puluh tujuh juta rupiah); 
11. Rekening Nomor : 7930138813 atas nama SALAHUDDIN 
ABADI sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah 
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);  
12. Rekening Nomor : 7930063678 atas nama 
Drs.SUNANDAR,M.Si sebanyak 3 (tiga) kali dengan 
jumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 
c. Sesuai permintaan terdakwa telah dilakukan setoran tunai 
uang sejumlah Rp.2.905.000.000,00 (dua milyar Sembilan 
ratus lima juta rupiah) oleh : 
155 
 
1. Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG sebanyak 10 (sepuluh) 
kali dengan jumlah Rp.1.810.000.000,00 (satu milyar 
delapan ratus sepuluh juta rupiah); 
2. Saksi Drs.SUNANDAR,M.Si Alias NANDAR sebanyak 5 
(lima) kali dengan jumlah Rp.720.000.000,00 (tujuh ratus 
dua puluh juta rupiah); 
3. Saksi RAHMAT RAKES sebanyak 2 (dua) kali dengan 
jumlah Rp.375.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima 
juta rupiah). 
2. Rekening Nomor : 7610437375 atas Nama PIETER NEKE 
DHEY pada Bank BCA KCP Supermal Karawaci Tangerang 
pada kurun waktu bulan September 2008 s.d tanggal 21 
Oktober 2010 dengan jumlah Rp.31.148.400.000,00 (tiga 
puluh satu milyar seratus empat puluh delapan juta empat 
ratus rupiah) dari transfer dan setoran tunai 
(Rp.2.095.900.000,00 + Rp.29.052.500.000,00 = 
Rp.31.148.400.000,00), yaitu : 
b. Sesuai permintaan terdakwa telah dilakukan transfer uang 
sejumlah Rp.2.095.900.000,00 (dua milyar Sembilan 
puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari: 
10. Rekening Nomor 7930199600 atas nama HPA Tenriadjeng 
sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta 
rupiah); 
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11. Rekening Nomor: 7930169778 atas nama A.Rahmania Sultan 
sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah Rp.30.000.000,00 (tiga 
puluh juta rupiah); 
12. Rekening Nomor: 7930186087 atas nama Ibrahim sebanyak 60 
(enam puluh) kali dengan jumlah Rp.449.200.000,00 (empat 
ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah); 
13. Rekening Nomor: 7930166647 atas nama Mustafa sebanyak 5 
(lima) kali dengan jumlah Rp.82.200.000,00 (delapan puluh dua 
juta dua ratus ribu rupiah); 
14. Rekening Nomor:7930203003 atas nama Irianwati sebanyak 1 
(satu) kali sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 
15. Rekening Nomor:7930155599 atas nama Irianwati sebanyak 
satu kali sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 
16. Rekening atas nama PT.Murza Utama Sulselra sebanyak 1 
(satu) kali sebesar Rp. 980.000.000,00 (Sembilan ratus delapan 
puluh juta rupiah) 
17. Rekening Nomor: 2731563847 atas nama Muhammad 
sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah Rp.2.500.000,00 
 
c. Sesuai permintaan terdakwa telah dilakukan setoran tunai 
uang sejumlah Rp.29.052.500.000,00 (dua puluh 
Sembilan milyar lima puluh dua juta lima ratus ribu 
rupiah) oleh: 
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11. Saksi Andi Vichy Tessioja (anak terdakwa Drs.HPA Tenriadjeng, 
M.SI) sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.400.000.000,00 (empat 
ratus juta rupiah); 
12. Saksi Mustafa alias Buyung sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) kali 
dengan jumlah Rp.26.193.000.000,00 (dua puluh enam milyar 
seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah); 
13. Saksi Irianwati sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah 
Rp.689.500.000,00 (enam ratus delapan puluh Sembilan juta lima 
ratus ribu rupiah); 
14. Saksi Drs.Sunandar,M.Si alias Nandar sebanyak 5 (lima) kali 
dengan jumlah Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta 
rupiah); 
15. Rahmat Rakes (Palopo) sebanyak 1 (satu) kali sebesar 
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 
16. Hasan (Palopo) sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah 
Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah): 
17. Nasrun sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah); 
18. Tk Dhifa (Palopo) sebanyak satu (satu) kali sebesar 
Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) 
19. Sukarni (Palopo) sebanyak satu (satu) kali sebesar 
Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); 
158 
 
20. Ernawati (Palopo) sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah). 
- Bahwa terdakwa dengan maksud untuk menyembunyikan atau 
menyamarkan asal-usul uang tersebut atau kepemilikan yang 
sebenarnya atas uang tersebut, dalam kurun waktu April tahun 
2008 sampai dengan tanggal 21 Oktober tahun 2010 secara 
bertahap setelah dilakukanya transfer dan setoran tunai sejumlah 
unag pada dua (dua) rekening milik saksi Drs.Pieter Neke Dhey, 
MA yaitu; sebesar Rp.3.096.000.000,00 (tiga milyar Sembilan 
puluh enam juta rupiah)pada rekening Nomor: 7610419199 dan 
sebesar Rp.31.148.400.000,00 (tiga puluh satu milyar seratus 
empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)pada 
rekening Nomor: 7610437375 keduanya atas nama Pieter Neke 
Dhey pada Bank BCA KCP Supermall Karawaci Tangerang, yang 
secara keseluruhan berjumlah Rp.34.244.400.000,00 (tiga puluh 
empat milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus 
ribu rupiah)atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu yang antara 
lain diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukan 
oleh terdakwa atau setidak-tidaknya patut diduga merupakan hasil 
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selama 
menjabat selaku Walikota Palopo 2 (dua) periode: Tahun 2003-
2008 dan Tahun 2008-2013; 
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- Bahwa terdakwa memerintahkan saksi Mustafa Alias Buyung, Saksi 
Drs. Sunandar,M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo); saksi 
Drs.Salahuddin Abadi, M.Si (PNS Pemerintah Kota 
Palopo);Rahmat Rakes (Sopir Hj.Andi Risna/ Isteri Drs.H.P.A 
Tenriadjeng,M.Si); saksi Irianwati dan beberapa orang lain yang 
merupakan keluarga/kerabat terdakwa melakukan transfer dan 
setoran tunai dengan tujuan 2 (dua) rekening milik saksi Drs.Pieter 
Neke Dhey, MA yaitu: Nomor:7610419199 dan Nomor: 
7610437375 keduanya atas nama Pieter Neke Dhey pada Bank 
BCA KCP Supermall Karawaci Tangerang seolah-seolah sebagai 
pembayaran pinjaman dari terdakwa kepada saksi Drs.Pieter Neke 
Dhey, MA sehubungan dengan pendanaan kampanye Pemilihan 
Walikota Palopo Tahun 2008-2013 yang dimenangkan oleh 
terdakwa dan seolah-olah sebagai dana stimulant pencairan 
investasi senilai USD 30.000.000,00 (tiga puluh juta dollar) milik 
Mr.Smith melalui saksi Drs.Pieter Neke Dhey, MA dengan maksud 
menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sejumlah uang 
tersebut, padahal atas sepengetahuan dan persetujuan dari 
terdakwa sejumlah uang dari terdakwa yang keseluruhanya 
berjumlah Rp.34.244.400.000,00 (tiga puluh empat milyar dua 
ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)atau 
setidak-tidaknya sekitar jumlah itu yang masuk 2 (dua) rekening 
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milik saksi Pieter Neke Dhey sesuai data rekening Koran, secara 
bertahap oleh saksi Drs.Pieter Neke Dhey digunakan antara lain: 
1. Tanggal 20 Juni 2008 s.d tanggal 29 Juli 2010: 
Sesuai permintaan terdakwa, saksi Drs.Pieter Neke Dhey, 
MA telah menukarkan uang sejumlah Rp.19.739.820.500,00 
(Sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh Sembilan 
juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus 
rupiah)atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dengan mata 
uang asing/ valas US Dollar dan Baht di Money Changer 
“Toko Ratu Mas” milik saksi Yusdhi Kurniawan di Atrium 
Senen Lt.3 Jakarta Pusat dengan cara pemindahbukuan ke 
rekening giro milik saksi Yusdhi Kurniawan sebanyak 44 
(empat puluh empat) pada Bank BCA KCP Supermall 
Karawaci Tangerang seolah-olah sebagai pembayaran 
pinjaman dari terdakwa kepada saksi Drs.Pieter Neke Dhey, 
MA sehubungan dengan pendanaan kampanye Pemilihan 
Walikota Palopo Tahun 2008-2013 yang dimenangkan oleh 
terdakwa dan seolah-olah sebagai dana stimulant pencairan 
investasi senilai USD. 30.000.000,00 (tiga puluh juta dollar) 
milik Mr.Smith melalui saksi Drs.Pieter Neke Dhey,MA 
dengan maksud meyembunyikan atau menyamarkan asal-
usul sejumlah uang tersebut atau kepemilikan yang 
sebenarnya atas sejumlah uang tersebut, padahal atas 
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sepengatahuan dan persetujuan dari terdakwa sejumlah 
uang dari terdakwa yang keseluruhanya menjadi 
Rp.34.244.400.000,00 (tiga puluh empat milyar dua ratus 
empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) atau 
setidak-tidaknya sekitar jumlah itu yang masuk ke 2 (dua) 
rekening milik saksi Pieter Neke Dhey sesuai data rekening 
Koran, secara bertahap oleh saksi Drs. Pieter Neke Dhey 
digunakan antara lain: 
1. Tanggal 20 Juni 2008 s.d tanggal 29 Juli 2010: 
Sesuai permintaan terdakwa, saksi Drs.Pieter Neke 
Dhey, MA telah menukarkan uang sejumlah 
Rp.19.739.820.500,00 (Sembilan belas milyar tujuh 
ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus dua 
puluh lima ribu lima ratus rupiah)atau setidak-
tidaknya sekitar jumlah itu dengan mata uang asing/ 
valas US Dollar dan Baht di Money Changer “Toko 
Ratu Mas” milik saksi Yusdhi Kurniawan di Atrium 
Senen Lt.3 Jakarta Pusat dengan cara 
pemindahbukuan ke rekening giro milik saksi Yusdhi 
Kurniawan sebanyak 44 (empat puluh empat) kali 
yaitu: 
c. Nomor: 0073011881 atas nama Yusdhi Kurniawan pada 
BCA KCU Tanjung Priok: 
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d. Nomor: 0073210809 atas nama Yusdhi Kurniawan pada 
BCA KCU Tanjung Priok; 
2. Tanggal 10 Maret 2009 s.d tanggal 21 Desember 2009: 
Sesuai permintaan terdakwa, saksi Drs.Pieter Neke Dhey,MA telah 
menukarkan uang sejumlah Rp.7.210.994.500,00 (tujuh milyar 
dua ratus sepuluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat 
ribu lima ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu 
dengan mata uang asing/ valas US Dollar dan Baht di Money 
Changer di Mall Karawaci Tangerang dengan cara transfer 
sebanyak 14 (empat belas) kali ke rekening dengan Nomor: 
1681825580 atas nama Tony; 
3. Tanggal 11 Maret 2009 s.d 12 Juli 2010: 
Sesuai permintaan terdakwa, saksi Drs.Pieter Neke Dhey, MA telah 
menukarkan uang sejumlah Rp.2.334.096.300,00 (dua milyar tiga 
ratus tiga puluh empat juta Sembilan puluh enam ribu tiga 
ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dengan mata 
uang asing/ valas US Dollar dan Baht di Money Changer di Mall 
Karawaci Tangerang dengan cara transfer sebanyak 6 (enam) kali 
ke rekening dengan Nomor: 1681740240 atas nama Suanto; 
4. Tanggal 27 Maret 2009 s.d 30 Maret 2009: 
Sesuai permintaan terdakwa, saksi Drs.Pieter Neke Dhey, Ma telah 
menukarkan uang sejumlah Rp.1.870.695.000,00 (satu milyar 
delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus Sembilan puluh lima 
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ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dengan mata 
uang asing/ valas US Dollar dan Baht di Money Changer Mall 
Karawaci Tangerang dengan cara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke 
rekening Nomor: 6580292265 atas nama Wiwik Komalasari; 
5. Tanggal 15 Januari 2009 s.d tanggal 11 Februari 2010; 
Sepengetahuan terdakwa, saksi Drs.Pieter Neke Dhey, MA telah 
membayarkan uang sejumlah Rp.33.785.405,00 (tiga puluh tiga 
juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima 
rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu untuk pembelian 
tiket pesawat di PT.Dwidaya Forex melalui transfer ATM sebanyak 
8 (delapan) kali ke rekening giro Nomor: 0023022513 atas nama 
PT.Dwidaya Forex; 
6. Tanggal 22 April 2008 s.d tanggal 5 Oktober 2010: 
Sepengetahuan terdakwa, saksi Drs.Pieter Neke Dhey, MA telah 
mentransfer uang sebanyak 70 (tujuh puluh) kali sejumlah 
Rp.116.730.000,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus tiga 
puluh ribu rupiah)kepada Vicelia Tjok dari 2 (dua) rekening yaitu: 
c. Rekening Nomor: 7610419199 atas nama Pieter Neke Dhey 
pada BCA KCP Supermall Karawaci Tangerang sebanyak 
18 (delapan belas) kali dengan jumlah Rp.28.750.000,00 
(dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 
d. Rekening Nomor: 7610437375 atas nama Pieter Neke Dhey 
pada Bank Bca Kco Supermall Karawaci Tangerang 
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sebanyak 52 (lima puluh dua) kali dengan jumlah 
Rp.87.980.000,00 (delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus 
delapan puluh ribu rupiah); 
7. Tanggal 12 November 2009, saksi Drs.Pieter Neke Dhey, MA 
telah mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali sejumlah 
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Nikolaus 
Dopo dari rekening Nomor: 7610437375 atas nama Pieter Neke 
Dhey ke rekening Nomor: 3141011802 atas nama Nikolaus 
Dopo; 
8. Tanggal 14 April 2008, saksi Drs.Pieter Neke Dhey, MA telah 
mentransfer uang sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh 
juta rupiah)kepada Yohana Cathy dari rekening Nomor: 
7610419199 atas nama Pieter Neke Dhey ke rekening Nomor: 
2241428551 atas nama Yohana Cathy; 
9. Tanggal 21 April 2008, saksi Drs. Pieter Neke Dhey, MA telah 
mentransfer uang sebesar Rp.1.054.000,00 (satu juta lima 
puluh empat rupiah)kepada Imelda Febrina dari rekening 
Nomor: 7610419199 atas nama Pieter Neke Dhey ke rekening 
Nomor: 8810222892 atas nama Imelda Febrina; 
10. Tanggal 4 September 2009, saksi Drs. Pieter Neke Dhey, MA 
telah mentransferkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta 
lima ratus ribu rupiah) kepada Masita Darwis dari rekening 
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Nomor: 7610419199 atas nama atas nama Pieter Neke Dhey ke 
rekening Nomor: 3900110951 atas nama Masita Darwis; 
11. Saksi Drs. Pieter Neke Dhey, MA telah mentransfer sejumlah 
uang kepada isteri, anak, keluarga dan kerabat saksi Drs.Pieter 
Neke Dhey,MA yaitu: 
3) Tanggal 14 Januari 2009 s.d 11 Oktober 2010, sebanyak 39 
(tiga puluh Sembilan) kali sejumlah Rp.142.375.000,00 
(seratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima 
ribu rupiah) kepada Isteri saksi Drs.Pieter Neke Dhey, MA, 
Suzanna Maria Widi dari rekening 7610437375 atas nama 
Pieter Neke Dhey ke rekening Nomor: 7610448768 atas 
nama Suzanna Maria Widi; 
4) Tanggal 20 Juni 2008 dan tanggal 8 Oktober 2010, 
Sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali sejumlah 
Rp.40.375.000,00 (empat puluh juta tiga ratus tujuh 
puluh lima ribu rupiah) kepada anak saksi Drs.Pieter Neke 
Dhey, MA, Elisabeth Victoria dari 2 (dua) rekening: Nomor: 
7610419199 dan Nomor: 7610437375 atas nama Pieter 
Neke Dhey ke 2 (dua) rekening milik anak saksi Drs.Pieter 
Neke Dhey, MA Nomor: 1981908029 dan Nomor: 
5725022953 atas nama Elisabeth Victoria; 
18) Tanggal 12 Juli 2010, sebesar Rp.3.050.000,00 (tiga juta 
lima puluh ribu rupiah) kepada adik saksi Drs.Pieter Neke 
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Dhey, MA, Petronela Beo dari rekening Nomor: 7610437375 
atas nama Pieter Neke Dhey ke rekening atas nama 
Petronela Beo; 
19) Tanggal 2 Februari 2009 s.d tanggal 2 Juni 2010, sebanyak 
19 (Sembilan belas) kali sejumlah Rp.19.050.000,00 
(Sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah)kepada adik 
saksi Drs.Pieter Neke Dhey, MA, Remegius Ngilo dari 
rekening Nomor: 7610437375 atas nama Pieter Neke Dhey 
ke rekening atas nama Remigius Ngilo; 
20) Tanggal 13 Oktober 2008 s.d tanggal 24 Juni 2009, 
sebanyak 16 (enaam belas) kali sejumlah  Rp.32.925.000,00 
(tiga puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu 
rupiah) kepada adik saksi Drs.Pieter Neke Dhey, MA, 
Matilde Bupu dari rekening Nomor: 7610437375 atas nama 
Pieter Neke Dhey ke rekening atas nama Matilde Bupu; 
21) Tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta 
rupiah) kepada saudara saksi Drs.Pieter Neke Dhey, MA, 
Valentinus Djawa dari rekening Nomor: 7610437375 atas 
nama Pieter Neke Dhey ke rekening atas nama Valentinus 
Djawa; 
22) Tanggal 18 September 2009 dan 28 Juni 2010, sebanyak 2 
(dua) kali sejumlah Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan 
ratus ribu rupiah) kepada adik sepupu saksi Drs.Pieter 
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Neke Dhey, MA, Bernardetha Boki dari rekening 
Nomor:7610437375 atas nama Pieter Neke Dhey ke 
rekening atas nama Bernardetha Boki; 
23) Tanggal 24 Juni 2010, sebesarRp.5.800.000,00 (lima juta 
delapan ratus ribu rupiah) kepada tante saksi Drs.Pieter 
Neke Dhey, MA, Maria Dopo dari rekening 
Nomor:7610437375 atas nama Pieter Neke Dhey ke 
rekening atas nama Maria Dopo; 
24) Tanggal 21 Juli 2010, sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh 
juta rupiah) kepada ipar saksi Drs.Pieter Neke Dhey, MA, 
Yohannes Nangameka dari rekening Nomor:7610437375 
atas nama Pieter Neke Dhey ke rekening 
Nomor:1211026052 atas nama Yohannes Nangameka; 
25) Tanggal 20 Agustus 2010 s.d  1 Oktober 2010, sebanyak 3 
(tiga) kali sejumlah Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus 
lima puluh ribu rupiah) kepada Marsel Muja dari rekening 
Nomor:7610437375 atas nama Pieter Neke Dhey ke 
rekening Nomor: 0011332942  atas nama Marsel Muja; 
26) Tanggal 11 Februari 2009 s.d 14 Mei 2010, sebanyak 11 
(sebelas) kali sejumlah Rp.23.950.000,00 (dua puluh tiga 
juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening 
Nomor:7610437375 atas nama Pieter Neke Dhey ke 
168 
 
rekening Nomor: 0690134268  atas nama Mikael Laba 
Kleden; 
27) Tanggal 3 Agustus 2009 dan 21 Agustus 2009, sebanyak 3 
(tiga) kali sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari 
rekening Nomor:7610437375 atas nama Pieter Neke Dhey 
ke rekening Nomor: 3140642341 atas nama Servatius 
Lawang; 
28) Tanggal 11 Mei 2010, sebanyak 2 (dua) kali sejumlah 
Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu 
rupiah)dari rekening Nomor: 7610437375 atas nama Pieter 
Neke Dhey ke rekening  Nomor: 7800139711 atas nama 
Meyrio Stulenan; 
29) Tanggal 16 Februari 2010, sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga 
juta rupiah) dari rekening Nomor: 7610437375 atas nama 
Pieter Neke Dhey ke rekening  atas nama JJ Doriseu; 
30) Tanggal 4 Agustus s.d tanggal 11 September 2009 
sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp.12.150.000,00 (dua 
belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening 
Nomor:7610437375 atas nama Pieter Neke Dhey ke 
rekening atas nama Maria Susana Meo; 
31) Tanggal 21 Oktober 2008 s.d tanggal 3 Desember 2008 
sebanyak 4 (empat) kali sejumlah Rp.2.180.000,00 (dua juta 
seratus  delapan puluh ribu rupiah) dari rekening 
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Nomor:7610437375 atas nama Pieter Neke Dhey ke 
rekening atas nama Andris Richard Pel; 
32) Tanggal 14 September 2010 s.d tanggal 15 Oktober 2010 
sebanyak 5 (lima) kali sejumlah Rp.65.000.000,00 (enam 
puluh lima juta rupiah) dari rekening Nomor:7610437375 
atas nama Pieter Neke Dhey ke rekening 
Nomor:6280478928 atas nama Junaidi; 
12. Tanggal 11 April 2008 s.d tanggal 21 Oktober 2010, saksi 
Drs.Pieter Neke Dhey, MA menarik uang secara tunai melalui 
ATM dan buku tabungan serta membayarkan dan 
membelanjakan untuk biaya rumah sakit dan kepentingan 
konsumtif pribadi saksi Drs. Pieter Neke Dhey, MA sendiri di 
RS.ST.Carolus, di Supermal Elizabeth, di Toko Sepatu Bata, di 
Jati Naga Swalayan, di Matahari Atrium, di Hypermart Karawaci, 
di Pizza Hut, di Rumah Makan Suharti dan pada beberapa 
tempat pembelanjaan lainya sebanyak 832 (delapan ratus tiga 
puluh dua) kali dengan jumlah seluruhnya Rp.2.532.397.508,00 
(dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus 
Sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan rupiah)atau 
setidak-tidaknya sekitar jumlah itu. 
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menempatkan dan mentransfer 
uang dengan jumlah seluruhnya Rp.34.244.400.000,00 (tiga puluh 
empat milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus 
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ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu melalui 
perantara saksi Mustafa alias Buyung, saksi Drs.Sunandar, M.Si 
(PNS Pemerintah Kota Palopo); Rahmat Rakes (Sopir Hj.Andi 
Risna Tenriadjeng/ Istri Terdakwa); Saksi Irianwati dan beberapa 
orang lain yang merupakan keluarga/kerabat terdakwa serta 
perbuatan terdakwa yang meminta saksi Drs.Pieter Neke Dhey: 
untuk menukarkan uang sejumlah Rp.31.155.606.300,00 (tiga 
puluh satu milyar seratus lima puluh lima juta enam ratus 
enam ribu tiga ratus rupiah) ke mata uang asing/valas US Dollar 
dan Baht; membayar pembelian tiket pesawat sejumlah 
Rp.33.785.405,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh 
lima ribu empat ratus lima rupiah);transfer sejumlah uang 
kepada isteri, anak, keluarga, kerabat saksi Drs.Pieter Neke Dhey 
dan kepada beberapa pihak lainya denga jumlah seluruhnya 
Rp.659.189.000,00 (enam ratus lima puluh Sembilan juta 
seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) serta 
membayarkan dan membelanjakan untuk biaya rumah sakit dan 
kepentingan konsumtif pribadi saksi Drs.Pieter Neke Dhey sendiri 
dengan jumlah seluruhnya Rp.2.532.397.508,00 (dua milyar lima 
ratus tiga puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta 
lima ratus delapan rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu 
yang diketahuinya merupakan hasil dari tindak pidana korupsi yang 
dilakukan oleh terdakwa atau setidak-tidaknya patut diduga 
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merupakan hasil dari tindak pidana korupsi selama terdakwa 
menjabat Walikota Palopo sebagaimana diuraikan diatas, oleh 
karena tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh serta tidak 
dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa asal-usul uang 
tersebut diperoleh secara sah (legal) 
- Bahwa   terdakwa   DRS.H.P.A.TENRIADJENG.M.Sidalam 
jabatannya selaku Walikota Palopo Periode Tahun 2008-2013 
berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.73-
391 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang Pengesahan 
Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo 
Provinsi Sulawesi Selatan bersama-sama dengan saksi Drs. 
PIETER NEKE DHEY.MA pada tanggal 22 Oktober 2010 sampai 
dengan tanggal 14 Februari tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada 
waktu-waktu lain antara tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan 
bulan Februari tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan 
Kota Palopo, JI.K.H.M.Hasyim No.3 Kota Palopo; di Kantor 
pelayanan Terpadu Kota Palopo, JI.K.H.M.Hasyim No.5 Kota 
Palopo; di Rumah Jabatan Walikota Palopo, Jl.Veteran No.45 Kota 
Palopo; di Kantor Bank Central Asia (BCA) Cabang Palopo, di 
Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Palopo, dan di Kantor 
Bank Sulsel Cabang Palopo serta di Kantor Bank BCA Kantor 
Cabang Pembantu (KCP) Supermal Karawaci Tangerang; di Toko 
"Ratu Masr Atrium Senen Lt.3 Jakarta Pusat; dan di ITC Permata 
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Hijau Jakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang 
sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2); (3) KUHAP jo Pasal 6 huruf b jo 
Pasal 35 ayat (2) UU Rl No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan 
Tindak. Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan 
mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan atau turut serta 
melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga 
merupakan beberapa kejahatan, berupa menempatkan, 
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, 
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah 
bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau 
perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut 
diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi selama terdakwa 
menjabat sebagai Walikota Palopo dengan tujuan 
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, 
perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara 
sebagaimana berikut :  
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Walikota Palopo Periode Tahun 
2008-2013 berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
: 131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang Pengesahan 
pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo 
provinsi Sulawesi Selatan, untuk itu dalam jabatan terdakwa 
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sebagai Walikota Palopo Periode Tahun 2008-2013 terdakwa 
menerima gaji pokok da. tunjangan jabatan setiap bulannya 
sebesar Rp.5.984.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh 
empat ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dan 
memperoleh gaji pensiun PNS sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta 
rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;  
- Bahwa terdakwa selain menerima penghasilan resmi dari gaji dan 
tunjangan sebagai Walikota Palopo dan gaji pensiun PNS-nya 
tersebut, pada kurun waktu tahun 2010 s.d tahun 2011 juga 
memperoleh penghasilan tambahan sejumlah kurang lebih 
Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya atau 
setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dari omzet usaha Air Minum 
dalam Kemasan (AMDK) Merek "Moya" milik terdakwa dengan 
menggunakan nama perusahaan CV.RESKI UTAMA SENTOSA ;  
- Bahwa terdakwa dalam kurun waktu tahun 2008-2012 juga 
memperoleh sejumlah uang yang seluruhnya sebesar 
Rp.4.610.428.136,00 (empat milyar enam ratus sepuluh juta empat 
ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah) atau 
setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dari pencairan kredit pada 
beberapa Bank dengan menggunakan nama terdakwa sendiri dan 
meminjam nama isteri terdakwa, ANDI RISNA PATEDDUNGI 
TENRIADJENG, anak-anak terdakwa   :  ANDI  VICHY TESSIOJA 
dan ANDI  AITA MASYITA sebagai Debitur yaitu :  
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1. Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank Mandiri 
sebesar Rp.37.500.000,00; 
2. Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank CIMB Niaga 
sebesar Rp.50.000.000,00; 
3. Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank CIMB Niaga 
sebesar Rp.250.000.000,00; 
4. Kredit atas nama ANDI RISNA PATEDDUNGI TENRIADJENG 
pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp.50.000.000,00; 
5. Kredit atas nama ANDI AITA MASYITA pada Bank BNI Cabang 
Palopo sebesar Rp. 1.000.000.000,00; 
6. Kredit atas nama H.P.A TENRIADJENG pada BNI Cabang Palopo 
sebesar Rp.3.000.000.000,00; 
7. Kredit atas namaPATEDDUNG! ANDI TENRIADJENG pada Bank 
CIMB Niaga sebesar Rp.31.000.000,00; 
8. Kredit atas nama PATEDDUNGI TENRIADJENG pada Bank 
Danamon Indonesia sebesar Rp.47.800.000,00; 
9. Kredit atas nama PATEDDUNGI TENRIADJENG pada Bank Sulsel 
Cabang Palopo sebesar Rp.84.128.136,00. 
- Bahwa terdakwa selain menerima uang dari sumber penghasilan 
resminya, penghasilan tambahan dari usaha AMDK Merek Moya; 
dan pencairan sejumlah kredit sebagaimana tersebut diatas, 
terdakwa ternyata juga beberapa kali menerima sejumlah uang dari 
sumber yang antara lain sebesar Rp.7.394.750.000,00 (tujuh milyar 
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tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu 
rupiah) yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan 
oleh terdakwa yaitu: 
a. Dana Pendidikan Gratis TA.2011  sebesar Rp.5.369.750.000,-. 
sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 
BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-
479/PW21/5/2012 Tanggal 13 Juli 2012; 
b. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA.2011 sebesar 
Rp.1.025.000.000,-. sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian 
Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor: SR-884/PW21/5/2012 Tanggal 20 Nopember 2012; 
c. Dana Pembayaran Retribusi 1MB Pasar Besar Kota Palopo Tahun 
Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,-. (satu milyar rupiah) 
sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Rl atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo TA.2011 Nomor : 
40.C/LHP/XIX.MKS/06/2012, tanggal 12 Juni 2012 dari Badan 
Pemeriksa Keuangan Ri Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 
secara tunai dan bertahap dari Saksi MUH.YAMIN.S.Pd.M.Si 
(Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2011); Saksi 
RIDWAN A (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Program 
Pendidikan Gratis TA.2011); Saksi NUSKI MASAHUDE (Pejabat 
Pelaksana Teknis Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah TA.2011) 
dan Saksi IRA KUSUMA WARDANI (Bendahara Pengeluaran 
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Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo TA.2011) melalui perantaraan 
saksi MUSTAFA Alias BUYUNG (Staf Pramubakti Rumah Jabatan 
Walikota Palopo) sesuai permintaan terdakwa; 
- Bahwa selain itu, terdakwa selaku Walikota Palopo juga berkali-kali 
telah meminta dan menerima sejumlah uang secara tunai dari 
beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran 
Pemerintah Kota Palopo melalui perantara Saksi MUSTAFA Alias 
BUYUNG   yang   diduga   merupakan   tindak   pidana   korupsi   
yang dilakukan oleh terdakwa atau setidak-tidaknya patut diduga 
merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa 
selama menjabat selaku Walikota Palopo periode Tahun 2008-
2013;  
- Bahwa setelah menerima sejumlah uang tersebut, terdakwa 
kemudian memerintahkan Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG secara 
bertahap menempatkan sejumlah uang tersebut pada rekening-
rekening milik terdakwa, keluarga terdakwa dan kerabat terdakwa 
berikut : 
1. Rekening milik terdakwa : 
a. Nomor : 7930199600 atas nama HPA TENRIADJENG pada 
BCA KCP Palopo; 
b. Nomor : 7930266722 atas nama HPA TENRIADJENG pada 
BCA KCP Palopo; 
c. Nomor: 1520000180907 atas nama HPA TENRIADJENG pada 
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Bank Mandiri; 
d. Nomor: 7777808988 atas nama HPA TENRIADJENG pada BNI 
Cabana, Palopo 
e. Nomor : 0902012209 atas nama HPA TENRIADJENG pada 
Bank Sulselbar Cabang Palopo; 
2. Rekening milik Isteri terdakwa, ANDI RISNA P TENRIADJENG : 
a. Nomor : 7930200098 atas nama ANDI RISNA P 
TENRIADJENG pada BCA KCP Palopo; 
b. Nomor : 87598576 atas nama ANDI RISNA P TENRIADJENG 
pada Bank BNI Cabang Palopo; 
3. Rekening milik anak terdakwa : ANDI AITA MASYITA : 
a. Nomor : 0255716242 atas nama ANDI AITA MASYITA pada 
BCA KCU Makassar; 
b. Nomor : 168151095 atas nama ANDI AITA MASYITA pada 
Bank BNI Cabang Palopo; 
4. Rekening milik Manajer AMDK Merek Moya : IBRAHIM 
a. Nomor : 7930186087 atas nama IBRAHIM pada BCA KCP 
Palopo; 
5. Rekening milik kerabat terdakwa : IRIANWATI: 
a. Nomor : 07930203003 atas nama IRIANWATI pada BCA KCP 
Palopo; 
6. Rekening milik Staf Pramubakti Rumah Jabatan Walikota Palopo : 
MUSTAFA Alias BUYUNG : 
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a. Nomor : 7930166647 atas nama MUSTAFA pada BCA KCP 
Palopo 
7. Rekening milik Staf Mes Pemkot Palopo di Jakarta : YAHYA 
DJUNAID.SE : 
a. Nomor: 0013468077 atas nama YAHYA DJUNAID pada BNI 
Cabang Kramat Jakarta; 
b. Nomor: 2731449441 atas nama YAHYA DJUNAID pada BCA 
KCP Dewi Sartika Jakarta; 
8. Rekening milik Staf PNS Pemkot Palopo : Drs.SUNANDAR.M.Si 
a. Nomor : 7930083878 atas nama Drs.SUNANDAR pada BCA 
KCP Palopo;  
dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul 
uang tersebut atau kepemilikan yang sebenarnya atas uang tersebut, 
setelah itu dengan maksud yang sama terdakwa memerintahkan Saksi 
MUSTAFA Alias BUYUNG mengirimkan sejumlah uang yang ditempatkan 
di rekening-rekening milik terdakwa, keluarga terdakwa dan kerabat 
terdakwa tersebut di atas dengan cara melakukan transfer ATM antar 
rekening dan setoran tunai dengan tujuan rekening milik saksi 
Drs.PIETER NEKE DHEY.MA yang dibuka atas kesepakatan antara 
terdakwa dengan Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY.MA untuk menampung 
seluruh transaksi keuangan terdakwa dan Saksi Drs.PIETER NEKE 
DHEY.MA melalui perantara Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG, Saksi 
Drs.SUNAMDAR,M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo); Saksi 
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Drs.SALAHUDDIN ABADl.M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo); 
RAHMAT RAKES (Sopir Hj.ANDI RISNA /Isteri Drs.H.P.A 
TENRIADJENG.M.Si); Saksi IRIANWATI dan beberapa orang lain yang 
merupakan keluarga/kerabat terdakwa yang seluruhnya berjumlah 
Rp.11.886.250.000,00 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh enam 
juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu : 
1. Rekening Nomor: 7010437375 atas nama PIETER NEKE DHEY 
pada Bank BCA KCP Supermal Karawaci Tangerang pada kurun 
waktu tanggal 22 Oktober 2010 s.d bulan Februari 2013 dengan 
jumlah : Rp.11.886.250.000,00 (sebelas milyar delapan ratus 
delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari 
transfer dan setoran tunai (Rp.2.642.250.000,00+9.244.000.000,00) 
a. Sesuai permintaan terdakwa, telah dilakukan transfer uang 
sejumlah Rp.2.642.250.000,00 (dua milyar enam ratus empat 
puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari: 
1. Rekening Nomor 7930266722 atas nama PA 
TENRIADJENG sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah 
Rp.15.000.000,00. (dua belas juta rupiah); 
2. Rekening Nomor : 7930200098 atas nama ANDI RISNA P 
TENRIADJENG sebanyak 7 (tujuh). sebesar Rp. 
189.500.000,00. (seratus delapan puluh sembilan juta lima 
ratus ribu rupiah); 
3. Rekening Nomor : 7930186087 atas nama IBRAHIM 
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sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) kali dengan jumlah 
Rp. 1.295.750 000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh 
lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 
4. Rekening Nomor : 7930166647 atas nama MUSTAFA 
sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali dengan jumlah 
Rp.581.100.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta 
seratus ribu rupiah); 
5. Rekening Nomor : 7930286006 atas nama MUSTAFA 
sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp.20.000.000,00 (dua 
puluh juta rupiah); 
6. Rekening atas nama MUSTAFA sebanyak 1 (satu) kali 
dengan jumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah); 
7. Rekening Nomor : 7930203003 atas nama IRIANWATI 
sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus 
lima puluh juta rupiah); 
8. Rekening Nomor: 7930207602 atas nama RONI sebanyak 3 
(tiga) kali dengan jumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta 
rupiah); 
9. Rekening Nomor : 2731449441 atas nama YAHYA 
DJUNAID sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.5.000.000,00 
(lima juta rupiah); 
10. Rekening Nomor : 2731563847 atas nama MUHAMMAD 
sebanyak 8 (delapan) kali dengan jumlah Rp. 19.000.000,00 
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(Sembilan belas juta rupiah); 
11. Rekening Nomor: 03900260759 atas nama AMIR JUNAID 
(Makassar) sebanyak 1 (satu) kali sebesar 
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 
12. Rekening Nomor : 6240442700 atas nama TKCCA Social 
sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp.11.900.000,00 (sebelas 
juta Sembilan ratus ribu rupiah); 
13. Rekening Nomor : 6280478928 atas nama JUNAIDI 
sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp.8.500.000,00 (delapan 
juta lima ratus ribu rupiah); 
b. Sesuai permintaan terdakwa telah dilakukan setoran tunai uang 
sejumlah Rp.9.244.000.000,00 (Sembilan milyar dua ratus 
empat puluh empat juta rupiah) oleh : 
1. Saksi ANDI VICHY TESSIOJA (Anak Saksi Drs.HPA 
TENRlADJENG.M.Si) sebanyak 1 (satu) kali sebesar 
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 
2. Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG sebanyak 47 (empat puluh 
tujuh) kali dengan jumlah Rp.7.224.000,000,00 (tujuh milyar 
dua ratus dua puluh empat juta rupiah); 
3. Setoran Kliring tanggal 16-02-2012 sebesar 
Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); 
4. MUHLIS (Makassar) sebanyak 1 (satu) kali sebesar 
Rp.20.000 000,00 (dua puluh juta rupiah); 
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5. MUHAMMAD sebanyak 1 (satu) kali sebesar 
Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
- Bahwa terdakwa memerintahkan Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG, 
Saksi Drs.SUNANDAR.M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo); Saksi 
Drs. SALAHUDDIN  ABADI.M.Si  (PNS  Pemerintah  Kota  
Palopo); RAHMAT    RAKES    (Sopir    Hj.ANDI    RISNA    Isteri 
Drs.H.P.A TENRIADJENG.M.Si); Saksi IRIANWATI dan beberapa 
orang lain yang merupakan keluarga/kerabat terdakwa melakukan 
transfer dan setoran tunai dengan tujuan rekening milik saksi 
Drs.PIETER NEKE DHEY.MA Nomor : 7610437375 atas nama 
PIETER NEKE DHEY pada Bank BCA KCP Supermal Karawaci 
Tangerang seolah-olah sebagai   pembayaran   pinjaman   dari   
terdakwa   kepada   Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY.MA 
sehubungan  dengan  pendanaan kampanye   Pemilihan  Walikota  
Palopo Tahun  2008-2013  yang dimenangkan oleh terdakwa dan 
seolah-olah sebagai dana stimulan pencairan investasi senilai US $ 
30.000.000,00 (tiga puluh juta US  Dollar) milik Mr.SMITH melalui 
Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY.MA dengan maksud 
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sejumlah uang 
tersebut atau kepemilikan yang sebenarnya atas sejumlah   uang   
tersebut,   padahal   atas   sepengetahuan   dan persetujuan dari 
terdakwa sejumlah uang dari terdakwa yang masuk ke rekening 
milik Saksi PIETER NEKE DHEY sesuai data rekening koran,   
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secara  bertahap  oleh  Saksi  Drs.PIETER  NEKE  DHEY 
digunakan antara lain:  
a. Tanggal 21 Desember 2010 s.d tanggal 14 Agustus 2012 : 
Sesuai permintaan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE 
DHEY.MA, telah menukarkan uang sejumlah Rp. 7.915.939,000,00 
(tujuh milyar sembilan ratus lima betas juta sembilan ratus sembilan puluh 
sembilan ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dengan mata 
uang asing/valas US Dollar dan Bant di Money Changer "Toko Ratu Mas" 
milik saksi YUSDHI KURNIAWAN   di Atrium Senen Lt.3 Jakarta Pusat 
dengan cara pemindah bukuan Ke Rekening giro milik Saksi YUSDHI 
KURNIAWAN sebanyak 21 (dua puluh satu) kali yaitu: 
3. Nomor: 0073011881 atas nama YUSDHI KURNIAWAN pada 
BCA KCU Tanjung Priok; 
4. Nomor: 0073210809 atas nama YUSDHI KURNIAWAN pada 
BCA KCU Tanjung Priok; 
b. Tanggal 22 Juni 2012 s.d tanggal 27 Agustus 2012 : 
Sesuai permintaan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE 
DHEY.MA, telah menukarkan uang sejumlah Rp. 849.774.500,00 
(delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat 
ribu lima ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar   jumlah    itu dengan 
mata uang asing/valas US Dollar dan Baht di Money Changer di Mall 
Karawaci Tangerang dengan cara transfer sebanyak 4 (empat) kali   ke  
rekening   Nomor  :   6300398888  atas   nama  TEDDY KURNIAWAN;  
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c. Sesuai permintaan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY.MA,   
membayarkan uang sejumlah Rp.1.706,000.000,00 (satu milyar 
tujuh ratus enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah 
itu untuk pembelian emas batangan seberat 4.000 (empat ribu) 
gram di PT.Sinar Rejeki Handal milik Saksi AMRl NGADIMAN yang 
melayani jual beli emas batangan secara on line dengan web site : 
www.antamqoid.com dan penyerahannya diterima di ITC Permata 
Hijau dengan cara transfer ke rekening Nomor :  1087519899 atas 
nama INDRA pada BCA KCP Kisamaun Tangerang dengan rincian: 
1. Tanggal 7 Juni 2011 melalui Rekening Nomor: 7610437375 atas 
nama PIETER NEKE DHEY sebesar Rp.800.000.000,00 
(delapan ratus juta rupiah); 
2. Rekening milik Saksi YAHYA DJUNAID sebanyak 2 (dua) kali 
dengan jumlah Rp.906.000.000,00 (sembilan ratus enam juta 
rupiah) 
d. Tanggal 28 Januari 2011 s.d tanggal 28 Desember 2011 : 
Sepengetahuan terdakwa, Saksi Drs.PlETER NEKE DHEY.MA, 
telah mentransfer uang sebanyak 18 (delapan belas) kali 
sejumlah Rp. 105.500.000.00 (seratus lima juta lima ratus ribu 
rupiah) kepada FARIDA dari rekening Nomor : 7610437375 
atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor : 
2440155238 atas nama FARIDA; 
e. Tanggal 29 Oktober 2010 s.d tanggal 17 September 2012 : 
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Sepengetahuan terdakwa, Saksi Drs.PlETER NEKE DHEY.MA, 
telah mentransfer uang sebanyak 202 (dua ratus dua) kali 
sejumlah Rp. 867.250.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh 
juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada JUNAIDI dari 
rekening Nomor: 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY 
ke rekening Nomor: 6280478928 atas nama JUNAIDI; 
f. Tanggal 13 Agustus 2012 s.d tanggal 23 Agustus 2012 : 
Sepengetahuan terdakwa, Saksi Drs.PlETER NEKE DHEY.MA, 
telah mentransfer uang sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp. 
20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada CAHYANI TRI 
APRISA dari rekening Nomor: 7610437375 atas nama PIETER 
NEKE DHEY ke rekening Nomor : 91130891515 atas nama 
CAHYANI TRI APRISA; 
g. Tanggal 19 Oktober 2012 dan 24 Oktober 2012, sepengetahuan 
terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY.MA, telah mentransfer 
sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta 
rupiah) kepada FEBRI SKOLASTIKA dari rekening Nomor: 
7610437375 atas nana PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor : 
4501337140 atas nama FEBRI SKOLASTIKA; 
h. Sesuai permintaan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY.MA, 
telah mengirimkan kembali sejumlah Rp.1.440.500.000,00 {satu 
milyar empat ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada 
terdakwa dari rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER 
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NEKE DHEY melalui transfer dengan menggunakan rekening 
berikut: 
1. Tanggal 5 Januari 2012 s.d tanggal 17 Januari 2013 melalui 
Rekening Nomor : 7930186087 atas nama IBRAHIM sebanyak 
6 (enam) kali dengan jumlah Rp.55.500.000,00 (lima puluh lima 
juta lima ratus ribu rupiah); 
2. Tanggal 17 Februari 2012 melalui Rekening Nomor : 
7930203003 IRIANWATI sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu 
milyar dua ratus juta rupiah). 
3. Tanggal 17 Februari 2012, sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp. 
185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) melalui 
rekening Nomor : 0351408170 atas nama DINCE KUMENDON. 
selanjutnya setelah sejumlah  uang yang dikirimkan kembali kepada  
terdakwa  melalui  transfer dari  rekening  milik  Saksi Drs.PIETER NEKE 
DHEY.MA ke rekening atas nama IBRAHIM; rekening atas nama 
IRIANWATI dan rekening atas nama DINCE KUMENDON tersebut masuk 
dan diterima, maka sesuai permintaan terdakwa uang tersebut ditarik 
secara tunai dari rekening-rekening tersebut untuk selanjutnya digunakan 
untuk : 
1. Pengembalian Dana Pendidikan Gratis TA.2011 sejumlah 
Rp. 1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta 
rupiah) dengan cara terdakwa memerintahkan Saksi 
MUSTAFA Alias BUYUNG menyetorkannya ke rekening 
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Nomor : 0090.002.000000291-4 atas nama RIDWAN A : . 
Pendidikan Gratis Kota Palopo dengan rincian : 
- Tanggal 17 Februari 2012 sebesar  Rp. 1.200.000.000,00 
- Tanggal 22 Februari 2012 sebesar   Rp.    100.000.000,00 
- Tanggal 22 Februari 2012 sebesar  Rp.      50.000.000.00 
                                                             Jumlah : Rp.  1.350.000.000,00 
2. Pengembalian Dana Retribusi 1MB Pasar Besar Kota Palopo 
sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) 
dengan cara terdakwa memerintahkan Saksi MUSTAFA Alias 
BUYUNG menyetorkannya ke rekening kas daerah Nomor : 
0900010000123005 atas nama PAD Kotamadya Palopo 
dengan rincian : 
- Tanggal 03 Agustus 2012 sebesar  Rp. 110.000.000,00 
- Tanggal 16 Agustus 2012 sebesar  Rp.  40.000.000.00 
 Jumlah:       Rp. 150.000.000,00 
dan yang selebihnya digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi 
Drs.H.P.ATENRIADJENG.M.Si;  
i. Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY.MA telah mentransfer sejumlah 
uang kepada isteri anak, keluarga dan kerabatnya yaitu : 
1. Tanggal 19 Nopember 2010 s.d 30 Januari 2013, sebanyak 51 
(lima puluh satu) kali sejumlah Rp.126.200.000,00 (seratus dua 
puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) kepada Isteri Saksi 
Drs.PIETER NEKE DHEY.MA, SUZANNA MARIA WIDI dari 
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rekening 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke 
rekening Nomor : 7610448768 atas nama SUZANNA MARIA 
WIDI; 
2. Tanggal 19 Nopember 2010 s.d tanggal 16 April 2012, 
sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh 
ratus Hma puluh ribu rupiah) kepada anak Saksi Drs.PIETER 
NEKE DHEY.MA, ELISABETH VICTORIA dari rekening Nomor 
: 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening 
Nomor : 5725022953 atas nama ELISABETH VICTORIA; 
3. Tanggal 22 Nopember 2010 s.d tanggal 21 September 2012, 
sebesar Rp.29.425.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus 
dua puluh lima ribu rupiah) kepada adik Saksi Drs.PIETER 
NEKE DHEY.MA, PETRONELA BEO dari rekening Nomor : 
7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas 
nama PETRONELA BEO ; 
4. Tanggal 28 Februari 2011 s.d tanggal 06 April 2011, sebesar 
Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada adik Saksi 
Drs.PIETER NEKE DHEY.MA, MEO GENOVEVA dari rekening 
Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke 
rekening atas nama MEO GENOVEVA; 
5. Tanggal 13 Januari 2012 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta 
Uma ratus ribu rupiah) kepada Saudara Saksi Drs.PIETER 
NEKE DHEY.MA, ALEXIUS DJAWA dari rekening Nomor : 
189 
 
7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening 
Nomor 6380134029 atas nama ALEXIUS DJAWA; 
6. Tangga! 19 Januari 2011 s.d 19 September 2011, sebanyak 3 
(tiga) kali sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu 
rupiah) kepada keponakan Saksi Drs. PIETER NEKE 
DHEY.MA, LABERTUS SIGASARE dari rekening Nomor : 
7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas 
nama LABERTUS SIGASARE ; 
7. Tanggal 10 Nopember 2010 dan 16 Maret 2012, sebanyak 2* 
(dua) kali sejumlah Rp.5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu 
rupiah) kepada MIKAEL LABA KLEDEN dari rekening Nomor : 
7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas 
nama MIKAEL LABA KLEDEN; 
8. Tangga! 12 Januari 2011 dan 24 Januari 2011, sebanyak 2 
(dua) kali sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu 
rupiah) kepada MARSEL MUJA dari rekening Nomor : 
7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening 
nomor: 0011332942 atas nama MARSEL MUJA ; 
9. Tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta 
rupiah) kepada SERVATIUS LAWANG dari rekening Nomor : 
7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening 
nomor : 3140642341 atas nama SERVATIUS LAWANG; 
10. Tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp.1.450.000,00 (satu juta 
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empat ratus lima puluh ribu rupiah dari rekening  Nomor : 
7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening atas 
nama RINA (Kupang). 
j. Tanggal 1 Nopember 2010 s.d tanggal 14 Februari 2013, Saksi 
Drs.PIETER NEKE DHEY.MA telah menarik uang secara tunai 
melalui ATM  dan  buku  tabungan  serta  membayarkan  dan 
membelanjakan   untuk   biaya   rumah   sakit  dan   kepentingan 
konsumtif pribadi Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY,MA sendiri di 
RS. ST.Carolus, di Supermal Elizabeth, di Toko Sepatu Bata, di Jati 
Naga Swalayan, di Matahari Atrium, di Hypermart Karawaci, di 
Pizza Hut, di Rumah Makan Suharti dan pada beberapa tempat 
perbelanjaan lainnya sebanyak 1.081 (seribu delapan puluh satu) 
kali dengan jumlah seluruhnya Rp.1.815.606.837,00 (satu milyar 
delapan ratus lima belas juta enam ratus enam juta delapan ratus 
tiga puluh tujuh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu; 
k. Sepengetahuan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY.MA, 
pada tanggal  14 Februari 2013 menutup rekening Nomor : 
7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY pada BCA KCP 
Supermal Karawaci dengan saldo tutup rekening sebesar 
Rp.7.647.839,74 (tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu 
delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh empat 
sen). 
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menempatkan dan mentransfer, 
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sejumlah uang pada rekening Nomor : 7610437375 atas nama 
PIETER NEKE DHEY pada Bank BCA KCP Supermal Karawaci 
Tangerang yang berasal dari setoran tunai dan transfer melalui 
perantara Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG Saksi Drs. SUNANDAR. 
M.Si   (PNS   Pemerintah   Kota   Palopo);   Saksi Drs. SALAHUDDIN 
ABADI.M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo); RAHMAT RAKES    
(Sopir Hj. ANDI RISNA /Isteri Drs. H.P.A TENRIADJENG.M.Si); Saksi 
IRIANWATI dan beberapa orang lain yang merupakan keluarga/ 
kerabat Saksi Drs.H.P.A TENRIADJENG.M.Si Saksi Drs.H.P.A     
TENRIADJENG.M.Si kemudian sesuai permintaan terdakwa sejumlah 
uang tersebut oleh Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY digunakan antara 
lain : sejumlah Rp.8.765.773.500,00 (delapan milyar tujuh ratus enam 
puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah 
ditukarkan ke mata uang asing/valas US Dollar dan Baht; sejumlah 
Rp.1.706.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam juta rupiah); 
dibayarkan untuk pembelian logam mulia Emas sebesar 4.000 gram ;   
sejumlah Rp.1.004.075.000,00 (satu milyar empat juta tujuh puluh lima 
ribu rupiah) ditransfer kepada isteri, anak, keluarga; kerabat Saksi 
Drs.PIETER NEKE DHEY.MA dan kepada beberapa pihak lainnya dan 
sesuai permintaan terdakwa dikirimkan kembali oleh Saksi 
Drs.PIETER NEKE DHEY.MA melalui rekening atas nama  IBRAHIM,  
IRIANWATI dan  DINCE  KUMENDON dengan jumlah  
Rp.1.440.500.000,00 (satu  milyar empat ratus empat puluh juta lima 
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ratus ribu rupiah) serta Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY.MA bayarkan 
dan belanjakan   untuk biaya rumah sakit dan kepentingan konsumtif 
pribadi Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY.MA sendiri   dengan   jumlah   
seluruhnya   Rp.1.815.606.837,00 (satu milyar delapan ratus lima 
belas juta enam ratus enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) 
atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, dimana terdakwa mengetahui 
atau setidak-tidaknya patut diduga oleh terdakwa bahwa sejumlah 
uang yang ditempatkan dan ditransfer tersebut berasal dari tindak 
pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selama terdakwa 
menjabat sebagai Walikota Palopo sebagaimana diuraikan di atas, 
oleh karena tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh serta 
tidak dapat dipertanggung jawabkan  oleh terdakwa asal  usul  uang 
tersebut diperolehnya secara sah (legal).  
 
- Bahwa terdakwa DRS. H.P.A. TENRIADJENG, M.Si dalam 
jabatannya selaku Walikota Palopo Periode Tahun 2008-2013 
berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.73-
391 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang Pengesahan 
Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo 
Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 11 April tahun 2008 s.d 14 
Februari 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara 
tahun 2008 s.d bulan Februari tahun 2013, bertempat di Kantor 
Dinas Pendidikan Kota Palopo, JI.K.H.M.Hasyim No.3 Kota Palopo; 
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di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Palopo, JI.K.H.M.Hasyim No.5 
Kota Palopo; di Rumah Jabatan Walikota Palopo, Jl.Veteran No.45 
Kota Palopo; di Kantor Bank Central Asia (BCA) Cabang Palopo, di 
Kantor Bank Negara Indonesia (BNl) Cabang Palopo, dan di Kantor 
Bank Sulsel Cabang Palopo serta di Kantor Bank BCA Kantor 
Cabang Pembantu (KCP) Supermai Karawaci Tangerang; di Toko 
"Ratu Mas" Atrium Senen Lt.3 Jakarta Pusat; dan di ITC Permata 
Hijau Jakarta atas tindakan pada suatu tempat lain yang sesuai 
ketentuan Pasal 84 ayat (2), ayat (3) KUHAP jo Pasal 6 huruf b jo 
Pasal 35 ayat (2) UU Rl No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan 
mengadili perkara ini, telah melakukan perbarengan beberapa 
perbuatan yang hams dipandang sebagai perbuatan yang berdiri 
sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa 
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, 
peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya 
atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 
merupakan hasil tindak pidana korupsi selama terdakwa menjabat 
sebagai   Walikota   Palopo   Periode   Tahun   2008-2013,   
perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara 
sebagaimana berikut:  
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Walikota Palopo Periode Tahun 
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2008-2013 berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 
131.73-391 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang Pengesahan 
Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Palopo 
Provinsi Sulawesi Selatan, untuk itu dalam jabatan terdakwa sebagai 
Walikota Palopo Periode Tahun 2008-2013 terdakwa menerima gaji 
pokok dan tunjangan jabatan setiap bulannya sebesar 
Rp.5.984.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu 
rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dan memperoleh gaji 
pensiun PNS sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau setidak-
tidaknya sekitar jumlah itu;  
- Bahwa pada tahun 2009 terdakwa mendirikan usaha Air Minum dalam 
Kemasan (AMDK) Merek "Moya" dengan meminjam nama perusahaan 
CV.RESKI UTAMA SENTOSA milik kerabat terdakwa atas nama 
ASMAENI yang berproduksi dalam kurun waktu tahun 2009 s.d tahun 
2011, sebagai upaya terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan 
asal usul, sumber, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta 
kekayaannya, sehingga selain menerima penghasilan resmi dari gaji 
dan tunjangan sebagai Walikota Palopo, terdakwa juga memperoleh 
penghasilan tambahan sejumlah kurang lebih Rp.40.000.000,00 
(empat puluh juta rupiah) setiap bulannya atau setidak-tidaknya sekitar 
jumlah itu dari omzet usaha Air Minum dalam Kemasan (AMDK) Merek 
"Moya' tersebut; 
- Bahwa terdakwa juga menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, 
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sumber, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaannya 
dalam kurun waktu tahun 2008-2012 dengan cara mengajukan kredit 
menggunakan nama terdakwa sendiri dan meminjam nama isteri 
terdakwa, ANDI RISNA PATEDDUNGI TENRIADJENG, anak-anak 
terdakwa : ANDI VICHY TESSIOJA dan ANDI AITA MASYITA 
sebagai Debitur sehingga terdakwa memperoleh sejumlah uang yang 
seluruhnya sebesar Rp.4.610.428.136,00 (empat milyar enam ratus 
sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh 
enam rupiah) dari pencairan kredit pada beberapa Bank yaitu : 
1. Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank Mandiri 
sebesar Rp.37.500.000,00; 
2. Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank CIMB Niaga 
sebesar Rp.50.000.000,00; 
3. Kredit atas nama ANDI VICHY TESSIOJA pada Bank CIMB Niaga 
sebesar Rp.250.000.000,00; 
4. Kredit atas nama ANDI RISNA PATEDDUNGI TENRIADJENG 
pada Bank CIMB Niaga sebesar Rp.50.000.000,00; 
5. Kredit atas nama ANDI AITA MASYITA pada Bank BNI Cabang 
Palopo sebesar Rp. 1.000.000.000,00; 
6. Kredit atas nama HPA TENRIADJENG pada BNI Cabang Palopo 
sebesar Rp.3.000.000.000,00; 
7. Kredit atas nama PATEDDUNGI ANDI TENRIADJENG pada Bank 
CIMB Niaga sebesar Rp.31.000.000,00; 
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8. Kredit atas nama PATEDDUNGI TENRIADJENG pada Bank 
Danamon Indonesia sebesar Rp.47.800.000,00; 
9. Kredit atas nama PATEDDUNGI TENRIADJENG pada Bank Sulsel 
Cabang Palopo sebesar Rp.84.128.136,00. 
- Bahwa terdakwa selain menerima uang dari sumber penghasilan 
resminya, penghasilan tambahan dari usaha AMDK Merek Moya; dan 
pencairan sejumlah kredit sebagaimana tersebut diatas, terdakwa 
ternyata juga beberapa kali menerima sejumlah uang dari sumber yang 
antara lain sebesar Rp.7.394.750.000,00 (tujuh milyar tiga ratus 
sembilan puluh empat Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang 
diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa 
yaitu : 
d. Dana Pendidikan Gratis TA.2011 sebesar Rp.5.369.750.000,-. 
sesuai Laporan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 
BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR- 
479/PW21/5/2012 Tanggal 13 Juli 2012; 
e. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA.2011 sebesar 
Rp. 1.025.000.000,-. sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian 
Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor: SR-884/PW21/5/2012 Tanggal 20 Nopember 2012;  
f. Dana Pembayaran Retribusi IMB Pasar Besar Kota Palopo Tahun 
Anggaran 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) 
sesuai   Laporan   hasil   Pemeriksaan   BPK   Rl   atas   Laporan 
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Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo TA.2011  Nomor : 
40.C/LHP/XIX.MKS/06/2012,  tanggal  12 Juni 2012 dari Badan 
Pemeriksa Keuangan Ri Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. 
secara tunai dan bertahap dari Saksi MUH.YAMIN.S.Pd.M.Si 
(Kepala Dinas  Pendidikan  Kota  Palopo Tahun  2011);  Saksi  
RIDWAN A (Pejabat   Pelaksana  Teknis   Kegiatan   Program   
Pendidikan   Gratis TA.2011);   Saksi  NUSKl   MASAHUDE   
(Pejabat  Pelaksana  Teknis Kegiatan  Bantuan  Operasional  
Sekolah TA.2011) dan  Saksi  IRA KUSUMA   WARDANI   
(Bendahara   Pengeluaran   Dinas   Pekerjaan Umum Kota Palopo 
TA.2011) melalui perantaraan saksi MUSTAFA Alias BUYUNG 
(Staf Pramubakti Rumah Jabatan Walikota Palopo) sesuai 
permintaan terdakwa; 
- Bahwa selain itu, terdakwa selaku Walikota Palopo juga berkali-kali 
telah meminta dan menerima sejumlah uang secara tunai dari 
beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran 
Pemerintah Kota Palopo melalui perantara Saksi MUSTAFA Alias 
BUYUNG yang diduga merupakan tindak pidana korupsi yang 
dilakukan oleh terdakwa atau setidak-tidaknya patut diduga merupakan 
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selama menjabat 
selaku Walikota Palopo periode Tahun 2008-2013; Bahwa setelah 
menerima sejumlah uang tersebut, terdakwa kemudian memerintahkan 
Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG secara bertahap menempatkan 
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sejumlah uang tersebut pada rekening-rekening milik terdakwa, 
keluarga terdakwa dan kerabat terdakwa berikut: 
9. Rekening milik terdakwa : 
f. Nomor: 7930199600 atas nama HPA TENRIADJENG pada 
BCA KCP Palopo; 
g. Nomor: 7930266722 atas nama HPA TENRIADJENG pada 
BCA KCP Palopo; 
h. Nomor : 1520000130907 atas nama HPA TENRIADJENG pada 
Bank Mandiri; 
i. Nomor: 7777888988 atas nama HPA TENRIADJENG pada BNI 
Cabang Palopo 
j. Nomor: 0902012209 atas nama HPA TENRIADJENG pada 
Bank Sulselbar Cabang Palopo; 
10. Rekening milik Isteri terdakwa, ANDI RISNA P TENRIADJENG : 
c. Nomor: 7930200098 atas nama ANDI RISNA P TENRIADJENG 
pada BCA KCP Palopo; 
d. Nomor : 87598576 atas nama ANDI RISNA P TENRIADJENG 
pada Bank BNI Cabang Palopo; 
11. Rekening milik anak terdakwa : ANDI AITA MASYITA : 
c. Nomor: 0255716242 atas nama ANDI AITA MASYITA pada 
BCA KCU Makassar; 
d. Nomor: 168151095 atas nama ANDI AITA MASYITA pada 
Bank BNI Cabang Palopo; 
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12. Rekening milik Manajer AMDK Merek Moya ; IBRAHIM 
b. Nomor : 7930186087 atas nama IBRAHIM pada BCA KCP 
Palopo; 
13. Rekening milik kerabat terdakwa : IRIANWATI: 
b. Nomor : 07930203003 atas nama IRIANWATI pada BCA KCP 
Palopo; 
14. Rekening milik Staf Pramubakti Rumah Jabatan Walikota Palopo : 
MUSTAFA Alias BUYUNG : 
b. Nomor : 7930166647 atas nama MUSTAFA pada BCA KCP 
Palopo 
15. Rekening milik Staf Mes Pemkot Palopo di Jakarta : YAHYA 
DJUNAID.SE : 
c. Nomor: 0013468077 atas nama YAHYA DJUNAID pada BNI 
Cabang Kramat Jakarta; 
d. Nomor: 2731449441 atas nama YAHYA DJUNAID pada BCA 
KCP Dewi Sartika Jakarta; 
16. Rekening milik Staf PNS Pemkot Palopo : Drs.SUNANDAR.M.Si: 
b. Nomor : 7930063678 atas nama Drs.SUNANDAR pada BC 
KCP Palopo;  
dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul 
uang tersebut atau kepemilikan yang sebenarnya atas uang tersebut, 
setelah itu dengan maksud yang sama terdakwa memerintahkan Saksi 
MUSTAFA Alias BUYUNG mengirimkan sejumlah uang yang ditempatkan 
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di rekening-rekening milik terdakwa, keluarga terdakwa dan kerabat 
terdakwa tersebut di atas dengan cara melakukan transfer ATM antar 
rekening dan setoran tunai dengan tujuan rekening milik saksi 
Drs.PIETER MEKE DHEY.MA yang dibuka atas kesepakatan antara 
terdakwa dengan Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY.MA untuk menampung 
seluruh transaksi keuangan terdakwa dan Saksi Drs.PIETER NEKE 
DHEY,MA melalui perantara Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG, Saksi 
Drs.SUNANDAR.M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo); RAHMAT RAKES 
(Sopir Hj.ANDI RISNAN Istri Drs.H.P.A TENRIADJENG.M.Si); Saksi 
IRIANWATI dan beberapa orang lain yang merupakan keluarga/kerabat 
terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp.11.886.250.000,00 (sebelas 
milyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu 
rupiah) dengan rincian yaitu : 
2. Rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY 
pada Bank BCA KCP Supermal Karawaci Tangerang pada kurun 
waktu tanggal 22 Oktober 2010 s.d bulan Februari 2013 dengan 
jumlah : Rp.11.886.250.000,00 (sebelas milyar delapan ratus' 
delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari 
transfer dan setoran tunai (Rp.2.642.250.000,00 + 
9.244.000.000,00) 
b. Sesuai permintaan terdakwa, telah dilakukan transfer uang 
sejumlah Rp.2.842.250.000,00 (dua milyar enam ratus empat 
puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari: 
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14. Rekening Nomor 7930266722 atas nama PA 
TENRIADJENG sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp. 
15.000.000,00. (dua belas juta rupiah); 
15. Rekening Nomor : 7930200098 atas nama ANDI RISNA P 
TENRIADJENG sebanyak 7 (tujuh) kali sebesar Rp. 
189.500.000,00. (seratus delapan puluh sembilan juta lima 
ratus ribu rupiah); 
16. Rekening Nomor : 7930186087 atas nama IBRAHIM 
sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) kali dengan jumlah 
Rp. 1.295.750.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh 
lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah):  
17. Rekening  Nomor  :  7930166647  atas  nama  MUSTAFA 
sebanyak   33   (tiga   puluh   tiga)   kali dengan jumlah 
Rp.581 100.000,00  (lima  ratus delapan  puluh  satu  juta 
seratus ribu rupiah);  
18. Rekening  Nomor  :  7930286006  atas  nama  MUSTAFA 
sebanyak 2 (due) kali dengar, jumlah RP.20.000.000,00 (dua 
puluh juta rupiah); 
19. Rekening atas nama MUSTAFA sebanyak 1  (satu) kali 
dengan jumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah); 
20. Rekening Nomor : 7930203003 atas nama IRIANWATI 
sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus 
lima puluh juta rupiah); 
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21. Rekening Nomor: 7930207602 atas nama RONI sebanyak 3 
(tiga) kali dengan jumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta 
rupiah);  
22. Rekening   Nomor   ;   2731449441    atas   nama   
YAHYADJUNAID sebanyak 1 (satu) kali sebesar 
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);  
23. Rekening Nomor : 2731563847 atas nama MUHAMMAD 
sebanyak 8 (delapan) kali dengan jumlah Rp.19.000.000,00 
(Sembilan belas juta rupiah);  
24. Rekening Nomor : 03900260759 atas nama AMIR JUNAID 
(Makassar) sebanyak 1 (satu) kali sebesar 
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);  
25. Rekening Nomor : 6240442700 atas nama TKCCA Social 
sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp.11.900.000.00 (sebelas 
juta Sembilan ratus ribu rupiah);  
26. Rekening   Nomor   :   6280478928   atas   nama   JUNAIDI 
sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp.8.500.000,00 (delapan 
juta lima ratus ribu rupiah);  
c. Sesuai permintaan terdakwa telah dilakukan setoran tunai uang 
sejumlah Rp.9.244.000.000.00 (Sembilan milyar dua ratus 
empat puluh empat juta rupiah) oleh : 
4. Saksi ANDI VICHY TESSIOJA (Anak Saksi Drs.HPA 
TENRIADJEMG.M.Si) sebanyak 1 (satu) kali sebesar 
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Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 
5. Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG sebanyak 47 (empat puluh 
tujuh) kali dengan jumlah Rp.7.224.000,000,00 (tujuh milyar 
dua ratus dua puluh empat juta rupiah); 
6. Setoran Kliring tanggal 16-02-2012 sebesar Rp. 
1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); 
7. MUHLIS (Makassar) sebanyak 1 (satu) kali sebesar 
Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); 
8. MUHAMMAD sebanyak 1 (satu) kali sebesar 
Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).  
sebagai upaya terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, 
sumber, peruntukan atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta 
kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana korupsi atau 
setidak-tidaknya patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi selama 
terdakwa menjabat Walikota Palopo;  
- Bahwa terdakwa berupaya menyembunyikan atau menyamarkan 
asal usul, sumber, peruntukan atau kepemilikan yang sebenarnya 
atas harta kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana 
korupsi atau setidak-tidaknya patut diduga berasal tindak pidana 
korupsi selama terdakwa menjabat Walikota Palopo, dengan cara 
terdakwa memerintahkan Saksi MUSTAFA Alias BUYUNG, Saksi 
Drs.SUNANOAR.M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo); Saksi 
Drs.SALAHUDDIN. ABADI.M.Si (PNS Pemerintah Kota Palopo); 
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RAHMAT RAKES (Sopir Hj.ANDI RISNA /Isteri Drs.H.P.A 
TENRIADJENG.M.Si); Saksi IRIANWATI dan beberapa orang lain 
yang merupakan keluarga/kerabat terdakwa melakukan transfer 
dan setoran tunai dengan tujuan rekening Nomor : 7610437375 
atas nama PIETER NEKE DHEY pada Bank BCA KCP Supermal 
Karawaci Tangerang seolah-olah sebagai pembayaran pinjaman 
dari terdakwa kepada Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY.MA. 
sehubungan dengan pendanaan kampanye Pemilihan Walikota 
Palopo Tahun 2003-2013 yang dimenangkan oleh terdakwa dan 
seolah-olah sebagai dana stimulan pencairan investasi senilai US $ 
30.000.000,00 (tiga puluh juta US Dollar) milik Mr.SMITH melalui 
Saksi PIETER NEKE DHEY, dimana sejumlah uang dari terdakwa 
yang masuk ke rekening milik Saksi PIETER NEKE DHEY sesuai 
data rekening koran, secara bertahap oleh Saksi Drs.PIETER 
NEKE DHEY digunakan antara lain : 
a. Tanggal 21 Desember 2010 s.d tanggal 14 Agustus 2012 : 
Sesuai permintaan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE 
DHEY.MA, telah     menukarkan     uang     sejumlah     Rp. 
7.915.999.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima belas juta sembilan 
ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidak-tidaknya    sekitar   
jumlah    itu    dengan    mata    uang Mas" milik saksi YUSDHI 
KURNIAWAN di Atrium Senen Lt. 3 Jakarta Pusat dengan cara 
pemindahbukuan ke rekening giro milik Saksi YUSDHI KURNIAWAN 
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sebanyak 21 (dua puluh satu) kali yaitu: 
1. Nomor :  0073011881  atas  nama YUSDHI  KURNIAWAN 
pada BCA KCU Tanjung Priok; 
2. Nomor : 0073210809 atas nama YUSDHI  KURNIAWAN 
pada BCA KCU Tanjung Priok;  
b. Tanggal 22 Juni 2012 s.d tanggal 27 Agustus 2012 :  
Sesuai permintaan t.erdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE 
DHEY.MA, telah     menukarkan     uang     sejumlah     Rp. 
849.774.500,00(delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh 
puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu 
dengan mata uang asing/valas US Dollar dan Bank di Money Changer di 
Mall Karawaci Tangerang dengan cara transfer sebanyak 4 (empat) kali ke 
rekening Nomor : 6300398888 atas nama TEDDY KURNIAWAN; 
1. Sesuai permintaan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE 
DHEY.MA, membayarkan uang sejumlah 
Rp.1.706.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam juta 
rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu untuk 
pembelian emas batangan seberat 4.000 (empat ribu) gram 
di PT.Sinar Rejeki Handal milik Saksi AMRI NGADIMAN 
yang melayani jual belt emas batangan secara on line 
dengan web site : www.antamgold.com dan penyerahannya 
diterima di ITC Permata Hijau dengan cara transfer ke 
rekening Nomor : 1087519899 atas nama INDRA pada BCA 
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KCP Kisamaun Tangerang dengan rincian: 
2. Tanggal 7 Juni 2011 melalui Rekening Nomo, : 7610437375 
atas nama PIETER NEKE DHEY sebesar 
Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah); 
3. Rekening milik Saksi YAHYA DJUNAID sebanyak 2 (dua) 
kali dengan jumlah Rp.906.000.000,00 (sembilan ratus enam 
juta rupiah) 
c. Tanggal 28 Januari 2011 s.d tanggal 28 Desember 2011 : 
Sepengetahuan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY.MA, 
telah mentransfer uang sebanyak 18 (delapan betas) kali 
sejumlah Rp.105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu 
rupiah) kepada FARIDA dari rekening Nomor : 7610437375 
atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening Nomor : 
2440155238 atas nama FARIDA; 
d. Tanggal 29 Oktober 2010 s.d tanggal 17 September 2012 : 
Sepengetahuan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY.MA, 
telah mentransfer uang sebanyak 202 (dua ratus dua) kali 
sejumlah Rp. 667.250.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh  
juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada JUNAIDI dari 
rekening Nomor: 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY 
ke rekening Nomor: 6280478928 atas nama JUNAIDI; 
e. Tanggal 13 Agustus 2012 s.d tanggal 23 Agustus 2012 : 
Sepengetahuan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY.MA, 
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telah mentransfer uang sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp. 20.000.000.00 
(dua puluh juta rupiah) kepada CAHYANI TRIPRISA dari rekening Nomor: 
7610437375 atas nama PIETERNEKE DHEY ke rekening Nomor : 
91130891515 atas nama CAHYANI TRI APRISA; 
f. Tanggal 19 Oktober 2012 dan 24 Oktober 2012, sepengetahuan 
terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY.MA, telah 
mentransfer sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp.30.000.000,00 
(tiga puluh juta rupiah) kepada FEBRI SKOLASTIKA dari 
rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY 
ke    rekening    Nomor 4501337140    atas    nama    FEBRI 
SKOLASTIKA; 
g. Sesuai permintaan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE 
DHEY.MA, telah mengirimkan kembali sejumlah 
Rp.1.440.500.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta 
lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dari rekening Nomor : 
7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY melalui transfer 
dengan menggunakan rekening berikut: 
1. Tanggal 5 Januari 2012 s.d tanggal 17 Januari 2013 melalui 
Rekening Nomor : 7930186087 atas nama IBRAHIM 
sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah Rp.55.500.000,00 
(lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); 
2. Tanggal 17 Februari 2012 melalui Rekening Nomor : 
7930203003 IRIANWATI sebesarRp.1.200.000.000,00 (satu 
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milyar dua ratus juta rupiah). 
3. Tanggal 17 Februari 2012, sebanyak 2 (dua) kali sejumlah 
Rp. 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) 
melalui rekening Nomor : 0351408170 atas nama DINCE 
KUMENDON. 
selanjutnya setelah sejumlah uang yang dikirimkan kembali kepada 
terdakwa melalui transfer dari rekening milik Saksi Drs.PIETER NEKE 
DHEY.MA ke rekening atas nama IBRAHIM; rekening atas nama 
IRIANWATI dan rekening atas nama DINCE KUMENDON tersebut masuk 
dan diterima, maka sesuai permintaan terdakwa uang tersebut ditarik 
secara tunai dari rekening-rekening tersebut untuk selanjutnya digunakan 
untuk : 
1. Pengembalian Dana Pendidikan Gratis TA.2011 sejumlah 
Rp. 1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta. 
rupiah) dengan cara terdakwa memerintahkan Saksi 
MUSTAFA Alias BUYUNG menyetorkannya ke rekening 
Nomor : 0090.002.000000291-4 atas nama RIDWAN A : 
Pendidikan Gratis Kota Palopo dengan rincian : 
- Tanggal 17 Februari 2012 sebesar  Rp.1.200.000.000,00 
- Tanggal 22 Februari 2012 sebesar Rp. 100.000.000,00 
- Tanggal 22 Februari 2012 sebesar   Rp. 50.000.000.00 
 Jumlah: Rp.1.350.000.000,00 
2. Pengembalian Dana Retribusi 1MB Pasar Besar Kota 
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Palopo sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta 
rupiah) dengan cara terdakwa memerintahkan Saksi 
MUSTAFA Alias BUYUNG menyetorkannya ke rekening kas 
daerah Nomor : 0900010000123005 atas nama PAD 
Kotamadya Palopo dengan rincian : 
- Tangga 03 Agustus 2012 sebesar Rp. 110.000.000,00 
- Tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp.  40.000.000.00 
 Jumlah: Rp. 150.000.000.00 
dan yang selebihnya digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Drs 
H.P.A TENRIADJENG.M.Si;  
h. Saksi Drs. PIETER NEKE DHEY.MA telah mentransfer 
sejumlah uang kepada isteri anak, keluarga dan kerabatnya 
yaitu : 
1. Tanggal 19 Nopember 2010 s.d 30 Januari 2013, sebanyak 
51 (lima puluh satu) kali sejumlah Rp.126.200.000,00 
(seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) kepada 
lsteri Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY.MA, SUZANNA 
MARIA WIDI dari rekening 7610437375 atas nama PIETER 
NEKE DHEY ke rekening Nomor : 7610448768 atas nama 
SUZANNA MARIA WIDI; 
2. Tanggal 19 Nopember 2010 s.d tanggal 16 April 2012, 
sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp.1.750.000,00 (satu juta 
tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak Saksi 
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Drs.PIETER NEKE DHEY.MA, ELISABETH VICTORIA dari 
rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE 
DHEY ke rekening Nomor : 5725022953 atas nama 
ELISABETH VICTORIA; 
3. Tanggal 22 Nopember 2010 s.d tanggal 21 September 2012, 
sebesar Rp.23.425,000,00 (dua puluh sembilan juta empat 
ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada adik Saksi 
Drs.PIETER NEKE DHEY.MA, PETRONELA BEO dari 
rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE 
DHEY ke rekening atas nama PETRONELA BEO ; 
4. Tanggal 28 Februari 2011 s.d tanggal 06 April 2011, sebesar 
Drs.PIETER NEKE DHEY.MA, MEO GENOVEVA dari 
rekening Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE 
DHEY ke rekening atas nama MEO GENOVEVA; 
5. Tanggal 13 Januari 2012 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta 
lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Saksi Drs.PIETER 
NEKE DHEY.MA, ALEXIUS DJAWA dari rekening Nomor : 
7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening 
Nomor 6380134029 atas nama ALEXIUS DJAWA ; 
6. Tanggal 19 Januari 2011 s.d 19 September 2011, sebanyak 
3 (tiga) kali sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus 
ribu rupiah) kepada keponakan Saksi Drs.PIETER NEKE 
DHEY.MA, LABERTUS SIGASARE dari rekening Nomor : 
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7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening 
atas nama LABERTUS SIGASARE ; 
7. Tanggal 10 Nopember 2010 dan 16 Maret 2012, sebanyak 2 
(dua) kali sejumlah Rp.5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu 
rupiah) kepada MIKAEL LABA KLEDEN dari rekening 
Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke 
rekening atas nama MIKAEL LABA KLEDEN; 
8. Tanggal 12 Januari 2011 dan 24 Januari 2011, sebanyak 2 
(dua) kali sejumlah Rp„1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu 
rupiah) kepada MARSEL MUJA dari rekening Nomor : 
7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening 
nomor: 0011332942 atas nama MARSEL MUJA ; 
9. Tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu 
juta rupiah) kepada SERVATIUS LAWANG dari rekening 
Nomor : 7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke 
rekening   nomor  :   3140642341   atas   nama  SERVATIUS 
LAWANG ;  
10. Tanggal 26 Januari 2011sebesar Rp.1.450.000,00 (satu juta 
empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Nomor : 
7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY ke rekening 
atas nama RINA (Kupang).  
i. Tanggal  1   Nopember   2010 s.d   tanggal    14  Februari 2013, 
Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY.MA telah menarik uang secara 
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tunai melalui ATM dan buku tabungan serta membayarkan dan 
membelanjakan   untuk   biaya   rumah   sakit  dan   
kepentingan konsumtif pribadi Saksi Drs.PIETER NEKE 
DHEY.MA sendiri di RS. ST.Caroius, di Supermal Elizabeth, di 
Toko Sepatu Bata, di Jati Naga Swalayan, di Matahari Atrium, di 
Hypermart Karawaci, di Pizza Hut, di Rumah Makan Suharti dan 
pada beberapa tempat perbelanjaan lainnya sebanyak 1.081  
(seribu delapan puluh satu) kali dengan jumlah seluruhnya 
Rp.1.815.606.837,00 (satu milyar delapan ratus lima belas juta 
enam ratus enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) 
atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;  
j. Sepengetahuan terdakwa, Saksi Drs.PIETER NEKE DHEY.MA, 
pada tanggal  14 Februari 2013 menutup rekening  Nomor : 
7610437375 atas nama PIETER NEKE DHEY pada BCA KCP 
Supermal   Karawaci   dengan   saldo   tutup   rekening   
sebesar Rp.7.647.839,74 (tujuh juta enam ratus empat puluh 
tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah dan 
tujuhpuluh empat sen). 
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyembunyikan atau 
menyamarkan asal usul, sumber, peruntukan, atau kepemilikan 
yang sebenarnya atas harta kekayaannya yang berasal dari tindak 
pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa atau setidak-tidaknya 
patut di duga berasa! dari tindak pidana korupsi selama terdakwa 
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menjabat sebagai Walikota Palopo sebagaimana diuraikan di atas, 
oleh karena tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh serta 
tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa asal usul uang 
tersebut diperolehnya secara sah (legal). 
Menimbang bahwa atas tuntutan Terdakwa tersebut Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar telah menjatuhkan 
putusanya tanggal 19 November 2013 No.48/Pid.Sus./2013/PN.Mks yang 
amanya sebagai berikut: 
 Menyatakan Terdakwa DRS.H.P.A TENRIADJENG,M.SI tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum 
dalam dakwaan kesatu primair; 
 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu 
primair; 
 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DRS.H.P.A 
TENRIADJENG, M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- 
(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila 
denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 
(tiga) bulan; 
 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang 
dijatuhkan tersebut; 
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 Menetapkan agar Terdakwa membayar Uang Pengganti 
sebesar Rp. 7.763.064.307,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam 
puluh tiga juta enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh 
rupiah)  dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) 
bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang 
pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan 
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal 
terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk 
membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara 
selama 1 (satu) tahun; 
Dalam diktumnya  
 Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penasehat Hukum 
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak ada hal-hal 
baru yang perlu dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan 
oleh Majelis Hakim  tingkat pertama dengan baik dan benar, 
maka keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa 
Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan; 
 Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari 
dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 
Makassar tanggal 19 November 2013 
No.48/Pid.Sus/2013/PN.Mks, memori banding yang diajukan 
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oleh Penasehat Hukum Terdakwa , maka Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi tingkat banding pada Tinggi Makassar 
berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama dalam 
kasus perkara ini telah mempertimbangkan dengan tepat dan 
benar menurut hukum, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh 
dalam persidangan, sesuai keterangan para saksi dibawah 
sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Oleh 
karena itu Pengadilan Tinggi membenarkan dan menyetujui 
putusan dimaksud, serta mengambil alih sebagai pendapat 
Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka 
putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 November 
2013 No.48/Pid.Sus/2013/PN.MKS, harus dikuatkan, dengan 
amar selengkapnya dibawah ini 
 Menimbang bahwa selanjutnya status Terdakwa hingga saat ini 
sedang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan 
dalam mengingat ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf B KUHAP 
jo pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi 
mempunyai cukup alasan agar Tedakwa tersebut tetap ditahan 
 Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka 
Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul 
dari dua tingkat peradilan, untuk Pengadilan Tingkat Banding 
sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) 
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 Mengingat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) UU 
No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU 
No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang 
No.31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana 
korupsi, Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a undang-undang No.8 
Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana pencucian uang, Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a UU 
No.8 Tahun 2010, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain 
yang bersangkutan; 
M E N G A D I L I 
1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan 
Terdakwa tersebut; 
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 November 2013 
No.48/Pid.Sus/2013/PN.MKS yang dimintakan banding tersebut; 
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara 
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar 
Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah); 
 
Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa terdakwa H.P.Tenriadjeng 
yang selaku Walikota Palopo yang seyogyanya dapat memberikan teladan 
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dan memberikan contoh yang baik sebagai pemegang kuasa 
Pemerintahan Kota Palopo diputus secara bersalah, Prof.Dr.Baharuddin 
Lopa (Achmad Ali, 2002:73) menulis bahwa: “Dalam membicarakan 
persoalan integritas moral tak dapat dipisahkan budaya malu yang dimiliki 
seseorang.Mengapa? Karena, tidak mungkin seseorang tidak merasa 
malu melakukan perbuatan tidak terpuji, kalau ia sudah bermoral 
sebagaimana diajarkan oleh agama (islam), bahwa malu itu adalah 
sebagian dari iman (moral). Hanya orang yang bermoral yang malu 
melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut.Mereka tidak melakukan 
perbuatan itu, bukan karena takut ditangkap atau dihukum, tetapi karena 
malu kepada sesama, terutama malu dan takut kepada Allah.Orang yang 
berkepribadian seperti inilah yang mampu menjadi teladan.Sedangkan 
unsur keteladanan ini sangat mutlak dimiliki oleh kalangan atas agar dapat 
dicontoh dan diikuti oleh seluruh jajaranya.”Lebih lanjut Baharuddin Lopa 
(Achmad Ali, 2002:74) menuliskan bahwa: “Dalam mencegah dan 
memberantas korupsi, tidak perlu terlalu banyak penyampaian kata-kata, 
cukup sikap kita yang terpuji yang dilihat oleh sesame dan jajaran kita 
untuk dijadikan teladan. Satu tingkah laku yang positif yang diperlihatkan 
oleh atasan kepada bawahanya jauh lebih efektif daripada 2.000 kata”. 
 Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan 
mewawancarai salah satu majelis hakim H.Muh.Imran Arief, SH,M.H 
selaku hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi Makassar dalam kasus 
terdakwa H.P.A Tenriadjeng mengatakan bahwa alasan mengapa majelis 
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hakim menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 November 2013 
No.48/Pid.Sus/2013/PN.MKS yang dimintakan banding tersebut bahwa 
keberatan-keberatan Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut 
Umum tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu 
dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat 
pertama dengan baik dan benar, maka keberatan Penasehat Hukum 
Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan. 
 Salah satu yang menjadi keberatan penasehat hukum terdakwa 
dalam Kontra Memori Banding putusan Nomor: 
46/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS, bahwa penyitaan benda tidak bergerak 
milik terdakwa berupa satu bidang tanah seluas 435 M2 dan bangunan 
seluas 320 M2 di Jalan Dahlia No.9 Rt.B/Rw 2 Kelurahan Kampung 
Buyang, Kecamatan Mariso Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 
atas nama H.PA Tenriadjeng, sertifikat hak milik nomor 28 & Tanah seluas 
kurang lebih 3.000 M2 di Jalan KH.Ahmad Razak No. 4 Kelurahan 
Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan atas 
nama H.P.A Tenriadjeng dengan sertifikat hak milik No.3071 tanah 
dengan seluas:1.380 M2 atas nama Andi Risna P.Tenriadjeng dan 
Sertifikat Hak Milik No.3072 dengan luas:1.657 M2 atas nama Andi 
Tenriadjeng Diserahkan kepada Bank Negara Indonesia (BNI) cabang 
palopo untuk dilelang dan selanjutnya diperhitungkan sebagai 
pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan 
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kepada terdakwa Drs.H.P.A Tenriadjeng, M.Si, dan yang penulis 
tanyakan bahwa apakah barang tersebut dimiliki sebelum atau sesudah 
terpilihnya terdakwa pada periode kedua Walikota Palopo? 
 Menurut bapak H.Muh Imran Arief,SH, M.H menganggap dalam 
fakta persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta 
kekayaanya diperoleh secara sah (benda tidak bergerak berupa tanah dan 
bangunan), sesuai dengan amanat UU No.8 Tahun 2010 Tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang Pasal 77 yang 
berbunyi sebagai berikut: “Untuk kepentingan pemeriksaan di siding 
pengadilan terdakwa wajib membuktikan asal-usul Harta Kekayaanya 
bukan merupakan hasil tindak pidana”  dan mengingat jabatan terdakwa 
selaku pejabat publik di Kota Palopo maka pilihan memberikan Pidana 
Tambahan (perampasan barang-barang tertentu) sebagai upaya 
“memiskinkan”terdakwa. 
 Spirit positif dan ikrar nyata aparat penegak hukum dalam kasus 
korupsi dan pencucian uang ini seyogyanya dapat diikuti oleh aparat 
penegak hukum lainya mengingat bahwa dampak yang ditimbulkan dalam 
kasus-kasus pidana yang berkaitan dengan ekonomi terhadap kehidupan 
masyarakat Indonesia dan merongrong  sendi-sendi kehidupan dalam 
masyarakat terkait nilai-nilai yang mereka anut,beberapa dampak yang 
terjadi seperti ketidakstabilan ekonomi, meningkatnya kriminalitas dalam 
masyarakat seperti pencurian, pembunuhan dan penadahan serta 
tindakan main hakim sendiri masyarakat hanya sebahagian besar dampak 
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tak kasat mata dari preseden-preseden buruk penegak hukum dan 
manifestasi ketidakpercayaanya terhadap penegakan hukum yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum, padahal seharusnya (das sollen) 
para penegak hukum menegakan dan memelihara kedamaian namun apa 
yang ada (das sein) adalah timbulnya sejumlah berbagai macam persepsi 
yang buruk terhadap aparat penegak hukum 
Selanjutnya Haedar SH, M.H sebagai Jaksa Penuntut Umum 
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, penulis menanyakan dalam 
wawancara terkait apakah proses pembuktian terbalik sebagai upaya 
pengembalian keuangan Negara itu efektif?  Menurutnya sistem 
pembuktian terbalik bagi terdakwa kasus-kasus korupsi dan pencucian 
uang adalah efektif mengingat kejahatanya yang bersifat khusus dan luar 
biasa seperti penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), 
menyamarkan dan menyembunyikan asal-usul harta kekayaanya menjadi 
bangunan, tanah dan sebagai investasi dalam suatu perusahaan agar 
seolah-olah harta kekayaanya diperoleh secara sah, itu sejalan dengan 
prinsip-prinsip pengembalian keuangan Negara (return of the asset) 
karena tidak lagi berkutat hanya kepada proses pemidanaan terhadap 
pelaku tetapi juga bagaimana mengembalikan keuangan Negara atau 
pihak-pihak yang dirugikan dan bilamana terdakwa tidak dapat 
membuktikan asal-usul harta kekayaanya diperoleh secara sah maka 
demi tegaknya terdakwa dinyatakan bersalah. 
Walaupun secara umum dalam suatu tindak pidana Pasal 66 
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KUHAP yang berbunyi: “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban 
pembuktian” sesuai dengan asas dalam hukum acara pidana“actory 
incumbit onus probandi” yang berarti siapa yang mendakwa, maka dialah 
yang harus membuktikan dakwaanya. Menurut hemat penulis dalam UU 
No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian 
Uang Pasal 68: “Penyidikan,penuntutan dan pemeriksaan disidang 
pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
undang-undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. 
 Selanjutnya menurut hemat penulis pengecualian dalam KUHAP 
Pasal 66 dapat dilakukan mengingat perintah Pasal 68 UU No.8 Tahun 
2010 memberikan akses pengecualian dalam hal pembuktian tindak 
pidana pencucian uang yang mana terdakwa-lah yang berada pada posisi 
membuktikan apakah asal-usul Harta Kekayaanya diperoleh secara sah. 
Penulis bertanya kepada Ibu Siti Asmiati Nasratontora,SH,M.H sebagai 
Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan apakah 
pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tak bersalah 
(presumption of innocence)? Menurutnya pembuktian terbalik tidak 
bertentangan dengan asas praduga tak bersalah jika dalam hal 
pembuktianya pemidanaan tidak hanya ditujukan terhadap pelaku (follow 
the suspect) namun lebih berorientasi kepada paradigma menyelamatkan 
aset atau pengembalian keuangan Negara (follow the money).Dengan 
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alasan bahwa dalam kejahatan-kejahatan yang tergolong luar biasa 
(extraordinary crime) seperti korupsi, kejahatan terorisme, narkotika dan 
pencucian perlu ditindaki dengan cara-cara yang luar biasa pula dan tidak 
menekankan hanya kepada penjatuhan pidana pokok seperti pidana 
penjara denda, namun perampasan barang-barang tertentu dalam pidana 
tambahan juga seyogyanya berjalan paralel dengan penjatuhan pidana 
pokok. 
 Menurut hemat penulis dalam hal kejahatan korupsi, pencucian 
uang dan kejahatan luar biasa lainya masih perlu lebih terjalin sinergitas 
dan terutama integritas aparat penegak hukumnya,pernyataan Hakim 
Agung Amerika Serikat (Justice Hugo Black) “There can be no equal 
justice where the kind of trial a man get depends on the amount of money 
he has “Jadi tidak akan mungkin ada keadilan yang sama jika di dalam 
proses pengadilan sosok-sosok yang terlibat di dalamnya masih 
bergantung pada sejumlah uang”. Manusia yang semestinya memukul 
genderang perang terhadap praktik-praktik KKN berselingkuh dengan elit-
elit politik dan pengusaha yang berkepentingan agar seharusnya tak 
terjadi lagi dan menghiasi media-media cetak kembali. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Belum bergesernya paradigma aparat penegak hukum dalam 
mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang pada 
umumnya masih berkutat pada pemidanaan terhadap pelaku (follow 
the suspect)yang berakibat terhadap kebijakan-kebijakan yang 
menyangkut aset atau hasil tindak pidana tidak dapat dilaksanakan 
sebelum adanya pemidanaan terhadap pelaku dalam tindak pidana 
awalnya (predicate crime)dan konsekuensinya bagi pihak-pihak yang 
menyembunyikan, menyimpan dan memindahkan asset hasil tindak 
pidana tidak dapat dikenakan pemidanaan, mindset tersebut jelas 
sangat merugikan kondisi perekonomian suatu Negara karena nilai 
yang terkandung dalam UU No.8 Tahun 2010 adalah pengembalian 
keuangan Negara melalui sistem pembuktian terbalik. Orientasi pada 
uang (follow the money) pada saat ini masih minim dilaksanakan 
padahal dalam perspektif ini pemidanaan lebih berorientasi kepada 
aset, artinya mengikuti aset, itulah sebabnya pemulihan keuangan 
Negara atas hasil tindak pidana dan pengembalian keuangan Negara 
maupun bagi pihak-pihak yang dirugikan menjadi salah satu tujuan 
utama, disamping juga untuk memutus mata rantai kejahatan. 
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2. Upaya pengembalian keuangan Negara melalui sistem pembuktian 
terbalik patut diapresiasi dan didukung dengan bersyarat, 
Prof.Dr.Achmad Ali dalam bukunya (Achmad Ali, 2002:16) 
berpendapat bahwa dukungan bersyarat terhadap penerapan asas 
pembuktian terbalik harus dibarengi pula dengan pembersihan besar-
besaran jajaran kepolisian dan kejaksaan dari personil-personil yang 
termasuk kategori “sosok-sosok sapu kotor”. Tanpa syarat itu, sangat 
dikhawatirkan “senjata”pembuktian terbalik itu hanya akan menjadi alat 
untuk menciptakan KKN baru, gaya pemerasan baru. Penulis 
berpendapat bahwa Prof.Dr. Achmad Ali jelas memiliki alasan yang 
logis mengingat kondisi law enforcementkita masih jauh dari keadaan 
berpengharapan dan seyogyanya panji-panji yang terbangun dan 
diimplementasikan oleh aparat penegak hukum berada pada koridor 
keadilan dan kebenaran. 
B. Saran 
1. Perlunya sinergitas dan perbaikan integritas bagi para aparat 
penegak hukum demi terwujudnya cita-cita hukum karena dalam 
kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini masih terlalu 
normatif-dogmatik dan hanya menekankan keadilan procedural 
yang jauh dari cerminan rasa keadilan dalam masyarakat, 
keadilan substansial yang seharusnya menjadi nilai utama dalam 
penegakan hukum dikesampingkan karena terlalu birokratis dan 
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terstrukturnya pejabat-pejabat baik di eksekutif,legislatif dan 
yudikatif. 
2. Perlunya suatu lembaga pemasyarakatan khusus bagi orang-
orang yang terbukti bersalah menyalahgunakan kekuasaan demi 
kepentingan pribadi, walaupun penulis meyakini juga masih perlu 
dipertimbangkan namun hal tersebut juga sebaiknya dapat 
diperhitungkan sebagai salah satu solusi keadaan penegakan 
hukum di Indonesia, saya sependapat dengan Prof.Satjipto 
Rahardjo (Achmad Ali, 2002:16) bahwa sudah waktunya bangsa 
Indonesia mencanangkan bahaya korupsi sebagai keadaan 
darurat. 
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